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ABSTRAK 

Perkembangan di berbagai dae wilayah Indonesia setelah diberlakukan otonomi 
daerah, menyebabkan pemerintah da "% rah membuat peraturan daerah masing-masing 
sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun akibatnya di sejumlah daerah terdapat 
peraturan daerah yang hams dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena berbagai hal 
antara lain menimbulkan kontroversi, diskriminasi babkan melanggar hak asasi manusia 
dan tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghomati, melindungi, menegakkan 
dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tennasuk peratman daerah Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 
meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Artinya pemerintah 
berkewajiban melaksanakan baik secara nasional maupun pada tingkat daerah. Untuk 
mengatasi permasalahan hak asasi manusia ymg berkaitan dengan pennasalahan 
ekonomi, sosial, dan budaya diperlukan Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya Hal ini penting untuk penegasan bahwa dalam perkembangan dewasa ini, 
diperlukan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk mensejahterakan 
masyarakat. 

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah 
Kabupaten Bantul telah menetapkan peraturan daerah untuk mengatur tmsan wajib dan 
urusan pilihan, namun masih perlu dikaji untuk mengetahui kandungan materi muatan 
hak-hak ekonoxui, sosial, dan budaya. 

Pengaturasl Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peratwan Daerah dibuat 
berdasarkan kewenangan wusan wajib dan wusan pilihan, agar ada konsistensi, 
kesesuaian dan harmonis antara UUD Negara R.I. 1945 dan peratwan perundang- 
undangan tentang hak-hak eke@ sosial, dan budaya dengan Pengaturan Ha.-hak 
Ekonoxui, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul, maka 
peraturan daerah tersebut telah mengandung substansi/materi muatan untuk pemenuhan 
mengenai antara lain I d  kesejahteraan, hak atas pekerjaan, hak pendidikan, hak 
kesehatan, halc kebudayaan, dan hak atas lingkungan yang baik 

Penuiis melalnikan penelitian peratwan daerah di Pemerintahan Kabupaten Ban* 
diketahui telah ada kepastian kekuatan hukwn yang mengrkat antara undang-undang 
dengan peraturan daerah. Peraturan daerah yang dikaji hanya peraturan daerah yang 
sekiranya mengandung materi muatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sajadan 
berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah. 

Penelitian Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan 
Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul antara lain diperoleh bahwa Peraturan Daerah 
yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepmuhnya baik karena masih ada 
peraturan daerah yang menimbuikan kontroversi di masyarakat, contohnya yaitu 
Peraturan Daerah tentang Larangan Pelacuran. Tujuan pemerintah daerah menetapkan 
perda tersebut yaitu untuk menertibkan wilayah Kabupaten Bantul namun masyarakat 
ada yang terlanggar hak ekonomi, sosial, dao hak kesejahteraannya. Untuk itu 
pemerintah daerah perlu memberikan pembinaan kepada masymakat mengenai hak dan 
kewajiban sebagai warga negara dan memberikan solusi kepada masyarakat yang merasa 
terlanggar hak-haknya, artinya pemerintah daerah mempunyai tanggung jamb selain 
membuat paaturan daerah juga untuk memberikan pemenuhan dan perlind~~ngan ndam 
bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
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BAB I 

PENDMLUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan 

perlindungan Hak Asasi Manuski yang selanjutnya disebut HAM, telah 

mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, 

tetapi pada masa lain dikalahkan deh  kepentingan kehsaan.  Akhirnya, disadari 

bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan 

dan perlindungan Hak Asasi Manuski akan sefalu menimbulkan ketidak adilan 

bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi 

pembangman h h ,  eksnomi, sosial, budaya, sipil dan politik untuk jangka 

panjang.' 

Perkembangan di berbagai daerah wilayah Indonesia setelah diberlakukan 

otonomi daerah, menyebabkan pmerintah daerah membuat peratwan daerah 

masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya, namun akibatnya di sejumlah 

daerah terdapat peraturan daerah-paatmm daerah yang harus dibatalkan oleh 

Menteri Dalam Negeri karena berbagai ha1 antara lain menimbulkan kontroversi, 

diskriminasi bahkm mekinggar Hak Asasi Manusia. Adapun Peraturan Daerah 

yang dibatalkan dari Kabupaten Bantul yakni peraturan daerah yang berkaitan 

dengan retribusi Dalatn penulisan tesis ini penulis membatasi tidak membahas 

peraturan daerah yang dibatalkan, narnun ada 1 (satu) peraturan daerah yang 

Penjelasan ITU RL No. I 1  Tahun 2005 tentang Pengesahan in ter~ t iond  C o v e m  On 
Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya). 



sedang dalam proses ylldicial review karena menimbulkan kontroversi di 

masyarakat merupakan salah satu perda yang akan dibahas. Berkaitan dengan 

penulisan tesis ini, khususnya yang akan dibahas yang mengandung materi 

muatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, karena fenomena yang terjadi belum 

diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi pilihan penelitian, 

mengeluarkan Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di nalam maupun di luar 

negeri, serta tantangan persaingan global, pemerintah memandang perlu 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang 

diwujudkan dengan pengatman, pembagian, dan pemanhitan sumber daya 

nasional, serta pertirnbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip- 

prinsip demohsi, peran serta masyarakat, pemaataan, dan keadilan, serta 

potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik 1ndonesiaa2 Otonomi Daerah tersebut pada masa diberlakukan 

Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah, karena 

ti& sesuai lagi dengan pefkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan -tan 

penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang 

RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerh tab  Daerab. Dalam p e l a k s ~  

penyelenggaraan otonomi d a d  belum diketahui ada pengaturan daerah secara 

khusus bidang hak-hak ekonomi, s~sial  dan budaya untuk mengatur daerah 

masing-masing sesuai dengan kewenangan d a d .  Padahal untuk 

Perrimbangan ditetapkan UU RI. Nomor 22 Tahun 1999 teatang Pernerintahan Daerah 



mensejahtmkan masyarakat agar hak-hak texsebut dipenuhi perlu diatur untuk 

mengirnplementasikan undang-undang diatasnya.agar hak-hak asasinya terpenuhi 

sampai tingkat daerah. 

Berkenaan dengan pengaturan tentang hak asasi manusia, Pemerintah 

Indonesia telah mempunyai payung hukum. Produk hukum nasional Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk reformasi dan transparansi3 yang 

begitu kuat terhadap penyelenggaraan negara. Bahkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 setelah diamandemen, telah menempatkan hak 

asasi manusia pada proporsi yang sangat baik, namun demikian sebagaimana 

lazimnya pelaksanaan semua hak warga negara, pelaksanaan HAM tetap dibatasi 

oleh kewajiban penghomatan terhadap hak asasi orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyambit, berbangsa dan bernegara. Amandemen Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan yang 

sangat besar terhadap tata kehidupan berbangsa clan bernegam. Perubahan tersebut 

walaupun belum sempurna tetapi telah mengarah kepada cita-cita negara hukum 

yang demokratis sesuai dengan prinsipprinsip negara demokrasi konstitusional. 

Hal ini ditandai dengan adanya jaminan hak-hak asasi manusia yang terdapat 

dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia 1945 .4 

Transparansi adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
i n f o m i  yang benar, jujur, dan tidak dislrrimioatif tentang penyelenggaraan negara Transparansi 
merupakan salah satu prinsip utama God Governance. Dkarikan dari Jimmy Siagian, "Good 
Governance.Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", HAM Dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan 
Budaya, Jurnal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi manusia, Departemen Hukum 
dan HAM RI, Jakarta, 2007, Hln 41. 

Lihat Undang-Undang Dasar Negara RI. Tahun 1945 terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi 
Manusia, Bab XI tentang Agama pasal29 ayat (2), Bab XI11 tentang Pendidikan dan Kebudayaan 



Pads P a d  28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 ditetapkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi 

manusia sesuai dengan prinsip negara hukum ymg demokratis, maka pelaksanaan 

hak asasi mauusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- 

undangan. 

Selanjutnya Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 telah mengesahkan 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik telah disahkan menjadi Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 . 

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlukan untuk 

mengatasi hak asasi manusia yang berkaitan dengan pennasalahan ekonomi, 

sosial dan budaya. Hal ini pmting 11ntuk penegasan bahwa dalam perkembangan 

dewasa ini, sistem demokrasi tidak bisa diidentifikasi sebagai sebuah sistem 

politik saja. Pada dasarnya demolcrasi ham mampu menjawab mengenai 

pemenuhan kebutuhan manusia pekerjaan, penghidupan yang layak, jaminan 

sosial, dan jarniuan keamanan dari tindak kekerasan. Selain itu demokrasi juga 

hams mampu mengatasi kesejahteman rakyat, mencerdasakan kehidupan bangsa, 

ataupun dengan lain kata bahwa demokrasi harus mampu mengatasi permmalaban 

ekonomi, sosial dan b ~ d a ~ a . ~  

Pasal 32 ayat (I), Bab XIY tentang Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 
tYat (2) 

Disarikan dari Munandar Wahyono, "Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangqv, 
Jumal Hak Asasi Manusia, Edisi III, Jakarta, 2005, hlm 51. 



Berangkit dari Pasal8 Undang-undang RL Nomor 39 Tahm 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan 

Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Disebutkan 

pula di dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, pmegakan, dm 

pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. Dijelaskan pula pada Pasal71 Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab 

menghormati, melindmgi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang 

diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum 

intemasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik 

Indonesia, dan juga yang disebutkan dalam Pasal 72, bahwa kewajiban dan 

tanggung jawab Pmerintah meliputi langkah implementasi ymg efektif dalam 

bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan 

bidang lain. Artinya pernerintah berkewajiban melaksanakan hak asasi maflusia 

baik secara nasional maupun pada tingkat daeddwilayah, apalagi dengan 

diundangkamya Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah mengelola 

sumber day di wilayahnya. 

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang R.1 Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daiam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggmakan prinsip otonomi seluas- 



luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus d.an mengatur semua 

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah merniliki 

kewenangan membuat peraturan maupun kebijakan daerah untuk memberi 

pelayanan peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut 

dilaksanakan pula prinsip otonomi ymg nyata dan bertanggung jawab. 

Dalam Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Penlndang-undangan ditetapkan bahwa pengaturan hak asasi manusia 

merupakan kewenangan undang-undang, maka dalam pernbentukan peraturan 

daerah, untuk penyelenggaraan otonomi daemh dan tugas pembantuan, serta 

menarnpung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan 

pnundang-undangan yang lebih tinggi, sudah semestinya p e m m  daerah 

hanya mengatur sesuai dengan kewenangannya dan delegasi dari peraturan 

perundang-undangm yang lebih tinggi. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah serta Undang-Undang RI.  Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembe- Peraturan Perundang-undaugan, pemerintah dan pem- daerah 

mempunyai kewajiban mengimplementasikan dalarn bidang Hak Asasi Manusia 

yang menyangkut pemenuhan ketentuan Hak Asasi Manusia bidmg hukum, 

eko'nomi, sosial dan budaya serta sipil dan politik bagi kepentingan penduduknya. 



Dalam upaya pemenuhan dan implementasi kebijakan Hak Asasi Manusia 

di daerah, permasalahannya adalah ketika pihak Pemerintah Daerah dan berbagai 

pemangku kepentingan (stakehoZders) yang berkait dengan upaya penghormatan, 

perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM mempunyai 

perbedaan dalam ha1 cara pandang, smber informasi, pengetahuan tentang 

konsep HAM itu sendiri. Perbedaan tersebut pada satu sisi memberikan 

keragaman pengetahuan dari masing-masing pihak tentang pemahamm konsep 

HAM, disisi lain kondisi demikian justru menunjukkan kesenjangan pengetahuan, 

smber i n f o m i  dm persepsi tentang HAM yang menyebabkan belum 

diketahuinya pemenuhan bidang-bidang HAM hukum, ekonomi, sosial dan 

budaya, senla sipil dan politik dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah, apakah sudah sesuai dengan standar Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia, sementara warga masyarakat dan berbagai stakeholders terkait 

merasakan adanya kebutuhan pemenuhan kebijakan tersebut sesuai dengan 

standar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sebenarnya tidak hanya sekedar 

kebijakan, namun perlu adanya regulasi/peraturan daerah untuk mengatur sebagai 

amanat dari undang-undang ditasnya. 

Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur 

bahwa Pmerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- 

peraturan lain untuk melaksanakan otonolni dan tugas pembantuan. Namun, 

beredarnya peratman daerah (perda) di daerah dapat menimbulkan kontroversi di 

masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, perda tersebut tentang 

Larangan Pelacwan di Kabupaten BantuL Disatu pihak merasa terlanggar hak 



ekonominya namun dipihak yang lain terlanggar hak sosialnya, dan di pihak 

lainnya lagi yaitu pemerintah daerah berupaya menertibkan wilayahnya. 

Dalam rangka melaksanakan otonomi dm tugas pembantuan, Pemerintah 

Kabupaten Bantul telah menetapkan Perda untuk mengatur urusan wajib dan 

urusan pilrhan, namun masih perlu dikaji untuk mengetahui kandungan materi 

muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan kewenangannya. 

Disamping itu halitas Perda yang rendah dapat dilihat dari ketiadaan 

naskah akademis dan analisis darnpak penerapan peraturan dan kebijakan yang 

didasarkan pada standar Hak Asasi Manusia, good governance termasuk upaya 

paksa agar pemerintah daerah mengikuti prosedur, dan mengrkut sertakan 

partisipasi kelompok masyarakat terpinggirkan dan miskin. Perda tersebut tidak 

hanya menyalahi prinsip tata peraturan, hukum negara "Undang-Undang di 

bawahnya tidak b l eh  bertentangan dengan peraturan prundang-undangan di 

atasnya" , tetapi juga beltentangan dengan rasa keadilan rakyat.6 

Setelah ditetapkan Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan telah disahkan Konvensi Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial 

dan Budaya menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005, serta peraturan 

perundang-undangan lainnya yang mengatur maupun yang mengandung materi 

muatan hak asasi manusia, tentu saja pemerhhh pusat dan pemerintah daerah 

mernpunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut. 

Dalam menyusun tesis ini penulis tertark melakukan penelitian studi di 

Kabupaten Bantul karena Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk 

Sulistyowati hianto, " M e w  Jalan Keadilan bagi Kaum TerpioggirZran dan Pempuan (Suahl Tinjauan 
Socio-Legal)", Pidato pada Upacara Pengulruhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum 
pa& Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 22 April 2009, hlm. 18-19. 



memjudkm tujuan panbangunan Kabupaten Bantul ditetapkan Visi Adapun 

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul adalal~ "Bantul Projotamansari Sejahtera, 

Demokmtis, dan Agamis." Sedan- Misi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah 

sebagai ber ik~t :~  

1. Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasarkan kepada 
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan ymg Maha Esa. 

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan 
bertanggung jawab 

3. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, 
menghomati Hak Asasi Manusia, dan menjamin tegaknya supremasi 
hUkUm 

4. Mewujudkan peningkatan produksi, produl&vitas, dan nilai tarnbah 
hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan 
e g a n .  

Dalarn menegakkan supremasi hukwm, sejak berlakunya Undang-Undang 

RI. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bantul dari tahun 1999 sampai dengan bulan Juni 2009 telah mengeluarkan 

Peraman Daerah sebanyak 225 Peratman ~aerah.' Berkenaan dengan peraturan 

daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdapat 

peraturan daerah yang menimbulkan kontroversi, ada juga peratman daerah- 

peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut kemudian dilakukan perubahan 

dan bahkan ada beberapa peraturan dam& telah dibatalkan clan ada yang dalam 

proses dibatalkan. Dengan adanya perda yang menimbulkan kontroversi tersebut 

perlu dikaji lebih mendalam dan disosialisasikan agar bisa diterima sernua pihak. 

Sedangkan perda lainnya yang telah ditetapkan tersebut perlu dikaji untuk 

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Pemehhb Kabupaten Bantul, Copyright 2002-2007, email: 
kpde(at)bantulkab.go.id 

Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten B a d ,  2009. 



mengetahui substansi materi muatau hak asasi manusia bidang hak-hak ekonomi, 

sosial, dan budaya. 

Dalarn struktur perundang-undangan Republik Indonesia, Pengaturan Hak 

Asasi Manusia diatur dalam undang-undang, adapun khususnya Pengatmu Hak- 

hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya belum ada yang mengkaji sampai tingkat 

daerah. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini, bagaimana pengaturannya di 

Pemerintahan Kabupaten Bantul. Hal ini perlu dikaji karena dampak kepastian 

kekuatan hukum yang mengikat antara undang-undang dengan pemerintah daerah 

beltun adahelum jelas, namun perda yang dikaji hanya perda yang sekiranya 

mengandung materi muatau Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya saja dan 

disesuaikan dengan urusan kewenangan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan paparan di atas penulis terhik membuat tesis dengan judul 

PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM 

PERATIJRAN DAERAH DI PEMERINT- KABUPATEN BANTUL 

SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008. 

B. Rumusan Masalah I 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, rumusan masalahnya 

addah: 

1 .  Bagaimana Pengaturan Hak-hak Ekonoini, Sosial, dan Budaya pada 

tingkat Pemerintahan D a d ?  

2. Bagairnana Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam 

Peraturan Dmah di Pem- Kabllpaten Bantul? 



C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui Pengaturan Hak-hak &nomi, Sosial, dan Budaya pada 

tingkat pemerintahan daerah 

2. Mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam 

Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bantul. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep hukum dan Perundang-undangan 

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Repubik Jndonesia 1945 m e n g a m a m  

bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukurn." Salah satu ciri negara h u h  

adalah penguasa dan warga negara tunduk pada hukum. Tidak ada penguasa dan 

warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI) yang kebal 

bukum. Serrmanya tunduk kepada huhm. Menurut Raison d'etrenya hukum pada 

dasarnya ialah untuk mengatur tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, agar berjalan tertib dalam mngka memjudkan tujuan bersama? 

Menurut E. Y. ~anter", ada 4 (empat) ha1 pokok yang menyangkut 
hukum, yakni: 

a) hukum adalah tatanan normatif yang mengatur bagaimana manusia 
hams bertindak, 

b) hukum dapat dituntut pelaksanaannya dan terhadap pelanggaran 
dikenakan sanksi, 

c) hukum adalah sarana untuk menciptakan ketertiban yang 
menyediakan cam-cara penyelesaian konflik kepentingan, dan 

d) hukum ditetapkan secara eksplisit oleh otoritas yang diakui oleh 
masyarakat. 

A.A.Oka Mahendra, Peningkatan Kompetensi Perancang Perundang-wtdangan dalarn 
Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektvperaturan Perundang-undangan, Departemen 
Hulaun dan HAM RL, Jakarta, 2006, hlm 3 19. 
lo E. Y .  Kanter, E t i h  ProSsi Hukwn,2001, hlm 81 dikutip dati A AOka Mahendra, Zbid 



Masih menurut E. Y. Kanter, hukum sebagai sebuah sistem yang eksis dan 

beke rja melalui sub sistem berupa materi hukum, lernbaga hukurn termasuk aparat 

hukum, budaya hukum (termasuk pendidikan hukum) dan sarana serta prasarana 

hukum. Materi hdmm menyangkut keadilan dan secara hierarkhis norma-nonna 

hukum yang lebih konkrit mengacu pada norma umum (martabat manusia). 

Karenanya, kewajiban h u k u .  akan menght manusia sejauh kewajiban itu 

bersumber pada martabat manusia. Materi hukum yang sangat penting &lam 

negara modern adalah peratwan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis 

yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang benvenang dan mengikat 

secara urnurn." Menurut Barnbang Sunggono, bahwa penggunaan peraturan 

perundang-undangan secara sadar oleh pernerintah sebagai suatu sarana untuk 

melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara 

modern.12 Sedangkan LC. Van der vlies13 mengemukakan bahwa peraturan 

adalah dasar dari negara hukum. 

Dekisi tentang hukum bermacam-macam, menurut E. Utrecht, hukum itu 

adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) 

yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 

masyarakat itu. Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono 

Sastropramto, hukuin itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 

menentukan tingkah laku manusia dalarn l ingkung~ masyarakat yang dibuat ole11 

" E. Y. Kanter, Etih Profsj Hukum, 2001, hlm. 8 1 disarikan dari AAOka Mahendra, aid, hlm. 
320. 
l2 Barnbang Sunggono, Hukum dm Keb~aksaman Publik , 1994, hlm. 99, dikutip dari A.A.Oka 
Mahendra, Bid. 
U LC. Van der Vlies, Handboek Wetgeving, ,, Alih Bahasa: Linus Doludjawa Buku Pegangan 
Pernncang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 1. 



Badan-badan resm. yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan- 

peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.14 

Menurut P. Borst, hukum merupakan perahran atau noma yaitu petunjuk 

atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Norma hukum diadakan 

guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat sesuai 

dengan prinsip bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (ubi societas ubi 

jus). Pelaksanaan peraturan h u b  itu dapat diartikan bahwa hukum mempunyai 

sanksi berupa ancaman dengan hukurnan terhadap si pelanggar atau merupakan 

ganti mgi bagi yang menderita.15 

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang 

ditetetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum 

dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan, atau keharusan, ataupun 

kebolehan.16 Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan 

kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. 

Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum 

dapat membuat tiga macam keputusan yang mengkat secara hukum bagi subjek- 

subjek hukum yang terkait dengan keputwm itu Hasil d.ari kegiatan "Pengaturan 

menghasilkan peraturan (regels)", "Penetapan menghasilkan ketetapan atau 

keputusan (beschikkings)", "Pengadilan menghasilkan putusan (vonis).17 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat 

modem, yang dimaksud dengan hukurn sebagian bear dapat ditemukan dan 

l4 C.S.T. Kansil, Pengantar Zlmu Huykum dun Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
1989, hlm. 38. 
l5 R Suroso, Pengantar I h  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 26. 
l6 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang ,Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm 9. 
l7 DjSarikan dari J i i  Asshiddiqie, &id, Hlm. 9-1 1. 



dinunuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, meskipun hukum tidak 

identik dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Penyusunan Peraturan 

Daerah merupaban langkah memberikan kerangka h u h  terhadap upaya untuk 

mengatasi pennasalahan sosial dan mengarahkan perilaku subjek hukum ke arah 

tujuan tertentu yang telah disepakati dalam sistem perencanam legislasi 

(Prolegda). Hal itulah yang memberikan tempat yang sangat penting terhadap 

Peraturan Daerah sebagai produk regulasi.18 

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 

tentang Pembentrxkan Peraturan Penmdang-undangan, bahwa peraturan daerah 

merupakan bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan 

perpu, peraturan pemerintah, dan peratman presiden. Undang-undang berlaku 

secara nasional, sedangkan peraturan daerah hanya berlaku di dalam wilayah 

pemerintalm d a d  yang bersmgkutan saja, yaitu dalam *ah daerah 

provinsi, kabupatenlkota yang bersangkutan masing-masing. Karena itu, peraturan 

daerah adalah "local law" atau "local wet", yaitu undang-undang yang bersifat 

lokal (local legislation) .Ig 

Agar peraturan perundang-undangan memenuhi syarat suatu peraturan 

p d g - u n d a n g a n  yang baik dipmlukan perancang peraturan perundang- 

undangan yang memiliki kompetensi tertentu, sebagai bagian dari sistem hukurn 

nasional yang mampu memberikan keadilan clan kepastian hulcum, ' karena 

keadilw dan kepastian hukurn merupakan tuntutan hakikat hukum itu sendiri, 

"~isarikan dari W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, Legislative Dmfting,, Teori dun 
Teknzk Pembuatan Peramran Daerah, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlrn 
150. 
l9 Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, Op-cit, Nlm. 92-93. 



bukan hanya sekedar tuntutan moral. Pasti dan adil mencirikan h u h  secara 

faktual. Hukum itu bernilai karena memberikan keadilan dan jaminan kepastian 

hukunt20 Sedan* yang dapat memungkinkan produk hukum dapat 

memberikan kepastian dan keadilan hukum menurut Scholten seperti dikutip E.Y. 

Kanter, ada lima (5) asas hukum yaitu:2' 

1) asas kepribadian, 
menegqskan bahwa produk hukum hams dihormati dan mengakui 
kepribadian manusia yang bebas dan rasional (otonom) dalam 
pengertian ini, manusia adalah subyek hukum, penyandang hak dan 
kewajiban, 

2) asas persekutuan, 
menghendaki agar hukurn menegakkan persatuan, kesatuan dan 
keutuhan masyarakat, 

3) asas kesamaan, 
menuntut adanya keadilan hukum, dalam arti setiap o m g  sama di 
hadapan hukum, diperlakukan tanpa diskriminasi, 

4) asas kewibawaan, 
mengharuskan hukum memberikan kepastian dan keadilan hukum 
kepada masyarakat. Dengan demikian hukum akan mendapat 
legitimasi, sehingga hukum sah dan bemibawa di mata masyarakat. 

5) asas pemisahan, 
antara baik dan buruk menuntut produk hukum dengan tegas, tepat dan 
jelas menunukin perbedaan antara yang baik dan yang tidak baik. 
Dalam ha1 hi ,  rumusan hukum itu mudah dipahami oleh masyarakat, 
tetapi tidak mudah pula direkayasa dalam penafiirannya. 

Materi muatan Peraturan Pemd.ang-undangan tidak b l e h  bertentangan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena dalam Pasal 2 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan ditentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 

hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 

negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI. 

20 E. Y. Kanter, Etiku Profesi Hukum, 2001, hlm. 93 disarikan dari AA.Oka Mahendra, Opcit, 
hlm329. 

Ibid, hlm. 229-230. 



Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta 

sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara.22 

Pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa: 

Ma& muatan yang hams diatur dengan Undang-Undang berisi hal-bal 
Yaw : 
a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi : 
1) hak-hak asasi manusia; 
2) hak dan kewajiban warga negara; 
3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta peinbagian 

kekuasaan negara; 
4) wilayah negata clan pembagian daerah; 
5) kewarganegaraan dan kependudukan; 
6) keuangan negara, 

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan 
Undang-Undang 

Pasal 12 Undang-Undang R.I. Noinor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peratwan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah 

adalah seluruh materi muatan dalarn rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan, dan rnenampung kondisi khusus daerah serta penjabamn lebih 

lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Hak Asasi Manusia dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya 

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Undang-Undang RI. 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak 

Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan a n u g e w y a  

yang wajib dillormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pasal 2 dan Penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tmlang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan,. 



Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan refleksi dari 

eksistensi manusia. Melalui kesadam universal lahirlah apresiasi positif terhadap 

nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan 

manusia menuju kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian, 

pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. 

Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakekatnya adalah bentuk simpati dan 

empati manusia atas dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami 

pergeseran dari sekedar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang 

terukur dan konkret. Maka, seiring dengan meluasnya kehidupan, dibutuhkan 

regulasi fhdamental yang dipandang mampu menjembatani beragam kepentingan 

yang sesekali "meledak" akibat desakan kepentingan individual dan kom~na l .~~  

Untuk menuju bangsa yang beradab, bentuk manifestasi dari kinginan 

bersama adalah dengan adanya konstitusi, pemturan perundang-undangan clan 

regulasi yang memuat materi hak-hak asasi manusia. 

Pada dasarnya terdap'at dua hak dasar pada manusia yaitu:24 

1) hak manusia (human rights) yaitu hak yang melekat pada manusia dan 
secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi 
hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak 
tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitar. Dalam sekala 
yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang 

2) Hak undang-undmg (legal rights) yaitu hak yang diberikan oleh undang- 
undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka 

23 Hafid Abbas, &lam Majda El-Muhtaj, Hak Asasj'hhnusia &am Konstimi Indonesia, 
Kencana, Jakarta, 2007, hlm xi. 
24 I Gde Arya B. Wiranata, Hak Asasi (An@ &lam Realitas Quo Vadis? dslarn Muladi, Hak 
Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dun Implikasinya dalam Perspektij'Hukum dun Masyarakat,P.T. 
Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 229. 



sifat pengaturannya hams jelas t e m g  dalam sejumlah peraturan 
perundang-undangaa 

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia 

dapat dikataka~~ bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses 

dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi 

menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu, 

beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan 

untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan-kebutuhan perlinduagan HAM, baik 

dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara 

Indone~ia.~~ 

Dalarn perspektif hukum tata negara, norma yang terkandvng dalam 

Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan sumber hukum bagi aturan ymg ada di 

bawahnya. Konstruksi ini mempunyai rnakna bahwa norma-norma yang ada 

dalam UUD h m s  mengalir dalam pemdang-undangan di bawahnya, apakah 

berupa norma origmal atau norma jabaran yang lebih konkrit. Norma tersebut 

dapat mengalir begitu saja dalam pemdang-undangan ymg lebih rendah atau 

perundangan yang lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma 

yang lebih tinggi tersebut. Mgan kata lain, mminjam istilah dari Rudolf 

Starnmler, seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neo Kantian, noma HAM 

yang terdapat dalam UUD adalah sebagai bintang pemandu bagi pembuatan 

undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai  HAM.^^ 

25 Majda El-Muhtaj, aid, hlm. 65. 
26 Firdaus, ImplikmiPengaturan ItAMDalam UUD Terhadap Ius Constiluendum, Mul& Hak 
Asasi Manusia, PT Reiika Aditama, Bandung, 2005, hlm 12. 



Jika konstruksi ini dapat diterima, maka sebagai Leitstern (cita-cita hukum 

menurut Soepomo), norma HAM yang takandung dalam UUD, mempunyai dua 

posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk 

mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji undang- 

undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan semangat HAM. Dengan 

kata lain, meminjam pemikiran Gustav Radbruch, seorang ahli filasafat hukum, 

sebagai ~eitstem norma HAM ymg terkandung dalam UUD dapat berfbgsi 

regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam 

UUD sebagai tolok ukur untuk menguji, a@ undang-undang atau hukurn 

positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk 

kernasylahatan rna~yarakat~~ 

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran ha.-hak dm 

kebebasan dasar yang dinyatakm oleh Dekhasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) ke dalam Instrumeri internasional yang bersiht mengikat secara 

hukum. Pada tahun 1950, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) 

mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan 

sipil dan politik serta kebebasan dasar disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial 

dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Pada tanggal 

3 Jmuari 1976 MU PBB berhasil mengesahkan Kovenan Hak-hak Sipil dm 

Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan ~ u d a ~ a . ~ '  

Firdaus. Ibid, 13. 
28 Disarikan dari Penjelasan UU RI. No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasionat tentang Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya) 



Setelah Pengaturan Hak Asasi Manusia ditetapkan diatur ddam Undang- 

Undang Dasar Negara R.1 Tahun 1945, secara khusus diatur dengan Undang- 

Undang RI. Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang R I. Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya dan Undang- Undang R I. Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, maka hak 

asasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

serta hak-hak sipil dan politik. 

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

memberikan penekanau khusus pada penetapan langkah-langkah di bidang 

perundang-undangan untuk mencapai perwujudan hak yang diakui di dalam 

Kovenan. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui bahwa "dalam 

sebagian besar kejadian, perundang-undangan sangat di inman dan dalam 

sebagian kasus bahkan sangat diperlukan". Dasar yang terdengar seperti 

perundang-undangan sangat diperlukan bagi pelaksanaan dan penegakan secara 

efektifhak ekonomi dan sosial di dalam yurisdiksi n a ~ i o n a l ~ ~  

Menurut Asbj~rn ~ide?' Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

merupakan satu paket yang lebih komprehensif dari tiga unsw hak yang saling 

berkaitan. Hak ekonomi, sosial dan budaya digolongkan sebagai hak programatik, 

Sandra Liebebberg, Perlindungan Hak Ekonom ah, Sosial Dahm Sistem Hukwn Domestik 
dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Editor Asbjsrn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, 
Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law 
bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Monesia, Edisi pertama, 2091, Edisi Kedua, 
Revisi., Tanpa tahun, htm 86-87. 
30 Disarikan dari A s b j m  Eide, Hak Ekommi, Sosial Dan Budaya Sebagai Hak Asasi Mimusin, 
dalam Hak Ekonomi, SosiaI Dan Budqya, %Editor Asbjern Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, 
Alih Bahasa: Rini Adriati, Ibid, hlm. 18-19. 



diwujudkan secara bertahap, hak ekonomi, sosial dan budaya lebih bersifat 

politis.dan pelaksanaannya dianggap memerlukan biaya mahal karena hak ini 

dianggap mewajibkan negara untuk memberikan kesejahtem pada individu. 

3. Otonomi Daerah 

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi 

wewenang, tugas clan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan antara pusat dan daerah3* 

Otonomi ~ a e r a h ~ ~  adalah hak, wewenang clan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan penuldang-undangan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan Daerah  tono om^^ selanjutnya disebut daerah adalah 

kesatuan masyamhit hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang ,mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurut Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan 

langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ 

pembuat n o m n o r m a  daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma 

31 Ni'matul Huda, Huhm Pemerintahan Daerah, Penerbit Nusa Media, Bandung, Februari 2009, 
hlm. 84 
32 Pasall angka 5 Undang-Undaug RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
33 Pasall angka 6, Bid 
34 KC. Wheare, Federal Government, Oxford university Press, London, 1953, dalam Bhenyamin 
Hoessein, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, dalarn Soetandyo Wignosubroto dkk, 
Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan I00 Tahun, Institute for Local Development 
yayasan Tifa, 2005, hlm. 201. Dikutip dari Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah ... op.cjt, 
hlm 70. 



Adapun sistem desentralisasi mengandung maksud pengakuau penentu 

kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemarnpuan daerah dengan 

melibatban wakil-wakil rakyat di daemh dalam menyelenggarakan pemerintahan 

dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak-hak, yang seimbang 

dengan kewajiban masyarakat yang demok~atis.~' Yang dimaksud de~entralisasi~~ 

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 

otormm untuk mengatur dan mengurus wusan pemerintahan dalarn sistem NKRI. 

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DFRD yang berfimgsi untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi 

khusus daerah dan penjabarm lebih lanjut peratman perundang-undangan di 

Definisi Peraturan Daerah menurut Philipus M. Hadjon 38adalah : 

(a) tidak boleh bertentangan dengau kepentingan umum, peraturan 
perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi 
tingkatannya; 

@) tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undaugau atau peraturau daerah yang lebih 
tinggi tingkatannya; 

(c) tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah 
tangga daerah tingkat bawahnya. 

Pasang Smut Otonomi Daerah Skersa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development 
yayasan Tifa, 2005, hlm. 201. Dikutip dari Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah ... op.cit, 
hlm.70. 
35 N i ' d  Huda, Otonomi Daerah, PPLtstaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 86. 
36 Pasd 1 angka 7,Op.cit. 
37 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Dinamika H u h  &n Ilmu Perundang-undangan di 
Indonesia, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2008, hln 70. 
38 Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukwn Adminismi Indonesia,, Gadjah Mada Univemity 
Press, Yogyakarh, edisi revisi, 1993, hla 60-61. 



E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Produk Peraturan Daerah Kabupaten Bantu1 Tahun 1999 sampai dengan Juni 

2009 

2. Sumber Data 

1) Bahan hukurn primer: yaitu bahan-bahan hukurn yang mernpunyai 

kekuatan mengikat secara yurid'i (bahan hukum yang mengikat 

sebagai hukurn positif), antara lain terdiri dari : 

1. Norma dam (Pancasila) 

2. Undang-Undang Dasar Negara R.11945 

3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

4. Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahm Daerah 

5. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

6. Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

7. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerhtahan Daerah 

8. Undang-Undang R.I.. Nomor 11 Taliun 2005 tentang 

Pengesahan Kovenan hternasional tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 



9. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 

10. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedya Atas Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah D a d  

11. Undang-undang yang berkaitan dengan Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 

12. Peraturan Pemerintah 

13. Peraturan Presiden 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

2) Bahan hukum sekunder : yaitu bahan hukum yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, berupa antara lain : 

1. Buku-buku hukum dan hak asasi manusia 

2. Karya ilmiah tentang hak asasi manusia dm hukum 

3. Jurnal ilmiah 

4. Laporan/hasil penelitian 

3) Bahan H u h  tersier : adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dm sekunder : 

1. Kamus 

2. Media cetak 

3. Media elektronik 



3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan melalui : Studi kepustakaan dengan cara membaca, 

mernpelajari, mengidentifikasi, menginventarisir, menganalisis undang-undang, 

produk hukum daerah, literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen 

resmi dan sumber-sumber bacaan lainnya dengan cam menyalin atau 

memindahkan bahan yang relevan dengan kebutuhan penelitian dan memfotokopi. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data disajikan 

dengan pembahasan ymg basifat uraian secara sistematis. Berdasarkan hasil 

pembahasan kemudian diarnbil kesimpulan sebagai jawaban terhadap 

permasalahan :ymg diteliti. 

5. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini cenderung merupakan penelitian ywidis normatif dengan 

menggunakan pendekatan penlndang-undangan dan regulasi serta pendekatan 

konseptual. 

5.1. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang- 

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah h ~ k u r n ~ ~  hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mernpelajari 

adakah konsistensi, kesesuaian dan harmonis a&ua UUD Negara R1.1945 dan 

l9 M. Syarnsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT, RajaGrafrndo Persada, Jakarta, 2007, 
hlm 58. 



Peraturan Perundang-undangan tentang hak-hak ekonomi, so@ dan budaya 

dengan Peraturan Daerah. 

Selanjutnya hasil telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan 

masalah hukum yang dihadapia 

5.2. Pendekatan konseptual 

Pendekafan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini karena 

pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dm doktnn-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan 

dan doktrin di dalarn ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupaka. sandaran bagi 

peneliti dalarn membangun suatu argumen hukurn dalam memecahkan isu yang 

dihada~i.~' 

I?. Sistematika Penulisan 
b 

Penulisan hasil penelitian ini akan diuraikan dalam 5 (lima) Bab, yakni Bab 

I, Bab II, Bab 111, Bab JY dan Bab V. S i s t e m t h  ini disusun berdasarkan uraian 

langkah-langkah yang diternpuh dalam rangka kegiatan penelitian. 



Pendkm bab-bab tersebut selengkapnya adalah sebagai badcut: 

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan penjelasan awal yang berisi tentang 

Latar BeZakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematrka Penulisan. 

BAB I1 : TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PENGATURAN 

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Merupakan uraian sistematis bahan pustaka yang akan dijadikan 

kerangka teori pada tipe penelitian yuridis normatif-empiris, dan 

atau akan dijadikan bahan hukum utarna pada tipe penelitian 

hukum. Meliputi uraim Negara H u b ;  Tanggung jawab Negara; 

Pengaturan Hak-hak Ekonorni, Sosial, dan Budaya dalam 

peraturan perundang-undangan 

BAB I11 : KEBLTAKAN PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, 

DAN BUDAYA PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH. 

Membahas tentang: 

A. DASAR HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, 

SOSWDAN BUDAYA 

B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEM- 

BERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK- 

HAK EKONOMI, SOSIAL+DAN BUDAYA 

1. Upaya perlindungan h h  hak-hak ekonomi, sosia1,dan 

budaya melalui peraturan daerah 



2. Kelembagaan dan cakupan policy dalam pemenuhan hak- 

hak ekonomi, sosial dan budaya oleh pemerintah daerah 

BABIV PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN 

BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH DI 

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 

1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008 

Merupakan pembahasan: 

A. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANTUL TAHUN 1999 

1.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 

1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat I1 Bantul Nomor 34 Tahun 

1997 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah 

Sakit Umurn Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bantul 

B. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN 2000 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 

2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan 

Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan, 

Kebersihaa 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 

2000 tentang Penetapan Kewenatkgan Wajib Kabupaten 

Bantul 



3. Peraturan D a d  Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahu. 

2000 tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bantul 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 

2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 

2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas 

Pendidikan d m  Kebudayaan Kabupaten Bantul 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 

Bmtul 

C. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN 2002 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 

2002 tentang ljin Industri di Kabupaten Bantul. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 

2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di 

Kabupaten Bantul 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 

2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis di 

Kabupaten Bantul 



4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 

2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di 

Kabupaten Bantul 

D. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

TAHCJN 2003 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 

2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bantul. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2003 tentang Penyelenggaraau Sarana Kesehatan di 

Kabupaten Bantul 

E. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN 2005 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Penyelenggaram Penempatan Tenaga Kerja 

di Kabupaten Bantul 

F. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN 2007 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 

2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul 



2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, 

dan Pelarangan, Penjualan Minuman Beralkohol di 

Kabupaten Bantul 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan 

Kabupaten Bantul 

G. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN 2008 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten 

Bantul 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 

2008 tenfang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul 

Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana 

Kesehatan di Kabupaten Bantu1 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul 

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul 



Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, 

Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Bantul 

5.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 

2008 tentang Pembahan Atas Perda Kabupaten B a d  

Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jaugka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2006-2010 

H. ANALISIS 

BABV : PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Membuat kesimpulan mengenai Pengaturan Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Peraturan Daerah di 

Pemerintahan Kabupaten Bantul 

B. SARAN 

Memberikan saran kepada stake holders mengenai Pengaturan 

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Peraturan Daerah 

di Pemaintahan Kabupaten Bantul 

DAFTAR PUSTAKA 



BAB II 

TJNJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM DAN PENGATURAN 

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM 

PERATURAN PERUNDANG-tTNDANGAN 

A. NEGARA HUKUM 

Secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1 9 4 5 ~ ~  bahwa 

Negara Indonesia adalah negara h u h .  Bahkan secara historis negara hukurn 

(Rechtstaal) adalah negara yang diidealkan oleh para pendii bangsa sebagaimana 

dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.43 

Menurut S t - ,  konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsraat 

mencakup ernpat elemen penting, yaitu:44 

1 )  Perlindungan hak asasi manusia, 
2) Pembagian kekuasaan, 
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang 
4) Peradilan tata usaha negara 

Sedangkan untuk menyangga berdirinya negara hukum menurut Jimly 

Asshiddiqie terdapat 12 prinsip-prinsip pokok.45 Adapun yang relevan dengan 

tesis ini antara lain: 

1 ) Supremasi H d  
Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi 
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukm 

42 Hasil Perubahan ketiga UUD 1945 
43 Penjelasan WD 1945 dalam proses perubahan WD 1945 dihilangkan dengan memasukkan beberapa 
substansi di dalamnya ke &lam pasal-pasal, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, Kerangka Konstitusional 
Pembuatan Kebijakan di Indonesia Qlam Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sektariat Jenderal dan 
%paniteraan Mahkamah Konstitwi, Jakarta, U)1)8, hlm 623. 

Zbld, hlm. 624. 
45 D i i  dari Jimly Asshiddiqie, Ibid, hlm 625428. 



sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi 
hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis 
yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Dengan mewujudkan 
supremasi konstitusi adalah juga mewujudkan negara hukum yang 
demokratis 

2) AsasLegalitas 
Segala tindakan pemerintahan hams didasarkan atas pemturan 
perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturaa perundang- 
undangan tersebut hams ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului 
perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan 
administratif hams didasarkan atas aturan atau rules and procedzrres. 
Agar ha1 ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, rnaka diakui pula 
prinsip fries emessen yang tnemungkinkan para pejabat administmi 
negara mengembangkau dan menetapkan sendiri policy-rules yang 
berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan 
oleh peraturan yang sah. 

3) Pernbatasan Kekuasaan 
Cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau 
pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini 
untuk menghmdari penyalahgunaan kelaasaan dan inengembangkan 
mekanisme checb and balances antara cabangcabang kekuasaan. 

4) Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan 
hukurn bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil. 
Terbentuknya negara d m  penyelenggaraan kekuasaan negara tidak 
boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. 

5) Bersifht Demokratis 
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh 
ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh danlatau hanya untuk 
kepentingan penguasa. Hukum menjamin kepentingan keadilan bagi 
semua orang. Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau 
kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan kenegaraaa, sehingga setiap peraturan 
perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan 
perasaan keadilan masyarakat. Dengan demikian negara hukum yang 
dikembangkan bukan absolut rechtstaat melainkan democratische 
rechtsfaat 

6 )  Berfhgsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (WeMre 
Rechtstaat) 
Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis 
aaalah untuk mencapai tqjuan nasional sebagaimana tertuang dalam 
Pembukaan UUD 1945 

7) Transparansi dan Kontrol Sosial 
Adanya transparami dan kontrol sosial terhadap setiap proses 
pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki 
kelemahan mekanisme kelembagaau demi menjamin kebenaran dan 



keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karma 
mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu &pat diandalkan 
sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. 

Prinsip-prinsip Pokok Negara Hukum yang hams dijujung tinggi dalam 

penyelenggaraan negara a d a l a t ~ : ~ ~  

1) Supremasi Hukum dan penyelenggaraan kekuasaan negara 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 

2) Tegaknya hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

3) Kekuasaan kehakhnan merupakan kekuasaan yang merdeka. 
4) Segala warga negara bersamaan kedudukmya di dalam hukum dan 

pernerintahan. 
5) Te~jaminnya hak asasi manusia . 

Dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara Hukum, maka agenda 

untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera dapat 

diwujudkan secara tertib, aman dan damai dalam rangka mewujudkan tujuan 

negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara R.I. 1 9 4 5 . ~ ~  

Negara Indonesia juga m e r u p h  Negara Hukum demokratis karena dalam 

rnenetapkan/membentuk peraturan melibatkan rakyat. Pengertian dernok~asi~~ 

adalah pemerintahan dari *at oleh e a t  dm untuk rakyat yang rnernberikan 

adanya jarninan dan perlindungan terhadap HAM baik di bidang politik, sosial, 

ekonomi dan lingkungan serta partisipasi yang otonom bagi warga negara dalam 

penyelenggaraan negara. 

46 M. Syahran, "Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Perfektif Pemerintahan yang baik", 
M e h i  Majahh fhk Asasi Manuria, Jakarta, 2008, hlm 30-3 1. 
47 Ibid, hlm 31. 
48 Saifiidin, "Perkuliahan Teori Perundang-undangan", Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukurn Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008. 



Sesungguhnya Leslien Lipson dengan sangat menarik menjelaskan 

keterkaitan antara HAM (Implementasinya) dan tata nilai demokrasi. Secara 

ringkas diterangkan bahwa demokrasi pada dasarnya sistem nilai kehidupan 

modern yang didasarkan pada pengelolaan (manajemen) secara seimbang antara 

kebebasan dan persamaan. Kebebasan dipahami sebagai nilai dasar yang sangat 

individual dm secara dominan lebih banyak bermuara pada llak sipil dan politik. 

Di sisi lain persamaan (tuntutan untuk diperlalrukan sama) adalah nilai-nilai dasar 

kolektivisme dan secara dominan lebih banyak bermuara 'pada hak ekonomi, 

sosial dan budaya Hak-hak individual berkecendemgan menolak intervensi 

negara. Sementara hak-hak kolektiv justru lebih mengundang campur tangan 

negara dari tekanan pasar yang seringkali dianggap berlebii?g 

Sirnposiurn Negara Hukum di Indonesia pada tahun 1966 memutuskan 

bahwa "sifat negara h u b  adalah dimana alat perlengkapan negara hanya dapat 

bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih 

dahulu oleh alatalat perlenglcapan yang djkuasakan untuk mengadakan aturan itu 

(rule of law), dengan ciri-ciri sebagai berik~t:~' 

1) Pengakuan dan perhdungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan 
kebudayaan; 

2) Peradilan yang bebas dm tidak memihak serta tidak dipen@ oleh 
sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; dan 

3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 

49 Martono, "Implementasi Hak Sip01 dan Ekososbud", Mediasi Majalah Hak Asasi Manusia, 
Edisi 6, Vol. 2, Jakarta, 2007, blm. 17. 
50 Muntoha, 'Negara Wukum dan Demokrasi", Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Wukum, Fakultas 
Hulcum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008. 



Tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaau Undang-Undang Dasar 1945 

adalah: 

1. untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, 

2. memajukan kesejahteraan wnum, 
3. mencerdasakan kehidupan bangsa, dan 
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

Sesuai dengan tujuan negara yang dimmuskan dalam Pembukaan UUD 

1945 selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu: 

1. Pasal27: Jaminan penghidupan yang layak; 
2. Pasal28: Pengakuan dan Perlindungan HAM; 
3. Pasal3 1 : Penyelenggaran sistem pendidikan; 
4. Pasal32: Memajukan budaya daerah dan nasional; 
5. Pasal33: Pemanhtan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat; 
6.  Pasal34: Pemeliharaan terhadap kaum .fakir miskin., 

Negara Republik Indonesia selain sebagai Negara Hukum juga termasuk 

negara yang bertipe Welfare State (Negara Kesejahtem), krdapat 4 (empat) 

fungsi Negara Republik Indonesia yang hams dikelola sebagai berikut (Muchsan, 

1). Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban. 
Negara hams mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan 
rongrongan atau pembermtdm dari dalam, pencegahan terbadap 
pencurian kekaym negara, termasuk memberikan perlindungan 
terhadap kehidupan, hak-hak milik dan hak-hak lainnya. 

2). Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan.. Tugas inipun dalam arti 
yaug seluas-luasnya antara lain pengentasan kerniskinan, 
pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti 
asuhan, bencana alam, dan lain-lain yang tujuannya untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3). Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan. Tugas inipun dalam pengertian 
yang luas termasuk memberikan informasi, pembentukan karakter, 
peningkatan kebudayaan dan lain-lain. 

51 Dahlan Thaib, Ketatanegarm Indonesia: Perspekrif Konstitusional, Total Media, Yogyakarta, 
2009, hlm. 28. 



4). Fungsi keempat adalah bgas untuk rnewujudkan ketertiban d m  
kesejahteraan dunia dalam arti yang luas pula. Dalam politik bebas d m  
akhf, Negara Republik Indonesia ikut menciptakan kedanaian yang 
kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umutnnya. 

Untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State), maka campw: 

tangan peinerintah terhadap berbagai aspek kelidupan masyarakat tidak dapat 

dihindari. Campur tangan pemerintah haruslah dinmuskan dalam bentuk hukum 

(peraturan yang bersifat memaksa) yang menyangkut berbagai macam bidang 

seperti bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan ekonomi, 

perumahan rakyat, menekan h a r e  BBM inelalui kebijakan subsisdi dan 

sebagainya. Dengan demikim, dalam praktek penyelenggaraan negara tidak dapat 

lepas dari apa yang disebut kebijakan publik (Public Policy) yang mengatur 

kepentingan masYamkat." 

Pemerintah termasuk panerintah daerah dituntut untuk meinberikan 

pelayanan kepada masyarakat, agar terwujud kehidupan masyarakat yang 

sejahtera. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah perlu 

menetapkan suatu peratman untuk m e m d  h&-h& ekonomi, sosial dan 

budaya. 

Hak-hak ekonomi, sosial,dan budaya yang dominan berbasis pada sod-soal 

persamaan, dilihat dari sejarah pengaturaunya secara internasional diprakarsai 

oleh negara-negara sosialis bukan negara kapitalis, dengan demikian maka sangat 

mas& aka1 apabila substansi hak-hak ini memberikan pemihakan yang sangat 

52 Ibid, hlm 28-29 



kuat pada kepentingan klas-klas menengah ke bawah, atau kelompok-kelompok 

masyarakat yang teralena~i.~~ 

Negara hukum Republik Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau 

negara yang memiliki kepedulian. Negara hukum Indonesia bukan negara yang 

hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fbngsi publlk, 

melainkan negara yang ingin wmjudkan moral yang terkmdung di dalamnya. 

Dalarn menjalankan negara hukum Indonesia adalah menjalankan aktivitas 

kenegaraan memiliki beban clan komitmen moral untuk secara aktif turun ke 

lapangan mewujudkan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Negara hukum yang 

membahagiakan rakyat cenderung menjadi negara hukum yang progresig bila 

dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara. Untuk mewujudkan 

negara tersebut, maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk 

Dalam konsepsi Negara Hukum Materiil (Negara KesejahteraanlWelfare 

State), bgs i  negara tidak hanya terbatas kpada fungsi pmerintahan (eksekutif), 

pembentukan perundang-undangan (legislatif), dan fungsi peradilan (legislatif), 

namun fungsi negara kesejahteraan sudah bergeser harsh public service dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan umurn ~ a r ~ a n e ~ a r a . ~ ~  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meriggumkin prinsip 

desentralisasi yang merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan 

53 Martono, "Implementasi .... .", op.cit, hlm. 17-18 
54 Diiarikan dari Satjipto Rahardjo, Negura HuRwn Yang Memhhagiakan Rakyahrya, Genta 
Publishing, Mataram, 2009. 
55 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukwn Tata Negara, K~ewarganegaraan &Hak Asasi hhnusia 
(MemahamiProses KonsoIidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm, 25. 



pernerintahan di negara kesatuan yang mempergunakau prinsip negara hukum 

yang demokratis. Penggunaan asas desentralisasi disamping bertujuan untuk 

menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien juga dilandasi 

oleh beberapa latar belakang prinsipiil. Adapun latar belakang prinsipiil perlunya 

desentmlisasi di dalam negara kesatuan a& sebagai berikut? 

a. Prinsip Negara Hukum: di dalam negara hukum disamping dikenal adanya 
pemisahan kekuasaan (pembagian kekuasaan secara horizontal: eksekutif, 
legislatif dan yudMf) ,  j u g  dikenal adanya pemencaran kekuasaan 
(pendistribusian kekuasaan dalam garis vertikal). Maka desentralisasi 
merupakan sarana tepat untuk melaksanakan pemencaran kekuasaan tersebut 

b. Prinsip Demokrasi: dalarn negara demokrasi kebuaan akan partisipasi 
masyarakat d a h  berbagai aspek penyelenggaraan pemerintaban sangat 
diperlukan Oleh sebab itu keterlibatan rakyat dalam pemerintahan 
merupakan suatu keharusan. Maka desentralisasi merupakan sarana tepat 
unttlk melaksanakan demokrasi pemerintahan di tingkat lokal . 

c. Prinsip welfare state: dalam negara kesejahkmn, fungsi negara adalah 
sebagai pelayan masyarakat (public service) untuk mewujudkan 
kesejahteraan urnurn warganya. Fungsi seperti ini tentunya tidak dapat 
berjalan dengan baik jikalau pelaksanaan dilakukan secara sentralistik. Hal 
ini mengingat kebutuhan masyarakat di masing-masing bagian jelas 
berb&-beda sesuai dengan karakkristiknya masing-masing. Dengan 
demikian dalam prinsip welfare state, maka desentralisasi merupakan sarana 
tepat untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
karakteristik kebutuhan di hngkat lokaL 

d. Prinsip kebhinekaan: dalam negara yaug komposisi masya.rakatnya d e d a n  
beragam, tidaklah mungkm untuk melakukan penyeragaman dalarn 
kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Karakteristik dan kehendak 
masing-masing dam& yang berbeda-beda haruslah menjadi bahau 
pertimbangan utama. Dengan demikian prinsip kebhinekaan ini, fimgsi dari 
desentralisasi adalah dipergunakan sebagai sarana untuk menampung 
keanekaragaman. 

56 Bagir Manan, "Pemerintahdo Daerah Bagian I", Bahan Penataran Administration And 
Organization Planning, kerja sama Indonesia-Belanda, UGM, 1989, dalarn Hestu Cipto Handoyo, 
Hukurn Tara Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasf Manusla,, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm 139. 



B. TANGGUNG JAWAB NEGARA 

Manusia sebagaimana diakui hukum merupakan subyek hukum (pendukung 

hakkewajiban hukum), pada saat itu sebenarnya huhm secara formal mengakui 

hak asasi manusia, sehingga persoalan hukurn dan hak asasi manusia adalah satu, 

dalam arti hukum yang memberi pengayoman, kdamaian ketenteraman manusia 

bermasyarakat dan bernegara. Hal ini berarti ada hukum yang sekedar "ada" untuk 

menunjuk bahwa aturan h u h  dipakai dalam suatu 

Negara memikirkan, membicarakan dan melaksanakan hak asasi manusia 

bukan berarti "memanjakan" manusia, tapi akan langsung mempunyai 

pengaruhfrefleksi yang besar dan luas terhadap kelidupan 

bernegara/bermasyarakat seluruh negara serta hubungan-hubungan dengan luar 

negeri. Disamping itu persoalan hak asasi manusia pada dasarnya adalah 

persoalan hukum, sebab h u b  yang baiklbenar adalah hukum yang menghormati 

hak asasi manusia. Karena di dalam pengertian hukum mengandung unsur hak, 

kewajiban clan tanggung jawab, sehingga bagi negara hukum yang sesungguhnya 

berarti di dalam negara tersebut ada hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh 

warga negara.58 

Dalam menjalankan pemerintahan, para penyelenggara negara yang duduk 

dalam lembaga-lembaga negara, p e m e ~ t a h  pusat, maupun para penyelmggara 

yang berada dalam pemerintah daerah, jika tidak melaksanakan kewajibannya 

dapat dituduh melalaikan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab. Hal ini 

'' Sunaryati Hartono, Apknh me Rule oflaw, Penerbit Alumni, Bandung, 1969, hlm. 16, dikutip 
dari A Mansyur Effendi, Tempt Hak-hak Azasi Ahnuria Dalam Hukwn i.nternasiondN~piona~, 
, Penerbit Muinni, Bandung, 1980, hlm. 14 

D i h  dari A Mansyur Effendi, ibid, him 18. 



menimbulkan sikap warga negara sering melabukan tuntutan-tuntutan berkenaan 

dengan terabaikannya hak-hak warga negara. Tanggung jawab negara bersifat 

melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan 

ganti rugi ketika negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian pihak 

lain. Dengan demikian tangung jawab negara akan muncul sebagai akibat dari 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparaturnya. 

Untuk mengetahui taaggung jawab negara &pat dilihat dari seberapa besar 

kewenangan dalarn penyelenggaraan negara. Semakin besar kewenangan 

penyelenggara negara maka semakin besar pula tanggung jawabnya. 

Pada dasarnya hanya tindakan-tindakan yang rnemiliki unsur pernerintahan 

saja yang akibatnya dapat dipmtanggmgjawabkan kepada negara. Suatu tindakau 

yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara (pemerintah) maka negara tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban.59 

Oleh karena itu Para Penyelenggara Negara dari tingkat Pusat sampai ke 

daerah harus sudah paham bet111 tentang Good Governance. Prinsip Good 

~ovemance~' digunakan dalam penyelenggaraan negara baik di pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Hal ini penting karena untuk mengingatkan, agar para 

59 Manfred Nowak, Pengantarpada Rezim HAM lnternasional, Alih Bahasa Sri Sulastini, Pustaka Hak Asasi 
Manusia Buku 14, Raoul Wallenberg Instilute of Human Rights aud Humanitarian Law beke j a  sama dengan 
Departemen H b  dan HAM Indonesia, Luz~VWina, 2003, hlm 78. 

Priusip Good Governance berarti Pernehtahau yang Baik, Benrih dm Berwibawa, meliputi prinsip antara 
lain: 1. AkmhbiItas, Menurut Lembaga Adminimi Negam, alolntabii  adalah kewajiban untuk 
memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kineja dan seseorang 
pemimpin suatu unit orgaoisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang benvenang meminta pertanggung 
jawaban; 2. Transparansi, adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
infomasi yang benar, jujur, dan tidak disluiminatif tentang penyelenggawn negara; 3. Keterbukaan, 4. 
Kepastian hukum, adalah prinsip dalam negara bukum yang men- landasan peraturan perundang- 
undangan, Kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, kebijakan pemerintah. 
organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat, pihak ketiga, dilakukan berdawkan h u h .  Disarikan 
daxi Jimmy Siagiaq "Good Governance Dalam Perspeldif Hak Asasi Mauusii", Jumal Hak Asmi Mmusia, 
HAM Dalam Hak Ekonomi, S o d  dan Budaya, Djrektorat Jenderal HAM Deprutemen Hukum dan HAM 
R.I., Edisi VI Volume II,Jakarta, 2007. 



penyelenggara negara (pemerintahan) ingat tentang tanggung jawabnya yang 

hanls mementingkan kewajiban dalarn mewujudkan tujuan negara. Untuk 

mewujudkan tujuan negara tersebut, sebagai b e  bahwa negara bertanggung 

jawab yaitu dengan memenuhi kebutuhan warga negara menyedialcan sarana dan 

prasarana, memberikan perlindungan, memajukan warga negara dan menegakkan 

aturan-aturan yang dibuat secara adil dan benar, serta menghomati hak-hak warga 

negara. 

Tanggung jawab negara berkaitan dengan hak asasi manusia dalam hal ini 

hak warga negara di Negara Republik Indonesia, materi muatan hak asasi manusia 

yang merupakan hak warga negara telah dimasukkan dalam Undang-Undang 

Dam Negara Republik Indonesia. Tentu saja Negara Indonesia sebagai Negara 

Hukum dan Negara Kesejahteraan mempunyai tanggung jawab penuh. Negara 

apabila belum dapat beitangguag jawab secara penuh, maka pemenuhan hak-hak 

warga negaranya dilakukan secara bertallap dengan cara menentukan skala 

prioritas tanpa mengurangi hak-hak warga negara. 

Disamping itu sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum, selain 

pmya hak juga punya kewajiban. Adapun kewajiban sebagai warga negara yang 

penting yaitu harus mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan 

pemerintah. 

Adapun kewajiban negara yaitu memberikan penghormatan, jarninan 

pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara secara pribadi, &pat 

dilihat pada bagan 1. 



Bagan 1: Kewajiban Negara: penghowtan, pemenuhan dan perlindungan HAM 

Kewajiban negara untuk: 
Menjamin 

Penghormatan P e r n e n h  
(hak untuk tidak (hak untuk aksi positif 

Perliadungan 
(hak untuk dilindungi) 

pribadi ~ r i ~  L Pribadi 
t-- 

Campus tangan horizontal 

Menurut pendapat Maneed ~owak,6' yang digambarkan pada bagan 1, 

kewajiban untuk menghomati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghmdari 

tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa intervensi yang tidak 

dapat dijustifjkasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM terkait. 

Kewajibau untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk 

mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang 

dipmlukan untuk memas- bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan 

sebesar mungkm. Kewajiban untuk melindungi HAM menuntut aksi negara yang 

positic negara mulai mengambil tindakan-tindakan hukum untuk melindungi 

warga negara dari perlakuan buruk 

Unsur hak, kewajiban dan tanggung jawab tidak dapat dipisah-pisahkan, 

ketiganya merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan negara hukum yang 

sebenarrnya. Penekanan satu aspek dengan mengurangi aspek lain dapat 

menimbulkan akibat yang berbeda-beda. Misalnya penekanan aspek 11ak dapat 

Disarikan dari Madied Nowak, Pengantar pada Rezim NAM Intermsioml, AIib Bahasa Sri 
Sulastini, Pustaka Hak Asasi Manusia Buku 14, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law beke j a  sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, LundlWina, 
2003, hlm 50-54. 



menimbl~lkan anarkhis sedang penekanan aspek kewajiban dapat menimbulkan 

sifat-sifat otoriter, sebaliknya penekanan aspek tanggung jawab dapat 

menimbulkan gejala komunal. Untuk itu ketiga aspek tersebut harus berjalan 

bersama dan seirnbang dalam satu negara hukum. Dengan demikian bagi negara 

hukurn kalau memberikan hak-hak kepada warga negara sekaligus memberikan 

kewajiban dan tanggung jawab, sebab ketiganya tidak dapat dipisahkan.62 

Menurut pendapat A. Mansyur Effendi dalam praktek bernegara, 

terlaksananya hak asasi manusia selain tergantung kepada "kemauan politik" 

(political will) dari pimpinan-pimpinan negara sebagai satu kesatuan, juga 

tergantung beberapa hal:63 

1) bentuklsistem pemerintahan yang berlaku (bersiht otoriter atau tidak) 
2) d a m - d a m  politis tertentu 
3) pemerintahan dalam keadaan darurat 
4) mekanisme/jaringan antara pemerintahan pusat dengan bawahannya 
5 )  sebagian besar rakyat mash dalam keadaan serba h a n g  
6) beldtidak adanya hukurn/peraturan positif aplikatif (aturau hukum yang 

langstmg berlaku daIm masyarakat yang bersifat operasional, bukan 
hukumlaturan pokok saja) dalam kehidupan bernegara. 

Mengenai hak dan kewajiban dalam hukum positif terdapat pada Pasal 27 

ayat (1) UUD N.RI Tahun 1945 yaitu bahwa segala warga negara bersanaan 

kedud-ya di dalam hukum dan pemerintalm dan wajib menjllnjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pada ayat (3) mengatur baliwa 

setiap warga negara berhak dan wajib ikut smta dalam upaya pembelaan negara. 

Adapun kewajiban dasar manusia diatur pada Undang-Undang R.1 Nomor 
39 Tahun 1999 : 

1) Pasal 67: bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Republik 
Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hulcum talc 

" A. Mansyur Effendi Tempat Hak-hak Azasi Manusia , Op.cit hlm. 18-19. 
63 A Mansyur Effendi, Zbid hlm. 19. 



tertulis, dan hukum hmasional  mengenai hak asasi manusia yang 
telah diterima oleh negara Republik Indonesia 

2) Pasal 68: bahwa setiap warga negara wajib lkut serta dalam upaya 
pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan 

3) Pasal 69 ayat (1): bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi 
manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
ayat (2) : bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan 
kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi 
orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk 
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajwkannya; 

4) Pasal 70: bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang- 
undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak clan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil smai dengan pertimbangan moral, keamanau, dan 
ketertiban mum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah telah diurakan pada 

latar belakang masalah, dengan demikian dibmpkan implementasinya &lam 

meinenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dapat dirasakan sarnpai 

kemasymaht di daerah. 

Kewajiban-kewajiban negara terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya 

diuraikan secara rinci oleh kelompok abli dalam pertemuan yang diadakan oleh 

Koinisi Juris Internasional di Limburg (Belanda), pada bulan Juni 1986. Hasil 

pertemuan tersebut disebut sebagai Prinsip-prinsip Limburg (Limburg Principles) 

, yang merupakan panduan terbaik yang ada untuk menjelaskan kewajiban- 

kewajiban negara menurut Kovenan Hak-hak Ekoriomi, Sosial dan 13udaya? 

Salah satu prinsip Limburg itu adalah: 

8. Walaupun perwujudan penuh hak yang diakui dalam K o v ~  Hak- 
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya hams dicapai secara progresif, 

64 Prinsip Limburg mengenai Pelaksanaan Kovenan Intemasional Hak Ekonomi, Sosial Dan 
Budayq UN doc.WCN.4/1987/17, Tam- dicetak ulang dalam: Hwnan Rights Quarterly, Jilid 
9 (1987), hal. 123-135, Dalam Asbjsm Eide, 0p.cir. hlm. 28. 



namun penerapan beberapa hak dapat segera dipenubi, sementara hak 
yang lain dapat ditunda kapan saja. 

Hak mensyaratkan sejumlah kewajiban yang berkaitan. Kewajiban- 

kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap negara menurut konvensi-konvensi 

termasuk mengambil langkah-langkah dengan tujuan bagi pelaksanaan hak ' 

tersebut secara progresif: termasuk melalui lmgkah-langkah 

Hal paling mendasar bagi pemahaman yang realistis tentang kewajiban- 

kewajiban negara adalah bahwa individu merupakan subyek yang aktif bagi 

seluruh pengembangan sosial, dan ekonomi. Kewajiban negara meliputi 3 jenis 

yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban untuk memenuhi 

merupakan kesatuan dari kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk 

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban daerah, perkembangannya dengan 

diberlakukan otonomi daerah bahwa makna yang ditetapkan dalam Ketentuan 

Umum Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang dim& dalam Pasall yang dhaksud dengan otonomi daerah adalah 

"Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dim 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan perahrim perundang-undangan." 

Sedangkan diuraikan dalam penjelasan bahwa prinsip otonomi daerah 
menggunakan: 

1) prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di 
luar menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang- 

65 Asbjprm Eide, Hak Ekonomi. Sosial dan Budqya sebagai Hak Asasi Manusia dalam Hak 
Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Editor Asbjprm Eide, Catarina Krause dm Allan Rosas, Alih 
Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja 
sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi, 
ianpa tahun, hlm. 1 8. 

Disarikau dari Asbjiann Eide, Bid, hlm. 24,25. 



undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 
untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 
prinsip nyata dan bertanggungjawab adalah suatu prinsip bahwa untuk 
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada clan berpotensi 
untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan 
kekhasan daerah. 

C. PENGAT- HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 

Di tingkat nasional, banyak negara memiliki perundang-undangan yang rinci 

dan komprehensiftentang hak ekonomi, sosial dan b ~ d a ~ a . 6 ~  

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian yang esensisal dalam 

hukum hak asasi rnamusia internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan 

politik menjadi bagian dari the international bill of human right. Dengan 

dernikian kedudukan hak ekososbud sangat penting dalam hukum hak asasi 

manusia internasional, ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan 

ekonomi, sosial dan budaya. Pmgikatan terhadap hak ekososbud diwujudkan 

dengan meinpositifkan hak-hak tersebut ke dalam bentuk perjanjian multilateral 

[treaty). Rumusannya tertmng dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan 

Budaya yang disahkan oleh Majelis Umurn PBB pada tahun 1966.68 

67 Asbjsrn Eide, Ibid, hLm.10. 
Diarikan dari Ifdhal Kasii"lmp1ementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka 

Normatif dan Standar Internasiona'l, Disampaikan pada Seminar dan Lokakaya Nasional tentang 
Wenuju Perlindungan dan Pemantauan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" yang 
diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasarna dengan Norwegian Centre 
for Human Rights (NHCR), Yogyakarta, 2007, hlm 1. 



Hak ekonomi dan sosial telah memperoleh tempat dalam Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)?~ dalam konvensi-konvensi regional 

dan universal tentang hak asasi manusia dan dalam jaringan perjanjian-perjanjian 

hak asasi manusia yang ditujukan untuk menghapuskan diskriminasi dan 

melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Perjanjian-perjanjian ini secara 

hukum mengykat, dalam arti baliwa perjanjian-perjanjian ini menciptakan 

kewajiban umum bagi negara-negara p W .  Di banyak negara, perjanjian- 

perjanjian yang ada tentang hak ekonomi dan sosial, termaktub juga dalam tata 

tertib hulrum setempat, yaug memberikan kepada negara-negara tersebut validitas 

hukum formal di tingkat domestik yang bermutu ting@ 

Selanjutya Pemerintah Indonesia felah meratifisi instrumen internasional 

mengenai HAM khususnya di bidang Hak-hak Ekonomi, Sosid, dan Budaya yaitu 

Intematiod Covenant on Economic, Social, and Culturd Rights menjadi 

Undang-Undang RI. No. 1 1 Tahun 2005 tentang Pengesalian International 

Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). 

Formulasi hukum yang digunakan dalam Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan 

Budaya menggunakan forrn~lasi:~' ".. . .untuk mengambil langkah- 

langkah, ....... khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber 

dayanya untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak yang diakui 

69 Lihat, khususnya Pasal22-25 DUHAM 
70 Martin S c h e k  Hak Ekonomi &n Sosial Sebagai Hak H u h ,  dalam Hak Ekonomi, Sosial 
Dan Buchpz, Editor Asbjm Eidq Catarb Krause dan AUan Rosas, Alii Bahasa: Rini Adriati, 
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and H d t a r i a n  Law bekerja sama dengan 
Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun, 
hlm. 33. 
71 Disarikan dari Ifdhal Kasim, Op.cit, hlm 3 



oleh kovenan dengan cata-cm yang sesuai, termasuk dengan pengambilan 

Menurut Sandra Liebebberg, Perundang-undangan dalam konteks Hak-hak 

Ekonomi dan Sosial berfungsi untuk tujuan-tujuan berikut 

(a) Menyediakan definisi yang lebih tepat dan terperinci tentang cakupan dan 
kandungan hak yang ditemui dalam instrumen internasional bang telah 
d i r a e s i )  konstitusi nasional; 

(b) Menetapkan pengaturan keuangan untuk penyampaian hak tersebut; 
(c) Menentukan tanggung jawab dan fungsi sesungguhnya dari bidang- 

bidang pemerintahan yang berbeda di tingkat nasional, provinsi dan 
lokal dalrrm memberikan pengaruh pada hak tersebut; 

(d) Menciptaban berangka kelembagaan yang bertslian dan terkoordinasi 
untuk penyampaian hak tersebut; 

(e) Pencegahan dan peIarangan tindak pelanggararan atas hak tersebut, baik 
oleh pejabat publik dan piha. swasta, seperti mjikan, korporasi, bank, dll; 

(f) Menyediakan perbaikan konkrit untuk mengganti kerugian atas pelanggaran 
hak tersebut. 

Manfaat atas dibuatnya perundang-undangan menurut Sandra 

Liebebberg adalah bahwa perundang-undangan biisanya lebih terperinei 

dan khusus. Perundang-undangan dapat disediakan untuk melakukan perbaikan 

admhktmtif yang hanya memakan biaya lebih murah, lebih cepat dan lebih 

mudah diakses oIeh kelompok kurang b e r ~ n t u n ~ . ~ ~  

Negara dapat mensabkan perundang-undangan domestik untuk melindungi 

hak ekonomi dan sosial agar dapat memberikan pengaruh kepada kewajiban 

ber-an h h  konstitusional dan internasional. Bilamana negara telah 

72 Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaysl, Kompilasi Insnwnen Hak 
Asmi Mznusia Raoul Wallenberg Instilute , AJih Bahasa Madayuti, ek.d., Pustaka Hak Asasi 
Manusia Raod Wallenberg Institute Buku 15, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights add 
Humanitarian Law bekeqja sama dengan Departemen Hukwn dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 
2004, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun, hlm. 10. 
73 Sandra Liebebberg, Op.cit, hlm. 87. 
74 Ibid, hlm.87-88. 



meratifikasi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau perjanjian interaasional 

lain yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan sosial, perundang- 

undangan dapat diberlakukan atau diamandemenkan untuk memberikan pengaruh 

hukum domestik pada kewajiban interna~ional.~' 

Menurut Asbjm EideY6 ditetapkannya perundang-undangan tersebut 

mempakan suatu proses menuju dijadikannya Hak-hak Ekonomi, Sosid dan 

Budaya sebagai bagian dari hukum positif pada tlngkat nasional. Akan tetapi, 

transformasi Hak-hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya ke dalam hukum positif, baik 

di UUD maupun &lam hukum-hukum resmi, tidak cukup. Hak tersebut barus 

dilaksanakan dalam kenyataan, yang mungkm membutuhkan langkah-langkah 

administratif dan aksi sosial yang lebih komprehensif. Suksesnya proses 

transformasi itu sangat tergantung pada evolusi kebudayaan hak asasi manusia, 

dirnana setiap individu dapat menerima hak dan kewajiban-kewajiban mereka 

sendiri dalam masyarakat yang akan menjadi dasar pengenyaman hak tersebut. 

Masihmenurut Asbjm Eide,f7 Inti hak ekonomi seperti hak kepemilikan 

(DUHAM Pasal 7), hak atas pekerjaan (DUHAM Pasal 23; Kovenan Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6), dan hak atas jaminan sosial (DUHAM 

Pasal 22 dan 25; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal9; Konvensi 

Hak Anak Pasal26). Inti hak sosial adalah hak atas standar kehidupan ymg layak 

(DUHAM Pasal 25; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11; 

Konvens'i Hak Anak Pasal 27). Untuk &pat menilanati hak sosial diperlukan 

terpenuhnya hak ekonomi tertentu. Inti hak budaya adalah hak untuk ambil 

75 W, b89. 
76 Asbjom Eide, Op. cjt, hlm 18. 
77 Disarikan dari Asbjom Ei&, Op-cit, hlm 18-20. 



bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak untuk mendmati manhat kemajuan 

ilmu pengetahuan dan penerapan-penerapannya, dan htik lainnya.(DUHAM Pasal 

27; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 15), Hak atas pendidikan 

.(DUHAM Pasal26; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal13 dan 14; 

Konvensi Hak Anak Pasal28 dan 29), hak pendidikan merupakan unsur penting 

dalam hak ekonomi dan hak sosial. Hak ekonomi dan hak sosial sulit dipisahkan 

karena kalau rnengabaikan salah satunya akan mengurangi hak-hak lainnya. 

Pemahaman substansi/materi muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya 

telah dimuat dalam Pancasila, UUD Negara RI. 1945, DUHAM, UU RI. Nomor 

22 Tahun 1999, UU R.1 Nomor 39 Tahun 1999, UU R.I. Nolnor 32 Tahun 2004, 

UU R I  Nomor 11 Tahun 2005, dan peratman perundang-undangan b y a  yang 

mengatur tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dengan demikian 

Pengatwan Hak-hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya dalam Peraturan Perundang- 

undangan secara ringkas dapat dilihat pada bagan 2. 
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Pengaturan hak-hak ekonomi, sosial, dm budaya dalam Peraturan 

Perundang-undangan terdapat pada: 

1. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
1.  Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya; 
2. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
3. Hak untuk mengembangkan diri melalui pmenuhan kebutuhan dasar; 
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan clan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya; 
5 .  Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan lmknya secara 

kolektif; 
6. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja; 
7. Hak memilih pekerjaan; 
8. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda, 
9. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 
10. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; 
1 1. Hak atas jaminan sosial; 
12. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diarnbil alih sewenang-wenang 

oleh siapapun; 
13. Hak untuk bebas dari perlaban dislcrimjnasi atas dasar apapun dan 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut; 
dan 

14. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. 
15. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan 
16. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan. 

2. UndangUndang RI. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya; 
2. Hak mengembangkan diri; 
3. Hak atas kesejahteraaq 
4. Hak wanita; 
5. Hak anak. 

3. Undang Undang R I  Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : 
1. Hak menentukan nasibnya sendiri; 



Hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa diskriminasi apapun seperti ras, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat 
lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau 
status lainnya; 
Hak dibatasi melalui penetapan dalam h u h  untuk memajukan 
kesejahteraan umum 
Hak atas pekerjaan; 
Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; 
Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh; 
Hak atas j& sosial, termasuk asuransi sosial; 
Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas inungkin bagi 
keluarga, ibu, anak, dan orang muda; 
Hak atas standar kehidupan yang memadai termasuk pangan, sandang 
dan perurnahan dan perbaikan kondisi hidup, dengan meningkatkau 
cara-cara produksi, konservasi dau distribusi pangan, penyebarluasan 
pengetahuan asas-asas ilmu gizi dan mengembangkan atau 
memperbaiki sistem pertanian; 
Hak untuk menjkmati standar kesehatan fisik dan mental yang 
tertinggi yang dapat dicapai, untuk penguraugan tingkat kematian bayi 
pada saat lahir d m  kematian anak serta perkembangan anak yang 
sehat; perbaikan aspek kesehatan lingkungan dan industri; pencegahan, 
pengobatan dan pengendalian segala penyakit; perwujudan kondisi 
yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam ha1 
sakitnya seseorang ; 
Hak atas pendidikan; 
Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; 
Hak untuk menikmati manfaat dari &nu pengetahuan; 
Hak untuk memperoleh perlindungan atas karya ilmiah, sastra atau 
seni yang telah diciptakannya 

4. Paaturan perundang-undangan yang mengatur materi muatan Hak-hak 

Ekonomi, Sosia1,dan Budaya. 

Dalarn proses perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM 

perlu diwujudkan penjabam lebih lanjut prinsip-prinsip HAM yang telah diatur 

dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang ke dalam 

Peraturan perundang-undangan di tingkat daemh7'. 

- 

'' Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan 
Pemdang - undangan Departernen Hukwn dan Hak Asasi Manusia RI. bekerjasama dengan 
United Nations Development Programme (UNDP) meialui Proyek Enhancing Commtmications, 



BAB 111 

KEBIJAKAlV PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIALaDAN 

BUDAYA PADA TITVGKAT PEMERWTAH DAERAH 

A. DASAR HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, 

DAN BLTDAYA 

1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 

2) Deklarasi Universal Hak Asasi Mamsia, disetujui dan diumumkan oleh 

Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (110 tanggal 10 Desember 1948 

3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tallun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah ditetapkan tanggal 7 Mei 1999 

4) Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia ditetapkan tanggal 23 September 1999 

5) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peinbentukan 

Peraturan Penmdang-Undangaa ditetapkan tanggal 22 Juni 2994 

6 )  Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ditetapkau tanggal 15 Oktober 2004 

7) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tal~un 2005 tentang Pengesallan 

Kovenan Internasionid tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

ditetapkan tanggal 28 Oktober 2005 

8) Peratwan Pemerintah RI. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerall 

Advocacy and Public Participation .Capcify for k g a l  Reforms (CAPPLER Project). Panduan 
Praktis Memahami Perancangan Peraruran Daerah, Penerbit : CAPPLER Project, Jakarta 
Selatan, E - mail : s4srnit4 ~erda@vahoo.co.id, Cetakan Kesatu : 2008, hlm. 20. 



Provinsi, dan Pemerintdm Daerah KabupatenIKota ditetapkan tanggal 

9 )  Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan Hak-hak 

Ekonomi, Sosia1,dan Budaya 

Selain dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk 

pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperlukan dalam 

pembuatan aturan hukum di daerah, menurut penulis perlu memperhatikan 

ketentuau yuridis formal seperti pendapat Jimly Asshidiqie. 

Menurut Jirnly Asshidiqie, pentingnya ketentuan yuridis formal yang hams 

dipenuhi dalam pembuatan aturan hukum tidak mengenyampingkan arti penting 

akomodasi atas inisiasi ataupun aspirasi kepentingan masyarakat oleh lembaga 

pembuat peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin sikap kehati-hatian 

tidak menghalangi inisiatif yang turnbuh dari bawah, maka perlu dlkembangkan 

1 .  Princip 'lex superiore derogat lex injriore ' mengharuskan norma hukum yang 
di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas. Akan tetapi, 
dalam pelaksanaanya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip lain yaitu 'lex 
specialis derogat lex genemlis' bahwa norma hukum yang khusus, baik 
materinya maupun wilayah berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari 
norma hukurn yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma 
hukum yang bersifat umum tersebut. 

2. Dalam hukum dibedakan antara istilah pertentangan norm (contra legem) 
dengan ketidaksesuaian norma (praepria). Sebagai contoh, suatu peraturan 
daerah mutlak tidak boleh mengatur nonna yang berlawanan atau 
bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. 
Akan tetapi, jlka materi yang diatur bukan berlawanan hanya tidak sesuai 
dengan apa yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, maka hal itu masih 
dapat diterima secara hukum. 

79 Jimly Asshidiqie, http://www.theceli.corn/dokumen~jumal/jimly/jOl2.sh~ 



3. Dalam ha1 ditemukan adanya perhedam pengaturan antara satu peratman 
dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan 
elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut tujuannya 
(doelmatigheid). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis 
pelaksanaanuya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan 
langsungnya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum 
menurut pengertian ketidak sesuaian seperti pada butir 2 tersebut di atas. 

Dengan demikian, inisiatif dari bawd tidak perlu terganggu, tetapi kita siap untuk 

mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kekisruhan dalam pengaturan 

teknis hukumnya di lapangan.'' Agar tidak terjadi kekisruhan sebelum menjadi 

Perda perlu dilakukan harmonisasi perda terlebih dahulu, sehingga ada 

konsistensi, kesesuaian dan hanaonis antara UOD Negara RI 1945 dan peraturan 

perundang-undangan tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya dengan peraturan 

daerah yang mengatur pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKZTM TERHADAP 'w- 

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

1. Upaya Perlindungan Hukum Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

melalui Peraturan Daerah 

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pemenuhan Hak-hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya diperlukan perlindungan hukurn yaitu melalui 

80 Aldi Hakim, "Sinlrronisasi Materi Muatan UU No. .32 Tahun 2004 Terhadap UUD 1945 Pasca 
AmandemeqUU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003 Dalarn Pemilihan Kepala Daerah 
Secara Langsung", Tesig Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, 2005. 



peraturan daerah. Dalam ha1 ini peran pemerintah daerah yaitu memberikan 

perlindungan hukum. 

Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak 

selaras bahkan bertentangan dengan pemturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi (vertikal) atau dengan peraturan perundang-undangan yang sama 

(horizontal). Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kekeliruan daiam melaksanaan 

kewenangan pembuatan peraturan daerah, maka peran DPRD dan Kepala 

Daerahlpemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah mtuk pemenuhan 

hak-hak ekonorni, sosia1,dan budaya perlu memperhatikan: 

a) Landasan Pembentukan Peralum Daerah 

b) Fungsi Peraturan Daerah 

c) Asas pembentukan peratwan perundang-undangan 

d) Asas materi muatan peraturan perundang-undangan 

e) Kewenangan Urtlsan Pemerintahan Daerah 

Ad a) Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 

Dalam pembentukan paatman daerah paling sedikit harus memuat 3 

(tiga) landasan yaitu:81 

a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau 
ideologi Negara; 

b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi 
atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa 
kebutuhan atau . tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, 
kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan 

c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan 
mtuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara 

Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Op.cit, hlm. 11. 



pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, namun dalam 

pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang bmlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4) sebagai alat pembangunan dalam meningkakan kesejahteraan daerab. 

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang 

diatur berdasarkan Undang-Undang RL Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 136, dan juga merupakan delegasian 

dari peraturan perundang-undangan yang lebii tinggi. Fungsi P e r a m  

Daerah yang dirwnuskan dalam pasal 136 Undang-Undang R.I. Nomor 32 

Tahun 2004 tenfang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:* 

1 ) menyelenggarakan pengaturan dalarn rangka penyelenggaraan otonomi 
dan tugas pembantuan. 

2) menyelenggarakan pengatman sebagai penjabaran lebih lanjut 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

3) menyelenggarakan pengaturan hal-ha1 yang tidak bertentangan dengan 
kepentingan mum 

4) menyelenggarakau pengaturan hal-ha1 yang tidak bertentaagan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (peraturan 
perundang-undangan tingkat Pusat) 

Ad c) Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada 

Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan 

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

merupakan hukum dasar dalam peraturm perundang-undangan, juga 

82 Maria Farida Indriati S, Ilmu Pemdang-undangan Jenis, F ungsi, dan Materl Muatan, Penerbit 
Kanisius, Y o g y a m  2007, hlm 232. 



didasarkan pada asasasas pembentukau peraturan penmdang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal137 

Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Perda dibentulc berdasarkan pada asas pernbentukan peraturan penmdang- 

undangan yang meliputi: 83 

1) Kejelasan tujuan 
2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 
3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 
4) Dapat dilaksanakan 
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan 
6) Kejelasan rumusm 
7) Keterbukaan. 

Ad d) Materi Muatan Peraturan Daerah 

Dalam Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangau, mengenai materi muatan 

Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi 

sebagai beriht: 

"Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta 
penjabaran lebii lanjut peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi". 

Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai 

apa itu materi muatan Perda Provinsi dan materi muatan Perda 

83 Pasal5 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan jo Pasall37 Undang-Undang RL Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemeimtahan Daerah 



KabupatmiKota. Untuk itu, perlu diwaikan materi muatan Perda Provinsi 

dan materi muatan Perda KabupatenKota, sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

Pertama, Perda Provinsi, materi muatannya adalah: 

1) Kewenangan yang diperoleh dalam bidang otonomi yang berisikan 
kewenangan wajib dan kewenangan pilihan yang bersifat lintas 
kabupatenlkota, kewenangan di bidang pemerintahan teantu, dan 
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh 
kabupatenkota; 

2) Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- 
undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan; 

3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah 
yang lintas kabupatenkota. 

Kedua, Perda KabupatenIKota, materi muatannya adalah: 
1) Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah 

yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan; 
2) Berdasarkan penjabaran Iebih Ianjut dari peraturan perundang- 

undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan; 
3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daeral~. 

Menurut Bagir ~anan,8' materi muatan perda, yakni: 

1) Sistem rumah tangga daerab. Dalam sistem rumah tangga formal, 
segala urusan pada dasarnya dapat diatur oleh daerah sepanjang belum 
diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Pada sistem rumah tangga materiil, hanya urusan 
yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga d a d  yang dapat diatur 
dengan Perda. 

2) Ditentukan secara tegas dalarn UU Pemerintal~an Daerah seperti 
APBD, Pajak dan Retribusi. 

3) Urusan pemerintahan yang d i s e m  oleh pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah yang lebih tinggi tiagkatannya. 

Dalam membentuk Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas-asas materi 
muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi:86 
1) Pengayoman 

84 1 Gde Panca Astawa, Suprin Na'a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di 
Indonesia, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm 104-105. 

Bagir Manan, Dasar-DasarPeAng-undangan Indonesia, hd-Hill. Co., Jakarta, 1992, him 
61-62. Dalam I Gde Panca Astawa, Suprin Na'a, Djnamika ... Op.cit, hlm. 105. 
86 Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasm Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan jo Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang RL Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 



Kemanusiaan 
Kebangsaan 
Kekeluargaan 
Kenusantaraan 
Bhinneka Tunggal Ika 
Keadilan 
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
Ketertiban dan kepastian hukurn 
Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

Jadi, dalam mengatur materi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam 

peraturan d a d  perlu mempehatikan sebagai berikut:" 

1) Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan wajib dan kewenangan piliian, yang meliputi bidang hak- 

1 A  ekonomi, sosial dan budaya; 

2) Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- 

undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan88, Perda yang 

mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan 

penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang mengatur 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; 

3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah. 

Perda )rang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dibuat 

karena ada permasalahan khusus mengenai hak-hak ekonomi, sosial, 

dan budaya 

'' Memadukan menurut pendapat I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a dengan mengacu pada 
Pasal 12 Undang-Undang RL Nomor 10 Tahun 2004 dan menurut pendapat penulis berkenaan 
dengan pengaturan hak-hak ekonomi, sosial dm budaya 
'' Menurut Pasal 1 an& 9 UU RL No 32 iahun 2004 tentang Pemerintahaa Daerah, Tugas 
Pernbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dantatau desa dari pemerintah 
provinsi kepada kabupatedkota danlatau desa serta dari pemerintah kabupatedkota kepada desa 
untuk rnelaksanakan tugas tertentu 



4) Berdasarkan pembentukan peratman perundang-undangan. Perda yang 

mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya inengacu juga kepada 

Asas-asas pembentukan perahmu perundang-undangan 

Dalam tesis ini penulis membatasi hanya membahas dari kewenangan 

pemerintah daerah dan meninjau dari mat& muatan hak-hak ekonomi, sosial, dan 

budaya saja, karena cakupannya terlalu luas jika hams meninjau dari 

pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun ha1 ini sangat penting. 

Berangkat dari pemikiran materi muatan peraturan daerah yang harus 

memperhatkm urusan wajib d m  urusan pilihan pemerintahan, dalam hal ini 

pemerintahan kabupaten dihubungkan dengan materi muatan hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya, maka pengalman hak-hak ekommi, sosial, dan budaya dalam 

peraturan daerah merupakan penjabaran dari materi muatan hak-hak ekonomi, 

sosial, d m  budaya yang dimuat pada peraturan peruudang-undangan yang 

mengatur hak-hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain yang terdapat pada 

UUD Negara RI. 1945, UU RI. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, UU R.I. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hubungannya dapat dilihat 

pada bagan 3 sebagai berikut: 



Bagan 3: Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan 
Daerah ditinjau dari materi muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya. 

v 

v 
URUSAN 

KABUPATEN b HAK-HAK EKOSOSBUD 

1. 
URUSAN w m  

b 
.r 

Hak-hak Ekonomi, Sosia1,dan Budaya yang dimuat dalam Pasal-pasal pada UUD N R L  
1945, UIJ It1 No. 39 Tahun 1999, UIJ 3.1 No. 11 Tabun 2005 at: 
1. Hak menentukan nasibnya sen- 
2. Hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa diskrbhasi apapun seperti ras, wama kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, 
kekayaan, kelahiran atau status lainnya; 

3. Hak dibatasi melalui penetapan dalamkllnlm mtuk memajukan kesejahteraan mum 
4. Hak atas pekerjaan; 
5. Hak lumrk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; 
6. Hak untuk membentuk dan ikut serika. buruh; 
7. Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial; 
8. Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, iby anak, dan 

orang muda; 
9. Hak atas d a r  kebidupan yang memadai t m u k  pangan, sandang dan perurnahan dan 

perbaikan kondisi hidup, dengan rneningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan 
distribusi pangan, penyebarluasan pengetahuan asas-asas ilmu gizi dan mengembangkan 
atau memperbaiki sistem pertanian; 

10. Hak untuk menikmati standar kesehatan iisik dan mental yang tertinggi yang dapat 
dicapai, uniuk pengmngan tingkat kematian bayi pada saat lahir dan kematian anak serta 
perkembangan anak yang sehat; perbaikan aspek kesehatan lingkungan dan industri; 
pencegahaq pengobatan dan pengendalian segah penyakit, perwujudan kondisi yang akan 
menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam ha1 sakitnya seseorang ; 

1 1. Hak atas pendidikan; 
12. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; 
13. Hak untuk meaikmati d a a t  dari i h u  pengetahuan; 
14. Hak untuk memperoleh perlindungan atas karya ilmiah, sastra atau seni yang telah 

diciptakannya 

Peraturan Daerah 
Kewenangan Pemkab. dan 
Penjabaran dari peraturan 

pe-g-man - 
PEMERTNTAHAN 



Pedoman tentang materi muatan peraturan daerah dan perahran 

perundang-undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan 

BupatdWalikota), diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 32 Tabun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya. Dengan 

demikian peran Pemerintah Daemh dan DPRD dalam membuat peraturan 

daerah untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga l~arus 

berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Ad e) Kewenangan Pemerintah Daerah 

Dalam membentuk Peraturan Daerah terdapat aspek penting yang 

perlu diperhatikan oleh setiap perancang peraturan perundang-undangan 

dalam ha1 ini pemerintah daerah dan DPRD, yaitu89aspek kewenangan. 

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan 

Peraturan Perundang-lmddangan yang menyatakan bahwa: "Peraturan 

Perundang-undangan adalah peraturan tertdis yang dibentuk oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". 

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan D a d  ditetapkan oleh 

Kepsla Daerah setelall rnendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan 

Diektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Op.cjt, hlm 9-10. 



Rakyat Daerah. Mengenai dasar keweaangan pembentukan peraturan daerah 

diatur dalam : 

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia 

Tahun 1945 yang berbunyi: 

"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan"; 

b. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal25 huruf c, Pasal42 ayat (I) huruf a, dan Pasal 136 ayat 

(I)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: 

1. Pasal 25 hurufc : "Kepala Daerah mempunyai tugas dan 
wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; 

2. Pasal 42 ayat (1) huruf a : " DPRD mempunyai tugas dan 
wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan 
Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama"; 

3. Pasal 136 ayat (1) : "Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah 
mendapat persetujuan bersama DPRD". 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembentukan Peraturan 

Daerah telah ditetapkan beberapa peratmu yang meliputi: 

a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2005 tentang 
Program Legislasi Daerah; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 
dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentaug 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34115861SJ tanggal 25 
Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah. 



Mengenai Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, diatur 

pada Pasal 11 ayat (I) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan 

daerah kota mencakup semua kewenangan peme~tahan selain kewenangan yang 

dikecualikan (yaitu kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya). 

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, mengatur bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan 

oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, meliputi pekerjaan m u m ,  kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industi dan perdagangan, 

penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintihn Daerah mengatur m a n  wajib yang menjadi kewenangan 

peme~tahan daerah untuk kabupatedkota, meliputi : 

perenaman dan pengendalian pembangmaq 
perencanam, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
penydenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
penyediaan sarana dan prasarana umum; 
penanganan bidang kesehatan; 
penyelenggaraan pendidikan; 
penanggulangan masalah sosial; 
pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
pengendalian lingkungan hidup; 
pelayanan pertanahan 
pelayanan kependudukan; catatan sipil; 
pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
pelayanan administrasi penanaman modal; 
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- 
mdankvn. 



Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RL Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah mengatur urusan yang bersifat pilihan meliputi 

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada clan beroperasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, 

dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Adapun pembagian tuusan pemerintahan pada saat berlakunya UU RI. 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti 

ditetapkan UU R.1 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

selanjutnya mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

KabupatdKota diatur dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 dapat dilihat 

dalam bagan 4. 

Bagan 4: Pembagian Urusan Pemerintahan 

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 
PUSAT (Psl 10 ayat (3) W R.1 

PUSAT (PSI 7 ayat (1) No. 3? Th 2004 jo Psl2 PP No. 
UURL N0.22 Th 1999) 

1. Politik Luar Negeri, 1. Politik Luar Negeri 

Psl 11 ayat (2) UURI. N0.22 
Th 1999 

Kewenangan Daerah 
kabupatenlkota Bidang 

Pemerintahan wajib: pekejaan 
mum, kesehatan,pendi$kan 
dan kebudaymn, pe&man, 
perhubungan, industri dan 
~erd%angan, 
modal, hgkungan hdup, 
pertanahan, koperasi dan 

tenaga kerja 

2. pertahanan keamanan, 
3. peradin, 
4. moneter dan fiskal, 
5.  agama 

- 
2. pertahanan 
3. keamanan 
4. yustisi 
5. moneter dan fiskal 

PERATURAN 
PEMERINTAH 

Nomor 38 Tahun 
2007 tentang 
Pembagian 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah antara 
Pemerintah, 
Pemerintah 

Daerah Provinsi 
dan Pemerintah 

Daerah 
Kabupatenikota 

I+ URUSAN PEMERINTAHAN 
PROVINSI t--- 



Peraturan Pemerintah RI. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Umsan Pemerintahan Daerah antara Pemerintal~, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenKota meliputi 26 urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah 

provinsi dan pemerintahan daerah kabupatdkota berkaitan dengan 

pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan 8 

urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahtertaan masyarakat sesuai dengan 

kondisi, keWan ,  dan potensi unggulan daerah yang bersangkutau 

Umsan Pemerintahan KabupatenlKota yang ineliputi urusan wajib dan 

urusan pilihan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 38 

T a b  2007 dapat dilihat pada bagan 5. 

Bagan 5: Urusan Pemerintahan Kabupaten 

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATENIKOTA 
(Pawl 7 Pemhimn Pernerintah R.I. Nnmnr 38 Tahlin 2007 1 

I URUSAN WAJTB ayat (2) 1 
1. pendidikan; 
2. kesehatan; 
3. lingkungan hidup; 
4. peke jaan urnurn; 
5. penataan ruang; 
6. perencanaan 

pemnbangunan; 
7. perumahan 
8. kepemudaan &n olah 

raga; 
9. penanaman modal; 
10. koperasi dan usaha 

kecil dan menengah; 
11. kependudukan dan 

catatan sip$ 
12. ketenagake rjaan 
13. ketahananpangan 
14. pemberdayaan 

perempuan dan 
perlindungan d, 

keluarga berencana dan 
keluarga sejahteca; 
perhubungan; 
komunikasi dan 
informatika; 
pertanahan; 
kesatuan bangsa dan politik 
&lam negeri; 
otonomi daerah, 
pemerintah mum, 
administrasi keuangan 
daerah, perangkat daerah 
kepegawaian, dan 
persandian; 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa; 
sosial; 
kebudayaan; 
statistik; 
kearsipan; dan 
uemustakaan 

URUSAN PILIHAN 
avat (4) 

1. kelautan dan 
pe-, 

2. pertanian; 
3. kehutanan; 
4. energi dan sumber 

daya minerat, 
5. pariwisata; 
6. industri; 
7. perdagangan; dan 
8. t ransmipi .  



Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupatenkota merupakan urusan yang berskala kabupatenkota meliputi:90 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
penyediaan sarana dan prasarana umum; 
penanganan bidang kesehatan; 
penyelenggaraan pendidikan; 
penanggulangan masalah sosial; 
pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
pelayanan administrasi penanaman modal; ' 

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnp, dan 
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- 
undangan. 

Sedangkan urusan pemerintahan kabupatenkota yang bersifat pilihan 

meliputi urusan pemerintahau yang secara nyata ada dm beroperasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan d a d  yang ber~angkutan.~' 

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung asas 

desentralisasi, dengan demikian selanjutnya pengaturan hak-hak ekonomi, sosial, 

dan budaya dalam peraturan daerah juga hams memperhatikan prinsip-prinsip 

Disarikan dari Pasall4 ayat (1) UU R.I. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daemh. 
91 Pasall4 ayat (2) UU RI. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
92 Menurut Pasd 1 angka 7 UU RI. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Desentralisasi addah penyerahan wewenang pemerintahm oleh pemerintah kepada daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesahm Republik 
Indonesia 



Sebagai suatu asas desentralisasi yang bermaksud untuk melakukan 

penyerahan urusan-urusan pemerintahan, maka dalam implementasinya dikenal 

adanya dua bentuk penyerahan, yaitu:93 

1) Penyerahan penuh, artinya baik tentang asas-asasnya (prinsip-prinsipnya) 
maupun tentang cara menjalankan kewajiban yang diserahkan itu, 
diserahkan kepada daerah sebagai hak otonomi; dan 

2) Penyerahan tidak penuh, artinya hanya mengenai cara-cara menjalankan 
saja, sedangkan mengenai asas-asasnya (prinsip-prinsipnya) ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat sendiri. 

Maka asas desentralisasi pada pMsipnya:94 

1) Penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah atau 
Pemerintahan lokal tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk menjadi 
urusan atau wewenang peme~tahan sendiri; 

2) Merupakan suatu asas yang bermaksud melakukan pernbagian wilayah 
negara menjadi daerah besar dan kecil yang berhak atau berwenang 
mengatur urusan pemerintahan (rumah tangga) sendiri; 

3) Merupakan suatu asas yang bermaksud membentuk pemerintahan lokal yang 
benvenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri; 

4) Merupakan mauifestasi bentuk susunan organisasi negara ditinjau dari 
bangunannya, yang terdiri dari pemerintahanan Pusat dan Pemerintahan 
rendahan serta dibentuk baik berdasarkan aspek teritorial maupun fimgsi- 
fungsi pemerintahan tertentu. 

Kewenangan Pemerintahan Daerah mtuk mengatur m a n  wajib dan urusan 

pilihan berkenaan dengan substansilmateri muatan hak-hak ekonorni, sosial, dan 

budaya yang dapat dimuat dalarn peraturan daerah nampakjelas pada bagan 6. 

93 Lihat Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undnng Dasar 1915, Unsika, 
Karawmg, 1994, hlm 55-56, dalam Hestu Cipto Hmdoyo, Zbid, hlm 141. 
94 Hem Cipto Handoyo, Hukum Tara Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi manusla,, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, Wm. 137-138. 



Bagan 6: Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan 
Daerah ditinjau dari Kewenangan Pemerintahm Daerah untuk 
mengatur Urusan Wajib dan Urusan Pilihan 

Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 

1 
Peraturan Daerah 

Kewenangan Pemkab. dm Penjabaran 
d a r i p e r - w -  

URUSAN PEMERINTAHAN 
KABUPATEN 

HAK-HAK 
1 EKOSOSBUD 

7. kepemudaan dan olah raga; 
8. penanaman modal; 
9. bperasi dan usaha kecil 

dan menengah; 
10. ketenagakejaan 
1 1. ketahanan pangan 
12. pernberdayaan perempuan 

dan perlindungan .an& 

13. keluarga berencana dan 
keluarga sejahtera; 

14. pernubungan; 
15. pertanahan; 
16. otonomi dm& 

pemeridmn mum, 
administtasi keuangan 
daerah, perangkat 
daerah, kepegawaian, 
dan persandian; 

17. pernberdayaan 
masyarakat dan dew 

18. sosial; 
19. kebudayaan; 

1. kelautan dan 
perikanan; 

2. pertanian; 
3. kehutanan; 
4. energi dan 

sumber daya 
minead 

5. pariwisata; 
6. industri; 
7. perdagangan; 

dan 
8. transrnigrasi. 

Jadi peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda inerupakan hasil 

bersama antara Gubemur/Bupati/Walikota dengan DPRD.(Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah). Perda adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah. 

Keikut sertaan DPRD membentuk Perda berkaitan dengan wewenang DPRD di 

bidang legislatif DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan 



Rancangan Perda (Raperda). Dalam Pmklek, hak inisiatif DPRD h a n g  

produktif, pada umumnya inisiatif datang dari Pemaintah ~aerah." 

Daerah otonom sebagai satuan pemerintab mandiri memiliki wewenang 

atributif, sebagai subyek hukum benvenang membuat peraturan-peraturan untuk 

menyelenggarakan rumah t a ~ ~ g g a n ~ a . ~ ~  Dibidang otonomi, perda dapat mengatur 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat 

(UU RI. Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 7), di bidang tugas pembantuan, perda 

hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu 

kepentingan masyarakat. 

UU RI. Nomor 32 Tahun 2004 Pasal136 ayat (2) menyatakan ballwa Perda 

dibentuk &lam penyelenggaraan otonomi daerah provinsikabupatenkota dan 

Tugas Pembantuan. Ayat (3) menyatakan bahwa Perda merupakan penjabaran 

lebii lanjut dari peratman-pemdang-mdangan yang lebih tin@ dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Ayat (4) inenyatakan bahwa 

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam 

lembaran daerah. 

Dalam proses pemenuhan HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maka 

bentuk interaksi yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai 

pemegang mandat adalah memasukkan prinsip-prinsip  HA^@' Bidang Ekonomi, 

95 Disarikan dari Bagir Manan, Menyongsong Fajar Orommi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 77-78. 
96 Ibid, hlrn70-7 1. 
97 Prinsip-prinsip HAM antara lain berupa persamaan hak dan penghormatan terhsdap harkat dan 
martabat manusia, prinsip praduga talc bersalah, bebas rnengeluarkan pendapat, bebas menganut 
keyakinanlagama yang dikehendaki), perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak dasar lainnya 
Disarikan dari Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan 
HAM RL bekejasatna dengan United Natiom Dewlopment Programme (VhDP) melalui Proyek 



Sosial dan Budaya dalam nonna-norma yang disusun pada berbagai aturan atau 

kebijakan yang dibuat. Menjadikan prinsip HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya sebagai norma untuk memberikan daya &at yang kuat sekaligus 

pengungkapan hak secara nyata agar HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

dapat dinikmati secara lebih konkret- 

Prinsip-prinsip HAM Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terkandung 

d a b  UUD Negara RI. 1945, Peraturan perundang-undangan HAM Bidang 

Ekonomi, Sosial dan Budaya hams rnenjadi bagian talc terpisahkan dari 

perumusan norma-noma aturan yang dibuat oleh Pernerintah Daerah. Prinsip- 

prinsip HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya akan menjadi landasan dalam 

penyelenggaraau pemerintahan untuk memperkuat, menambah, dan melindungi 

hak-hak legal yang telah tersedia secara legal formal. Dengan demikian 

diharapkan perda-perda yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan 

DPRD dapat selaras, saling memperkuat dan merniliki perspektif HAM yang h a t  

sebagai upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM Bidang 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dm 

kehidupan bermasyarakat 

Dalam peinbuatan peraturan daerah inisiatif dapat berasal dari eksekutif dan 

dari DPRD:~~ 

1) Jika Inisiatif dari eksekutif melalui tahap sebagai berikut: 
- Relegda (Rencana legislasi Daerah) menyusun: 

1. Naskah kebijakan 
2. Kajian /naskah akademik 

Enhancing Comunication and Advocacy and Public Participation in Legal Reform (CAPPLER 
Project), Panduan Memahami Perancangan Peratwan Daerah, Jakarta, 2007, hlm 30. 
98 Disarikan dari Rapat Konsultasi Telrnis dan PeneIahaan Program HAM Daerah, Direktorat 
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3. Prolegda (Program legislasi daerah) 
- Penyusunan & pembahasan praraperda oleh Tim Antar Satker 
- Pengajuan raperda kepada KDH melalui sekda 
- Konsultasi 
- Harmonisasi raperda oleh Biro/Bag Hukxrm /Kanwil Depkumham 
- Penyampaian raperda kepada DPRD 
- Pembahasan raperda di DPRD dengan Tim Antar Satker 
- Penetapan persetujuan RAPERDA 
- Evaluasi Depdagri/Biro.Hulrum 
- Diwdangkan dalam Lembaran Daerah - Penyampaian Perda ke Depdagri /Biro.Hhn 
- Sosialisasi oleh Tim Antar Satker 

2) Jika Inisiatif dafi DPRD: 
- Penyampaian raperda kepada KDH 
- Harmonisasi raperda oleh BiroIBag Hukwn/Kanwil Depkumham 

(Panitia Ranham) 
- Pembahasan raperda oleh Tim Antar Satker 
- Penetapan persetujuan RAPERDA 
- Evaluasi Depdagn/Biro.Hdnun 
- Diundangkan dalan Lembaran Daerah 
- Penyampaian Perda ke Depdagri /Biro.Hhm 
- Sosialisasi oleh Tim Antar Satker 

Menurut Agus ~~u-wanto?~ paling tidak terdapat 5 (lima) ha1 yang dapat 

d i p a h a h  ddam merum* parameter HAM dalam hannonisasi perda, 

antara lain : 

1) Substansi Perda yang akan diatur, 
2) Perspektif HAM dalam dasar hukurn yang ada, 
3) Materi Muatan HAM dan dasar hukumnya, 
4) Indikator yang menyertaiuya, 
5) Muatan dalam Perda 

Jadi dalnm membuat pengalwan HAM Bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya, yang perlu diperhatikan tidalah sebagai berikut: 

1) Bab III W RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

mengatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan . 

99 Agus Purwmto, 'Xamwnisasi Peraturan Da&rah dalam Perspektif Hak Asasi Manush" 
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2) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 38 tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenKota, yang menegaskan bahwa 

wusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan ayat (4) 

mengenai urusan piliban pemerintahan daerah 

3) Berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, langkah selanjutnya 

menentukan keterkaitannya dengan HAM Bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya dan dasar hukum yang mengaturnya. 

Adapun dasar hukum yang terkait dengan materi muatan HAM antara lain 

terdapat dalam UUD Negara R.I.1945 (khususnya Pasal27, Pasal28A-285, 

Pasal3 1-34), UU RI. Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, W RI. 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup, UU RI. 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI.  Nomor UU 

R.1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI. Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU RI. Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU R.1 Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU R I  Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 

Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. 

4) Bertolak dari dasar hukurn tersebut di atas dapat dicari dan ditemukan 

materi muatan yang menjadi dasar utama untuk harmonisasi &lam 

pembuatan peraturan daerah 



Pengatwan Halr-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Perahran Daerah 

mengandung Materi HAM bidang Hak-hak EKOSOSBUD dan tuusan wajib atau 

urusan pithan pemerintahan daerah, secara ringkas dapat dilihat pada bagan 7. 

Bagan 7: Skema Pengatwan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam 
Peraturan Daerah 

Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Uwsan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah KabupatenKota, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat 

peratwan perundang-undangan. Dalam tesis ini perangkat peraturan pemdang- 

undangan yang d h k s u d  yaitu peraturan daerah yang mengatur pemenuhan dan 

perlindungan hak-hak ekonomi, sosia1,dan budaya. 

Urusan 
wajibl 
WSan 

pilhan 

Dalam pemenuhan hakchak ekonomi, sosial, dm budaya dapat dijelaskan 

dengan mengetahui parameter misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan, 

PERDA 
mengatur 
HAK-HAK 
EKOSOS 

BUD terpadu 
dengan 

uman wajib 
atau pilihan 

bidang sosial, dan budaya, bidang ketenagakerjaan, Bidang Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah sebagai berikut:loO 

' 

a) Parameter HAM Bidang Kesehatan 
Dasar Hukum 
1) UUD 1945 Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1&2), UU 

3911999 Pasal 9 ayat (l), Pasal 53 ayat (I), UU 11/2005 Pasal 12 ayat (I), 
UU 2311 992 tentang Kesehatan. 

Materi 
HAM bidang 

Hak-hak 
EKOSOS 
BUD 
dalam 

p e r a m  
perundang- 
lmdamaa 

loo Disarikan dari Rapat Konsultasi Teknis dan Penelaahan Program HAM Daerah, Direktorat 
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2) ULJD 1945 Pasal34 ayat (3), UU 1112005 Pasal12 ayat (2), UU 23/1992. 

Materi Muatan dalam dasar hukum 
1) Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dm 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. 

2) Negara (terutama pemerintah) bertugas mengambil peran dm 
bertanggungjawab dalam upaya kesehatan bagi warga negara dengan 
mengambil langkah-langkah untuk: 
a) Mengusahakan pengurangan tingkat kelahiran mati dan kematian anak 

balita serta perkembangan anak yang sehat; 
b) Mempabaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan perusallaan; 
c) Mencegah, memperlakdan, dan mengendakm segala penyakit 

epidemik, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan 
lainnya; 

d) Menciptakan kondisi-kondisi yang memunglunkan terjarninnya semua 
pelayanan clan pe~hatian medis dalam ha1 sakit. 

Indikator 
- Terwujudnya ketersediaan pelayanan kesehatan (availability) dalam 

berbagai bentuk. 
- Terjangkaunya pelayanan kesehatan diseluruh wilayah secara merata 

(accessibility). 
- Dapat diterirnanya program dan layanan kesehatan oleh masyarakat 

(acceptability) dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan yang 
bersih dan sehat. 

- Dapat tercapainya kualitas layanan kesehatan (quality) yang memenuhi 
standar. 

Penerapan dalam Perda 
- Adanya Perda yang memuat materi pengaturan tentang upaya kesehatan. 
- Adanya Peda yang memuat kebijakan tentang pembiayaan kesehatan. 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Surnber Daya Manusia 

Kesehatau 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang obat dan perbekalan 

kesehatan. 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang manajemen kesehatan. 

b) Parameter HAM Bidang Pendidikan 

Dasar H u h  

1) UUD 1945 Pasal 28C ayat (I), Pasal31 ayat (1,3), UU 3911999 Pasal 12, 
UU 11/2005 Pasal 13 ayat (I), UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 



2) UUD 1945 Pasal31 ayat (1), UU 1112005 Pasal2 ayat (2), Pasal13 ayat (1) 
3) UU 1112005 Pasal13 ayat (I), UU 2012003 
4) UUD 1945 Pasal31 ayat (2), UU 1 112005 Pasall3 ayat (2), UU 2012003 
5) UUD 1945 Pasal 31 ayat (3&5), UU 1112005 Pasal 13 ayat (2), UU 

2012003 
6) UU 1112005 Pasall3 ayat (3), UU 2012003 
7) UU 1112005 Pasall3 ayat (2), Pasal14, UU 2012003 
8) UUD 1945 Pasal31 ayat (4), UU 2012003 
9) UU 2012003 

Materi Muatan dalam dasar hukum: 
1) Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi untuk 

memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan W t a s  
hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung- 
jawab, berahlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi 
manusia. 

2) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip non diskriminasi, menjunjung 
tinggi nilai-nilai agama dan budaya. 

3) Hak bagi warga negara yang tidak memiliki kemampuan secara fisik dan 
psikis untuk memperoleh pendidikan yang khusus. 

4) Hak bagi warga negara yang tinggal di daerah terpencil dan terbelakang 
termasuk di daerah pengungsian untuk memperoleh pendidikan dengan 
layanan khusus. 

5) Hak bagi masyarakat untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi program pendidikan. 

6) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memenuhi 
pendidikan dasar yang terbuka bagi semua orang. 

7) P e m e ~ t a h  wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin 
terelenggaranya pendidkin bermutu bagi warga negara. 

8) Setiap orang tua berhak untuk memilih pengajaran bagi anak-anak mereka. 
9) Negara wajib mernberikan dan menyelenggarakan pendidikan (wajib 

belajar) tingkat dasar dengan cuma-cuma (kalau tidak mampu, 
kewajibannya secara bertahap). 

10) Pendanaan menjadi tanggungiawab bersama antara pemerintah, pemerintah 
daerali dan masyarakat. 

1 1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan p ~ s i p  keadilan, efisiensi, 
transparami dan alolntabilitas publik. 

Indikator: 
- Tersedianya seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan (Availability). 
- Terjangkauan pelaksanaan pendidikan (Accessibility) secara merata 

diseluruh wilayah sesuai sistem pendidikan yang telah ditetapkan. 
- Terlaksananya sistem pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik 

(Acceptability). 
- Terpenuhinya hak-hak dasar peserta didik (Adaptability). 



- Kebebasan untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan dan 
kebudayaan hams diberikan kepada setiap orang. - Tersedianya kesempatan memperoleh pendidikan dan akses bagi anak-anak 
ataupun orang dewasa yang tidak memiliki kemampuan secara fisik dan 
psikis untuk memperoleh pendidikan secara khusus pula. 

Penerapan dalam Perda 
- Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah dalam memberikan 

alokasi pendanaan bagi pengembangan usaha pendidikan formal dan 
informal, pengembangan usaha pendidikan bagi penyandang cacat, 
masyarakat dari golongan kurang mampu, serta penduduk suku asli. 

- Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah dalam penetapan 
materi kxrikulum muatan lokal, penyediaan tenaga pengajar untuk materi 
muatan lokal serta penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas pengajar 
pada semua institusi pendidikan di daerah. 

- Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan d a d  mengenai alokasi 
pembiayaan Pendidikan. 

- Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah dalam mengembangkan 
Kurikul~un Pendidikan lokal. 

- Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah yang mengalokasikan 
anggaran bagi Sarana dan P r a m  Pendidikan. 

- Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Tenaga Pendidik. 
- Adanya Perda yang memuat upaya pengendalian Mutu Pendidikan. 
- Perda mendorong pembangunan sekolah dan penyediaan tenaga pendidik 

bagi orang cacat. 

c )  Parameter HAM Bidang Sosial dan Budaya 

Dasar Hukum 

- UUD 1945 Pasal28H ayat (2 & 3), Pasal 34; UU 1112005 Pasal 9; UU 39 
Pasal 1 1. 

- UUD 1945 Pasal28C ayat (1 & 2) , Pasal281 ayat (3); UU 3911999 Pasal 
13; UU 1112005 Pasall5 ayat (1). - UU 1112005 Pasal 15 ayat (2). 

Materi muatan: - Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

- Setiap orang berhak atas pernenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh clan 
berkembang secara layak. 

- Pemenuhan hak kebutuhan dasar dilakukan tanpa diskriminmi. - Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah dalam pernenuhan hak 
sosial masyarakat. I - Setiap arang berhak mengambil b a g h  dalam kehidupan budaya. 



- 
' Negara berkewajiban mengambil langkah-Ian- yang diperlukan guna 

melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan budaya. 

Indikator: 
a. Hak Untuk Hidup 

- Pemberian akses yang sama bagi warga masyarakat marginal untuk 
dapat hidup secara layak. 

- Penanggulangan masalah sosial dilakukan secara serius dengan 
alokasi anggaran yang cukup. 

- Penyediaan fasilitas yang cukup bagi anak terlantar dan masyarakat 
lanjut usia dalam mempertahankan hidupnya. 

b. Hak Mengernbangkan Diri - Diberikan akses dan kesempatan yang sama bagi mereka yang 
menyandang masalah sosial untuk dapat mengembangkan diri dan 
usahanya. 

- Pemberian insentif dan bantuan untuk dapat mandiri berusaha bagi 
masyarakat marginal. - Adanya perlindungan bagi masyarakat dalam mengembangkan dan 
melestarikan kebudayaannya tanpa diskrirninasi. - Diakuinya sistem h u b  masyarakat Adat selama tidak bertmgan 
dengan hukum nasional & ketertiban mum. 

c. Hak Atas Kesejahteraan 
- Diperhatikannya hak-hak masyarakat yang menjadi korban bencana, 

khususnya bagi kalangan perempuan &n anak-aDak. 
- Pemberian jaminan sosial yang mencukupi bagi penyandang cacat &ik 

dan mental. 
- Pemberian jaminan sosial yang mencukupi bagi masyarakat lanjut 

usia. 

Penerapan dalam Perda 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan memhsilitasi pemberdayaan dan 

peningkatan skill bagi masyarakat penyandang masalah sosial. - Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan fksilitas yang cukup 
dalam upaya mernberdayakan masyarakat marginal. - Perda memuat aturan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap 
kehidupan & kelestarian budaya masyarakat, serta hak-hak masyarakat adat. 

- Perda memuat aturan yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. 

d) Parameter HAM Bidang Ketenagake jaan 

Dasar Hukum - UUD 1945 Pasal27 ayat (21, Pasal28D ayat (2), UU 3911999 Pasal38 ayat 
(I), W 1112005 P a d  6 ayat (1). 

- UUD 1945 Pasal28E (I), UU 3911999 Pasal38 (2), UU 1112005 Pasal6 (1). 



- UUD 1945 Pasal28E ayat (3), UU 3911999 Pasal39, UU 1112005 Pasal 8 
ayat (1). - UU 3911999 Pasal25; UU 1112005 Pasal8 ayat (Id). 

- UU 1312003 tentang Ketenagakerjaan, UU 2311992 tentang Kesehatan Pasal 
23. 

Materi Muatan 
- Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, 

berhak atas pekerjaan yang layak. 
- Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan 

berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. 
- Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang 

sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat 
perjanjian kerja yang sama. 

- Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang 
sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai 
dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan 
keluarganya. 

- Setiap orang berhak mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat 
untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan 
kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. - Setiap pekerja berhak untuk mogok kerja, asalkan dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan pemdang-mdangan. 

- Setiap pekerja wanita berhak atas cuti karena hamil dan melahirkan 
- Setiap .an& berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial. 

Indikator 
Hak Atas Kesejahteraan 
- Penetapan UMR disesuaikan dengan upaya mensejahterakan pekerja agar 

dapat hidup layak. 
- Dilakukannya Pembinaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja agar dapat 

meningkatkan Kine rja dim Produktivitasnya. 
- Dilakukannya upaya penciptaan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan 

bagi pekerja. 
- Dijamhya hak pekerja untuk mendapatkan hak-haknya dalam bekerja 

(gaji, cuti, tunjangan, perlindungan dari keselamatan kerja, kesehatan dll). 
- Dijaminnya kebebasan bagi pekerja untuk mendirikan atau ikut dalam 

serikat pekerja dalam melindungi dan memperjuangkan kepentungannya 
sebagai pekerja. 

- Terbukanya akses i n f o m i  secara bebas dan terbuka terhadap kesempatan 
untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. 
- Adanya syarat-symt kerja yang adil yang meliputi : - Upah dan imbalan yang add untuk pekerjaan yang senilai. 
- Kehidupan yang layak bagi b u d  dan keluarganya. 
- Kondisi kerja yang aman dan sehat. - Kesempatan yang sama untuk menduduki suatu jabatan. 



- Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan 
berkala dengan tetap digaji. 

- Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan 
kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan inartabat 
manusia serta nilai-nilai budaya dan agama. 

- Syarat-syarat dan perjanjian perburuhan .hams disepakati oleh para 
pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban 
umurn. 

- Promosi tidak didasarkan pada gender. 
- Perlindungan atas kerja juga hams diberikan kepada tenaga 

kerjajburuh penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat 
kecacatannya. 

- Adanya pidana bagi mereka yang mempekerjakan anak. 

Penerapan dalam Perda 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan penetapan UMR yang dapat 

mensejahterakan perkerja agar dapat hidup layak. 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk menjamin hak-hak dari 

pekerja. 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan peningkatan kapasitas pekerja. 
- Adanya perda yang mendorong memperluas kesempatan lapangan 

pekerjaan, memfasilitasi pekerjaan, melarang pembatasan kerja. 
- Perda tidak boleh memaksakan pekerjaan tertentu keptida 

individu/masyarakat/atau membatasifmelarang kebebasan individu untuk 
memilih pekerjaan, kecuali pembatasan itu dilakukan semata-mata untuk 
melindungi hakkepentingan orang lain atau untuk ketertiban umum. - Perda tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja wanita. 

- Perda tidak boleh membatasi pendirian serikat pekerja dan tidak boleh 
menghambat untuk menjadi anggota serikat pekeja. 

e) Parameter. HAM Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Dasar hukum: 
- UUD 1945 P a d  33 ayat (1,2,3&4), - UU 3911999 Pasal36 ayat (I). 

Materi muatan: - Setiap orang berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan 
koperasi dan usaha kecil dan menengah 

Indikator: 
a. Hak Atas Kesejahteraan - Tersedianya dukungan akses dan bantuan keuangan yang mernadai bagi 

koperasi dan UKM dalam mengembangkan usahanya. - Terlindunginya eksistensi koperasi dan UKM dari persaingan usaha 
yang tidak sehat. 



- Diberikaanya kemudahan dalarn mengembangkan kerjasama dm 
investasi dengan pihak lain. 

b. Hak Atas Kebebasan pribadi 
- Diberikannya kebebasan dalam menjalankan dan mengembangkan 

usaha perkoperash dan UKM. 
Penerapan dalam Perda: - Adanya Perda yang memuat kebijakan melindungi dan mengembangkan 

Koperasi dan UKM sebagai pilar utama pengembangan perekonomi daerah. 
- Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian insentif ekonomi bagi 

pihak yang berminat mengembangkan Koperasi dan UKM 

Selanjutnya tujuan pengundangan peraturan daerah, yaitu 

pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan 

daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat. Setelah produk 

hukum dalam bentuk peraturm daerah ditetapkan dan diberi nomor, maka hams 

diundangkan dalam Lembaran Daerah. Kewajiban dari Pemerintah Daerah beserta 

Perangkat Daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. 

Dengan demikian peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya meliputi yaitu membuat peraturan daerah tentang hak- 

hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya perlindungan untuk menegakkan 

supremasi hukum. 

2. Kelembagaan dan cakupan policy dalam Pemenuhan Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Badaya oleh Pemerintah Daerah 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dm DPRD 

menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dm prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI. Tahun 1945. 



Dalam raagka penyelenggaraan pemerintahan dae& pemerintah juga telah 

menetapkan Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh 

perangkat daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah yang bersifat spesifik untuk Pemenuhau Hak Asasi Manusia bidang hak- 

hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta 

unsur pelaksana msan  daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. 

Lembaga pemerintaban di d a d  merupakan badan-badan pemerintahan di 

lingkungan eksekutif Dasar hukum pembentukan lembaga pemerintdan di 

daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peratwan Pemerintah ini, 

dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip- 

prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan h g s i  staf dan 

fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efelrtfitas, rentang 

kendali serta tata kerja yang jelas.lO' 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan 

dengat1 peraturan daerah dengan berpedoman pada paaturan pemerintah ini. 

Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai susunan, kedudkan, tugas pokok 

organisasi peran&at daerah. Rincian tugas, h g s i ,  dan tata kerjanya diatur lebih 

lanjut dengan peraturan gubemudbupati/walikota. 

lo' Disarikan dari Penjelasan Umum Peratman Pemerintah RI. No. 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah. 



Pasal124 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 41 Tal~un 2007 menyebutkan bahwa Dinas Daerali 

merupakan unsur pelaksana otonorni daerah, mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonorni dan tugas pembantuan. 

Pasal124 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa lembaga teknis 

daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, lernbaga teknis daerah 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan 

rumah sakit. 

Dalarn kaitannya dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya, mengacu dari Pasal 15 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerab, lembaga teknis daerah ddam m e l a k s h  tugasnya, 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
d pehksanaau tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan 

tugas dan hgsinya. 

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi 

adalah adanya wllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang 

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, narnun tidak berarti bahwa setiap 

penanganan urusan pemerintahan ham dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. 



Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004, dalam 

kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pernerintahan tersebut pada 

masing-masing tingkatan pemmintaha~~ 

Pasal22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa: 

- penyusunan orgauisasi perangkat daerah berdasarkan pertirnbangan adanya 
urusan pemerintahan yang perlu ditangani 

- dalam ha1 beberapa urusan yang ditangani oleh suatu perangkat daerah, 
maka penggabungannya sesuai dengan penunpunan urusan pemerintahan 
yang dikelornpokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis. 

Adapun penunpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinaslo2 yang 

berkenaan dengan Pemenulm Hak Asasi Manusia bidang hak-hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya, aatara lain terdiri dari: 

a. bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; 
b. bidang kesehatan; 
c. bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi 
d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 
e. bidang kebudayian dan pariwisata; 
f bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil 

dan meneng* industri dan perdagangan. 

Perurnpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, 

dan rumah sakit,lo3 berkenaan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang 

Hak-hak Ekonomi, Sosia dan Budaya, antara lain terdiri dari: 

a. bidang lingkungan hidup; 
b. bidang ketahanan pangan; 
c. bidang penanaman modal; 
d. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 
e. bidang kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; 
f. bidang pelayanan kesehatan 

'02 Pasal22 ayat (4) Ibid 
'03 Pasal22 ayat (5) Bid. 



Dengan demikian berkenaan untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang 

Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kegiatan teknis operasional yang 

dilaksanakan unit pelaksana teknis dinashadan adalah tugas untuk melaksanakan 

kegiatatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan 

masyarakat untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya. Sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi indulcnya. 

Lembaga Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang 

Hak-hak Ekonomi, Sosadan Budaya antara lain sebagai berikut:lo4 

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk pemenuhan hak 

pendidikan, pemuda dan olah raga, 

- Dinas Kesehatan untuk pemenuhan hak kesehatan, hak kesejahteraan; 

- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemenuhan hak sosial, 

tenaga kerja dan transmigrasi hak memperoleh pekerjaan, hak kesejahteraan; 

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk pemenuhan 

transportasi dan hak memperoleh informasi; 

- Dinas Kebudayam dan Pariwisata untuk pemenuhan hak kebudayaan dan 

pariwisata 

- Dinas Koperasi dan Usaha M k o ,  Kecil dan Menengah, Industri dan 

Perdagangan untuk pemenuhan hak ekonomi, hak kesejahteraan. 

lo4 Menurut pendapat penulis disesuaikan dengan materi muatan hak-ha. ekonomi, sosial dan 
budaya 



BAB IV 

PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA DALAM 

PERATURAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL 

SEJAK TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bagian H u h  

SeIrretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, diperoleh 225 Peraturan Daerah 

(sejak Tahun 1999 sampai dengan Juni 2009)'05, namun yang mengatur Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 23 Peraturan Daerah (sejak Tahun 1999 

sampai dengan Tahun 2008). Peraturan Daaall diterbitkan untuk mewujudkan 

Visi Pemaktah Kabupaten Bantul yaitu Projotamansari SejahtRra, Demokratis, 

dan Agamis. 

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang 

ingin diwujudkan dirnasa yang akan datang adalah Bantul yang produktifS ijo 

royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis.lo6 

Perahran Daerah yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bantul 

dihirnpun dalam tabel 1. Jika dicermati secara substansial, materi muatan Hak- 

hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terbilang baik meskipun masih sederhana 

karena memuat babagai ha1 kepentingan warga negara yang harus dijaga, 

dipelihara, dihormati, dijamin dan dilindungi Hasil pewlitian juga diperoleh 

banyaknya peraturan daerah yang dilakukan perubahan dan ada peraturan daerah 

'" Sub BMan Dokumentasi Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Bantul, 2009. 
loci 'Kantor Pengolahan Data Elelctromk, Pemerintah KabupatenBantul, email: kpde: (at) 
bantulkab.go.id 



yang dalam proses dibatalkan bahkan sudah ada yang dibatalkan oleh Menteri 

Dalarn Negeri. Secara ringkas dirinci sebagai berikut: 

Tabel 1 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1999-Juni 2009 

Surnber: Kolom 1-kolom 5 dari Sub Bag Dobmentasi Bagian Hukum Setda Pernerintah 
Kabupaten Bantul, Kolom 6-kolom 7 menurut pendapat penulis, 2009. 

No 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

JUMLAH 
PERDA 

3 

2 

58 

37 

19 

18 

6 

15 

7 

22 

33 

8 

225 

TAHUN 

2 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

JUMLAH 

PERUBAHAN 

4 

7 

1 

5 

5 

2 

8 

3 

4 

1 

DIBATALKAN 

5 

1 dibatalkan 

1 proses 
dibatalkan 

1 dibatalkan, 
3 proses- 

dibatalkan 

2 dibatalkan, 
4 proses 

dibatalkan 

PERDA YG 
MENGATUR 
HAK-HAK 

EKOSOSBUD 
6 

1 

6 

4 

3 

1 

- 

3 

5 

- 
23 

KEIERANGAN 

7 
hak kesehatan dan 
hak kesej ahteraan 
mengatur hak-hak 
kesejahteraan, hak 

atas lingkungan 
yang baik, hak 

kesehatan, 
pendidikan dn 
kebudayaan 

mengatur hak 
pendidikaqke- 
sehatan, tenaga 

kei% 
kesejahteraan 
mengatur hak 

kebudayaaq hak 
pendidikan clan 
hak kesehatan 

mengatur hak atas 
peke jaan 

hak kesehatan, 
hak kesejahteraan, 

hak ekososbud 
hak kesejahteraan 

,hak kesehatan 
hak ekososbud 



Adapun Peraman Daerah Kabupaten Bantul ymg mengatur hak-hak 

ekonomi, sosial,dan budaya antara lain sebagai berikut: 

A. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

1999 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Perubahan PerQma Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 

Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada 

Rumah Sakit Umam IDaerab Kabupaten Daerah Tingkat II Bantu1 

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan pemerintah 

daerah. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 dibentuk merupakan 

Perda perubahan untuk menyempurnakan Perda sebelumnya tentang Tarip 

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat I1 Bantul. Pertimbangan Perda Nomor 3 Tahun 1999 ini dibentuk 

dalam rangka meniogkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Bantul sesuai tuntutan masyarakat, memantapkan 

kemampuan Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Bantul dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan 

perkembangan keadaan. 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten Bmtul Nomor 3 Tahun 1999 mengandung materi muatan hak- 

liak pelayanan kesehatan, hak-hak kesejahteraan, terdapat pada: 

a Konsideran menimbang - bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 



- bahwa agar peningkatan p e l a y m  kesehatan pada RSUD 
Kabupaten Bantul &pat d i laksdan,  maka tarip pelayanan 
kesehatan pada RSUD Kabupaten Bantul sebagaimana diatur 
dalam Perda Kabupaten Dati I1 Bantul Nomor 34 Tahun 1997 
tentang Tarip Pelayam Kesehatan pada RSUD Kabupaten Dati I1 
Bantul perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan 
keadaan dewasa ini. 

b Pasall : Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
k e g i m  pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat 
sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya 

c Pasall3 : Penetapan tarip pelayanan kesehatan berdasarkan gotong 
royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat 
berpenghasilan rendah 

d Pasal 15 ayat (1): Semua hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan 
dan pendapatan dari instalasi farmasi pada RSUD dikelola dan 
diadministrasikan dalam APBD 

Pengalman hab kesehatan dan hak kesejahteraan yang merupakan 

bagian dari hak ekonomi dan hak sosial, dalam Per& Kabupaten Bantul 

Nomor 3 Tahun 1999 telah mencermhkan perimbmgan antara hak dm 

kewajiban antara masyarakat, pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan dm kesejahteraan dengaa pihak pemerintah daerah yang membuat 

peraturan. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 dibentuk dalam 

rang%a pengembangan Sistem Keselnhn Nasional (SKN). 

Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 dibentuk sebelurn UU 

RI. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditehpkan dan 

masih berlaku UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

namun telah menetapkan pengalman hak ekonomi d m  hak sosial khususnya 

dalam pengatwan pelayanan hak kesehatan. 



1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi 

Pelayanan Persampahanl Kebersihan. 

Urusan Kesehatan Ligkungan merupakan urusan wajib kewenangan 

pemerintahan daerah. Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun. 2000 

dibentuk dengan tujuan mewujudkan A y a h  Kabupaten Bantul yang tertib, 

indah, sehat lingkungan, dan bersih demi terciptanya kesejahteraan 

masyarakat. Juga diatur ketentuan mengenai prosedur dan penetapan 

retribusi kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun. 2000 mengandung materi muatan hak- 

hak kesejahteraan, hak atas lingkungan yang baik, hak kesehatan Perda 

tersebut hampir setiap pasal juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat 

&lam rangka menciptakan Kabupaten Bantul yang tertib, indah, dan bersh, 

antara lain terdapat pada: 

a. Pasal2: Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah: 
(1) Bersama-sama masyarakat melaksanaka. dan m e m e l k a  

ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan; 
(2) Menyediakan dan membantu masyarakat dalam pengadaan 

sarana untuk meningkatkan ketertiban, kindahan, kesehatan 
lingkuugan dan kebersihan; 

(3) Mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan; 

(4) Apabda dipandang perlu mengadakan kerjasama dengan pihak 
ketiga tanpa menambah beban kepada masyarakat. 



b. Pasal3: Kewajiban masyarakat adalah mewujudkan dan bertanggung 
jawab atas ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan 
terhadap tanah pekwangan yang dimiliki atau ditempati, termasuk 
bangunan dan lain-lain yang berada di atas tanah pekarangan tersebut. 

c. Pasal7: 
(I) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang tertib, indah, 

seliat dan bersih; 
(2) Setiap orang berkewajiban memelihara ketertiban, keindahan, 

kesehatan lin-gan dan kebersihan serta mencegah kerusakan 
dan pencemmya;  

(3) Pemerintah Daerah mengatur berbagai upaya untuk mewujudkan 
ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan agar 
pekiksanaannya berdaya guna dan berhasil guna. 

d. Pasal9: 
(I) Air yang digunakan untuk kepentingan umum hams memenuhi 

syarat kesehatan sesuai dengan sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; 

(2) Tidak dibenarkan menyimpang dari syarat-syarat sebagaimana 
dimaksud dibawah pengawasan Dinas Kesehatan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul 

Ditinjau dari kewenangan pemerhtalm daerah, bahwa dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU R.I. Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan uraian Kewenangan Wajib 

yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul. 

Untuk mengetahui Pengalman Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 

Perda Kabupaten Bantul- Nomor 27 Tahun. 2000 mengatur urusan 

kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang termuat padx 

Pasal2 ayat (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kewenangan wajib 
yang dilaksanakan oleh daerah sebagai berikut : 
a. Bidang Pekerjaan Umum; 
b. Bidang Kesehakq 
c. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 



d. Bidang Pertanian; 
e. Bidang Perhubungm, 
f. Bidang Industri dan Perdagangan 
g. Bidang Penanaman Modal; 
h. Bidang Lingkungan Hidup; 
i. Bidang Pertahanan; 
j . Bidang Koperasi; 
k. Bidang Tenaga Kerja; 

Pasal3 Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 
Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang di 
tetapkan oleh Peraturan Daerah. 

3. Peraturan Daemb Kabupaten Bantwl Nomor 43 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan pemerintahan 

daemh Pembentukau Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bantul meMui Perda untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di 
c 

bidang kesehataa Pathbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 43 Tahun 2000 yaitu: 

a. bahwa dalam rangka Pehksanaan otonomi Daerah berdawkan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
maka keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Bantul 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Daerah Tinggkat I1 Bantul dan Perahrim Daerah tentang 
organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 
I1 Bantul; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hunrf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantu1 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 

Untuk mengetahui Pengatwan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten Bantu1 Nomor 43 Tahun 2000 mengandung materi muatan hak- 



hak k e s e b n  dan kesejahteraan yang akan dipenuhi mlalui Dinas 

Kesehatan. Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial merupakan kewajiban 

pemerbtah daerah dalam menjalankan kewenangan di bidang kesehatan, 

untuk mengatur dalam memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat diharapkan 

dapat tenrjud, tennuat pada: 

Pasal3 ayat (1) : Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Pemerintah 
Daerah Di Bidang Kesehatan; 

Pasal4 : Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan 
kewenangan Kabupaten dibidang Kesehatan. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 Tentang 

Pembentukan dan Organisasi D i s  Tenaga mrja dan Transmigrasi 

Kabupaten BanN 

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, urusan tenaga kerja 

merupakan llrusan bidang pemerhtdm yang wajib dilalrsana3ran oleh 

Daerah Kabupaten berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999, 

sedangkaa transmigrasi sebagai urusan penunjang. Patinbangan ditetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000, sebagai berikut: 

a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan 
kewenangan Kabupaten di bidang Ketenaga Kerjaan dan 
Ketransmigrasian sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi Daerali 
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerhtabn Daemh maka perlu member&& Dinas Tenaga Kmja dan 
Transmigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabuapten Bantul tentang 
Pembentxkan dan Organisasi Dinas Tenaga Kaja dan Transmigrasi 
Kabupaten Bantul 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonorni dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahw 2000 tentang Pernbentukan dm 



Qrganisasi Dinas Tenaga KeJ.ja &in Transmigrasi Kabupaten Bantul, 

mengandung materi muatan hak-hak ketenagakerjaan yang akan dipenuhi 

mehlui Dinas Tenaga Kerja dan Tmmigrasi Kabupaten Bantul. 

Implementasi Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial sebagai kewajiban 

pemerintah dash d h  mengatnr untuk memenuhi hak ketenagakerjaan 

dapat temjud melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termuat pada: 

Pasal3 ayat (1): Dinas Tenaga Kerja dan Tmsmigrasi merupakan unsur 
penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Ketenaga 
Kerjaan dan ketransmigrasian; 

Pasal4 : Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
adalah melaksanalran s e b a e  kewenangan Kabupaten 
dibidang KeTenaga Kerjaan dan KeTransmigrasian 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 Tentang 

Pembenbkan dan Qrganisasi Dims Pendidikan dan Kebudayaan 

Ka bupaten Bantul 

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, urusan pendidikan dan 

kebudayaau mempakan urusan bidang pemerintahan yang wajib 

dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten berdasarkan Pasal 11 UU RI. Nomor 

22 Tahm 1999. Pertimbaugan ditetapkan P e r a m  Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 47 Tahun 2000, sebagai berikut: 

a bahwa untuk mencapai daya guna dm basil guna pelaksanaan 
kewenangan Kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai 
tindak lanjut pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu 
membentu% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabuapten Bantul tentang 
Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Bmid  



Unb& mengetahui Pengatman Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Budaya, 

Perda Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan 

Organisasi Dinas Pddikan dm Kebudayaan Kabupaten Banhd, 

mengandung materi muatan hak-hak ekonorni, sosial dan budaya khususnya 

mengurusi kesejahteraan, pendidikan dan kebudayaaan Implementasi 

Pengaturan Hak Ekonoini, Sosia1,dan Budaya sebagai kewajiban pemerintah 

d a d  dalam mengatur untuk memenuhi hak pendidikan dan kebudayaaan 

dapat terwujud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Pasal3 ayat (1) : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakn unsur 
penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Pasal4 : Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang 
Pendidikan dm Kebudayaan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Organisasi D i s  Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kabupaten Bantul 

Ditinjau dari kewenangan pemerintahm daerah, urusan perindustrianu, 

perdagangan dan koperasi merupakan urusan bidang pemerintahan yang 

wajib dilaksanaksn oleh Dm& Kabupi-iten berdasarkan Pasal 11 W 

R.I.Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 



Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantu1 Nomor 

49 Tahun 2000, sebagai berikut : 

a. bahwa mtuk mencapai daya guna dan hasil guna pel&- 
kewenangan kabuoaten di bidang perindustrim, perdagangan, koperasi 
dan penanaman modal sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi 
daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah, per111 m e m m  Dinas Perindustrian , 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan 
dan Organkasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kopemsi 
Kabupaten B a n w  

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten B d  Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan 

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 

Bantul mengaudung materi muatan hak-h. ekonomi, sosial. Implementasi 

Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial sebagai kewajiban pemerintah 

daerah dalam mengatur dm memenuhi hak ketenagakerjaan dapat terwujud 

melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ~ o ~ e r a s i  Kabupaten Bantul, 

Pasal3 ayat (1) : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di 
bidang perindustrim, perdagangan, koperasi dm 
penanaman modaL 

Pasal4 : Tugas pokok Dinas Perindustriann, Perdagangan dan 
Koperasi adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten 
di bidang perindustrh, perdagangan, koperasi dan 
pen- modal. 



C. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Ijin Jhdustri di Kabupaten Bantul (dirubah dengan Perda Kabupaten 

BantzrI Nomor 7 Tahun 2008) 

Ditinjau dari kewenangan pemerintahan daerah, urusan industri 

merupakan urusan kewenangan wajib dan dijelaskan dalam Penjelasan 

Umum sebagai berikut: 

a. Sebagai realisasi pelaskanaan desentralisasi bidang perindustrian 
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, telab ditetapkan Peraturan Daerab. Kabupaten 
Bantui Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib 
Kabupaten Bantul. 

b. Untuk melaksanakan kewenangan wajib bidang industri sebagaimana 
diatur ddam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan 
Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan produk hukum 
daerah dalam rangka memberikan pelayanan bidang industri kepada 
masyarakat. 

c. Pelayanan bidang perindustrian diberikan kepada perusahaan industri 
yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, yang berupa 
pemberian izin. 

d. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
kepada masyarakat dari penyalahgunaan kegiatan sesuai izin yang 
diberikaa 

e. Bentuk perlindungan kepada masyarakat diwujudkan melalui 
pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh 
Pemerintah D a d  

Pertimbangan ditetapkan perda ini adalah bahwa pelayanan bidang 

perindustrian merupakan salah satu upaya pembinaan terhadap dunia 

industri serta untuk meningkatkan tertib usaha dan tertib adninistrasi usaha 

industri di Kabupaten Bantul. 



Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi, Perda ini mengandung 

materi muatan sebagai berikut: 

Pasall4 Pemegang kin industri mempunyai hak sebagai berikut: 
a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan; 
b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk 

kelangsungan kegiatannya; 
c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan 

sesuai dengan bentuk pelayanan bidang perindustrim yang 
diberikan. 

Pasa! 15 
(1) Pemegang izin industri mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang- 
undangan dan peraturan teknis yang berlaku; 

b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan 
harmonis dengan linghngan tempat melakukan kegiatannya; 

c. mendaftarkan perusahaannya setelah memperoieh izin 
industri dalan daftar perusahaan ke Kepala Dinas. 

d. menyampaikan laporan produksi atau informasi industri 
secara berkala kepada Kepala Diaas. 

(2) Tata cara laporau produksi atau infomasi sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf d diatur dengan Keputusan Kepala Dinas. 

Pasall5 Pemerintah Daerah berkewajiban : 
a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

kepada pemegang izin; 
b. menjamin pemegang izin industri dalam menyelenggarakan 

kegiatan sesuai peruntukannya. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu1 Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Sistem Penyelenggaman Pendidikan di Kabupaten Bantu1 

Urusan pendidikan men~pakan urusan wajib kewenangan 

pemerhtahan daerah. Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan 

pendidikan yang mapahan  kewenangan wajib kepada daerah otonom. 



Pertimbangan ditetapkan Pemturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

13 Tahun 2002, sebagai benkut: 

a. bahwa dalam peldksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah 
berwenang ddam penyelenggaraan pendidikan; 

b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut 
norma-norma pendidikan yang mengacu pada sistem pendidikan 
nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasioana; 

c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab 
bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang diarahkan 
untuk mewujudkan manusia seutuhnya. 

Pasal2: Maksud Penyeknggaraan Pedidikan di Daerah adalah: 
a. untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat 

dalam rangka memberikan dan memperluas keseinpatan 
memperoleh pendidikan; 

b. untuk meningkatkan mutu pada semua jenjang, jenis dan jalur 
pendidikau, 

c. untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap 
pendidikan 

Pasal3: Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan mewujudkan 
masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berahlak 
mulia serta sehat jasmani dan rohani 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidkin di Kabupaten Bantul, mengandung maten muatan hdk-hak 

ekonomi, sosial khususnya ddam bidang pendidikan. Pengaturan Hak 

Ekonomi d m  Hak dalam memenuhi hak pendidikan termuat dalam pasal- 

pasal antara lain pada: 

Pasall angka 16: Satuan pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan 
pada semua jalur, jenjang dan jenis yang dilakukan ole11 
Pemerintah dan atau masyarakat 

Pasal5 ayat (1) : Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada 
kebutuhan masyarakat 

ayat (2) : Tata cara pendirian diatur oleh Bupati, tertib yang berIaku 
di lingkungan satuan pendidikan masing-masing dengan 
dikomultasikan DPRD 



Pasal7 ayat (5) : Satuan pendidikan yang dil-an oleh masyarakat 
dapat menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas 
masing-masing dengan tetap memperhatikan liak-hak 
peserta didik. 

Pasal9 ayat (1) : Penmintah Daerah berkewajiban mengalokasikan 
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh) persen dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
pembangunan selctor pendidikan 

Pasal9 ayat (7) : Masyarakat yang tidak mampu berhak memperoleh 
perlakuan khusus dalam pembiayaan pendidikan 

Pasal 11 ayat (1): Peserta didik berkewajiban memenuhi tata tertib yang 
berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing 

ayat (2): Peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, 
pembelajaran, dan pelatihan secara layak 

ayat(3): Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan 
perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlinduugan 
dari setiap gangguan dm ancaman 

ayat (4): Peserta didik berhak mengajukan saran dan berperan serta 
dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan 
pendidkan 

ayat (5): Peserta didik berhak pindah sekolah antar lembaga 
pendidikan 

ayat (6): Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dan 
bimbingan agama sesuai agama yang dianutnya 

Pasall3 ayat (1): Masyarakat berhak untuk berperan serta dan bertanggung 
jawab dalam penyelenggaraan pendidikan 

ayat (2): Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
antara dunia usaha dan dunia pendidikan 

ayat(3): Masyarakat pendidikan berkewajiban memberikan 
kontribusi bagi pembangunan selctor pendidikan di daerah 

3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantu1 Nomor 16 Tahun 2002 tentang 

Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantu1 

Ditinjau dari kewenangan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah 

berkewajiban memberikan pembinaaan, pengawasan dan pengendalian bagi 

pemegang Swat Ijin Praktek (SIP); menjamin pemegang SIP dalam 

menyelenggarakan kegiatan sesuai peruntukannya. Adapaun pelaksana 



Perda ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan (Pasal 32 Peda Kabupaten 

Bantul Nomor 16 Tahun 2002). Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga 

Medis di Kabupaten Bantul yaitu: 

d. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan sejalan dengan upaya 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan 
pelayanan kesehatan yang dilaksanakan ole11 tenaga medis, sehingga 
perlu diatur pemberian izin praktikuya; 

e. banwa Pemerintah dan organisasi profesi sebagai pembina tenaga 
medis perlu didayagunakan agar upaya peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal 

Penjelasan: Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi tenaga 
medis yang telah melaksanakan tugas profesinya diperlukan ijin praktek 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
Ditetapkannya perda ini sebagai konsekuensi pelaksanaan otonoini daerah di 
bidang kesehatan, s e l ~ g g a  semua tenaga medis yang ada di daerah wajib 
tunduk dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam perda ini. 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2092 tentang Ijin Praktik Bagi Tenaga 

Medis Di Kabupaten Bantul, mengandung materi muatan hak-11ak ekonomi 

dan sosial khususnya dalam bidang kesehatan. Pengaturan Hak Ekonomi 

dan Hak dalam memenhuhi hak kesehatan termuat dalam pasal-pasal antara 

lain pada: 

Pasal 1 bahwa Izin praktek bagi tenaga medis adalah izin yang diberikan 
ole11 Pemerintah Daerah bagi tenaga medis untuk melakukan 
pelayanan kesebatan sesuai dengan profesinya. 

Pasal 7 bahwa Pemegang SIP berhak melakukan kegiatan sesuai SIP yang 
dimiliki; mendapatkan pembinaan dari Perne~tah Daerah untuk 
kelangsungan hidupnya 

Pasal 8 bahwa pernegang SIP wajib mentaati segala ketentuan sesuai SIP 
yang dimilik; melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuau 
peraturan perundang-undangan teknis bidang kesehatan yang 
berlaku, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 
tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta layak bagi 
masyarakat; menciptakan rasa nyaman, aman dan membina 



hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan 
kegiatannya; melakukan kegiatan pelayanan kesehtan sesuai SIP 
yang dimiliki. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang 

Perizinan Bagi Tenaga Keperawa tan di Kabupaten Bantul (dirzibah 

dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2008) 

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan Pernerintahan 

Daerah, ditetapkannya Perda ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan 

otonomi daerah di bidang kesehatan, karena. Pernerintahan Daerah 

mempunyai kewajibau untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga 

keperawatan, untuk itu diperlukan ijin untuk melaksanakan tugas profesinya 

agar tunduk dengau perda ini. Pertimbaugan ditetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizirian Bagi Tenaga 

Keperawatan di Kabupaten Bantul, sebagai b e f i t  : 

- bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan sejalan dengan upaya 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan 
pelayanan kesehtan yang ddaksmkm oleh Tenaga Keperawatan, 
sehingga perlu diatur pemberian perizinan bagi tenaga keperawatan; 

- bahwa Pemerintah dan organisasi profesi sebagai pembina tenaga 
keperawatan perlu dioptimalkan peran dan fungsinya agar tercapai 
peningkatan mutu pelayanan kesehtan secara optimal 

Penjelasan: tenaga keperawatan yang bertugas sebagai pelaksana atau 
pernberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi 
pendidikan yang diperolehnya, selzingga terkait & A g a n  lmk dan 
kewajibannya. 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonorni dan Hak Sosial, Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga 

Keperawatan di Kabupaten Bantul, inemuat materi muatan lmk kesehatan 

dW atas pekerjaan disamping memuat hak juga memuat kewajibau 



karena perizjnnan merupakan salah satu unsw untuk memperoleh hak. 

Perizinan bagi tenaga keperawatan juga diperlukan dalam rangka pembinaan 

dan pengawasan bagi tenaga keperawatan yang bersanglcutan dan 

memberikan hak kesempatan bekerja. Hal ini Pemerintah Daerah sekaligus 

memberikan hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan 

Selain itu usaha pembinaan dan pengawasan sebagai tugas Peinerintah 

Daerah, juga merupakan kewajiban bagi organisasi profesi yang 

bersangkutan. Oleh karena itu setiap tindakan hukum yang aka.  

diberlahkm bagi tenaga kepanwatan, pemerintah Daerah diwajibkan 

senantiasa berkomunikasi dengan organisasi profesi yang bersangkutan. 

Dalam perda ini mengandung materi muatan hak-hak ekonomi dan 

sosial bagi tenaga keperawatan, antara lain terdapat pada: 

Pasal12 bahwa Pwwat dalam melakukan praktik keperawatan wajib: 
a) melakukan tindakan sesuai kewenangan yang diberikan, 

berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta standar profesi; 
b) membantq program pemerintalz dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyamkat; 
C) senantiasa meningkatkan mutu pelayanan proksinya hngan 

menghti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya 

Pasal 18 bahwa pemegang surat ijin bmhak melakukan kegiaatan sesuai ijin 
yang dimiliki; berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah 
Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; berhak mendapatkan 
pengakuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk 
menyelenggarakan kegia-ya sesuai izin yang dimiliki. 

Pasal 30 bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan 
bagi tenaga keperawatan yang diberikan 

Pasal 33 ayat (2) bahwa dalam rangka operasional penyelenggaraan 
perizinan bagi tenaga keperawatan disediakan anggaran 
operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bantul. 



Dengan berjalanqa w a b ,  Perda ini mengalami perubahan dan selanjutnya 

Perda dirubah pada tahun 2008 dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9, 

disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan kondisi yang ada. 

D. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Bantul 

Urusan Pariwisata dan kebudayaan lnerupakan urusan wajib 

kewenangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, sebagai 

a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan 
otonorni daerah yang luas, nyata clan bertanggung jawab berdasarkan 
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam 
pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kebudayaan, perlu 
menyempurnakan kelembagaan Dinas Pariwisata Kebudayaan di 
Kabupaten Bantul 

Pasal3 bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur 
pelaksana pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan dan 
kebudayaan 

Pasal4 bahwa tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah 
melaksanakan kewenangan daerah di bidang kepariwisataan dan 
kebudayaan 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak 

Budaya, sektor kepariwisataan merupakan sektor yang hams mendapatkan 



perhatian khusus dalam pembangunau perekonomian di Kabupaten Bantu1 

karena sektor kepariwisataan mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain 

yang mendukung kepariwisataan. Dalam pembangunan kepariwisataan, 

perlu dilakukan integrasi dengan bidang kebudayaan dengan langkah- 

langkah yang dimuat dalam penjelasan perda ini, dijelaskan sebagai berikut: 

a. mengembangkan dan membina kebudayaan daeral~ yang dapat 
mendukung pelestarian budaya nasional yang bersumber dari warisan 
budaya leluhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai 
universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup 
bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa; 

b. mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk 
mencapai sasaran inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas 
kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan 
agama, serta mexhberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak 
cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya; 

c. melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta 
menggalakkan dan menggalakkan sentra-sentra kesenian untuk 
merangsang berkembangnya kesenian daerah yang mendukung 
kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatic sehingga 
menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri; 

d. menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wal~ana 
pengembangan kepariwisataan dan mempromosikan ke berbagai agen 
wisata di dalam dan luar negeri; 

e. mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan 
terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan 
kriteria ekonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan 
tidak merusak lingkungan. 

Jadi, dengan, ditetapkannya perda ini untuk menyempurnakan pemenuhan di 

bidang hak kebudayaan melalui kelembagaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan di Kabupaten Bantul. 



2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. 

Urusan pendidikan rnentpakan untsan wajll, kewenangan Pemerintah 

Daerah. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bantul, sebagai berikut: 

- bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasii guna pelaksanaan 
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan 
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
menyempurnakan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten 
Bantul; 

- bahwa untuk mencapai daya guna dan h i 1  guna yang optimal dalam 
pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pendidikan, perlu 
menyeinpurnakan kelembagaan Dinas Pendidkan dan Kebudayaan 
Bantul rnenjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul 

Pasal3 bahwa Dinas Pendidikan ~nerupakan unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah di bidang pendidikan 

Pasal4 bahwa Tugas Pokok Dinas Pendidikan adalah melahanakan 
kewenangan daerah di bidang pendidikan 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 

sejalan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantu1 telah ditetapkan 

dalam Rencana strategis, bidang pendidikan merupakan prioritas utarna 

pembangunan di Kabupaten BantuL Oleh karena itu dalam mengoptimalkan 

tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang 

pendid- ditetapkan menjadi kelembagaan tersendiri dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Bantul menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bantul. 



3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul (dirubah 

dengan Perda Gbupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008) 

Ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah, kesehatan merupakan 

urusan wajib pemerintah daerah. Pada penjelasan Perda ini disebutkan 

bahwa ssebagai realisasi pelaksanaan desentrahsasi bidang kesehatan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 

Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul. 

Untuk melaksanakan kewenangan wajib bidang kesehatan sebagahnana 

diatur dalam Perahran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan produk 

hukurn daerah dalam rangka memberikan pelayanan periziaan 

penyelenggaraan sarana kesehatan kepada masyarakat. 

Pertimbangan ditetapkau Perahran Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 

14 Tallun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten 

Bantul, sebagai berikut: 

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat 
daiarn memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan, perlu 
pmbinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana kesehatan 
yang dilaksanakan oleh masyarakat; 

b. bahwa upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana 
huruf a, melalui pengaturan izin penyelenggaraan sarana kesehatan 

Perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan kepada sarana 
kesehatan ymg dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, sedangkan untuk 
sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintall Daeral~ tidak 
diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini, karena sarana kesehatan 
dimaksud secara operasional di bawah pengawasan dan pengendalian 



Pemerintah Daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
pada sarana kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dan swasta sesuai 
dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi dan Sosial, bahwa 

perda ini selain inengatur hak juga inengatur kewajiban dalam 

penyelenggaraan kesehatan, terdapat pada: 

Pasal2 ayat (1) Setiap orang atau badan hukum dapat menyelenggarakan 
sarana kesehatan. 

Pasal3 ayat (1) Setiap penyelenggaraan sarana kesehatan wajib 
memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan tebnis yang 
berlaku. 

ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal4 ayat (1) Setiap penyelenggara sarana kesehatan harus memiliki 
izin dari Kepala Dinas. 

Pasall 1 Penyelenggara sarana kesehatan berhak: 
a. melakukau kegiatan sesuai izin yang dimiliki; 
b. mendapatkan pembinaan .dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan 

kegiatannya; 
c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan ymg diberikan; 
d. - mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari 

Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat. 

Pasall2 Peny elenggara sarana kesehatan berkewaj i b m  
a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis 

kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. melaksanakan fimgsi sosial sarana kesehatan; 
c. menciptakm rasa nyaman, aman d m  membina hubungan harmonis 

dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; 
d. memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat 

oleh tarnu; 
e. memasang izin penyelenggaraan pada sarana kesehatan yang 

bersangkutan apabila telah melakukan kegitan pelayanan kesehatan. 

Pasal 13 Pemerintah Daerah berkewajiban: 
a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; 
b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkman kejadian yang 

dapat menimbulkan gangguan clan atau bahaya terhadap 
kesehatan; 



c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan sarana 
kesehatan; 

d. memberikan peinbinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 
sarana kesehatan yang ada di Daerah. 

E, PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul 

(dirubah dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008) 

Urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib kewenangan .Pemerintah 

Daerah. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 1 Tahun 2095 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja 

Di Kabupaten Bantul dan berdasarkan UU R.I. Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: 

a. bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 
ketenagakerjaan tidak hanya merupakan pennasalahan daerah, namun 
merupakan permasalahan nasional, sebingga harus diselesaikan secara 
sinergis, terpadu dm berkesinambungan. Pennasalahan dimaksud 
antara lain tingginya tenaga kerja yang menganggur dan setengah 
menganggur, masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 
dan belum memadainya perlindungan tefhadap tenaga kerja termasuk 
tenaga kerja ke luar negeri; 

b. bahwa penyelenggaraan penempatan tenaga kerja hams sesuai dengan 
keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan 
memperhahkan barkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, 
yang merupakan tanggung jawab bersama antam Pemerintah, pemberi 
kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja dan masyarakat; 

c. bahwa agar penempatan tenaga kerja dapat dilaksanakan secant benar, 
tertib dan terpadu serta memberikan jaminan perlindungan tenaga 
kerja, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penempatan 
tenaga kerja; 

d. untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan, dalam rangka 
pelaksanaan berbagai prograin pembangunan bidang ketenagakerjaan, 
dalam ha1 penyelenggaraan penempatan tenaga kerja, pemerintah 



daerah perlu menetaph pedoman bagi semua plhak yang 
berkepentingan dalam penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. 

Pasal 15 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban: 
a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada 

pemberi kerja clan pelaksana penempatan tenaga kerja yang 
melaksanakan kegiatan usaha di daerah-, 

b. menjamin penyelenggaraan penanpatan tenaga kerja yang 
mendapatkan swat persetujuan untuk melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tugasnya; 

c. melindungi tenaga kerja terhadap segala kemungkman yang dapat 
merugrkan dan membahayakan tenaga ke~ja 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-ha% Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 

perda ini mengandung materi hak ketenagakerjaan. Pernberi kerja atau 

pelaksana penempatan tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban, 

pemerintah daerah juga telah menjamin dan melindungi tenaga kerja. 

F. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Larangan Pelacul-an di Kabupaten Bantul 

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 

Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul: 

a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan 
martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan 
hsusilaan, serta visi Kabupaten Bantul yaitu Projotamansari, 
Sejahtera, Demoknitis dm Agamis; 

b. bahwa pelacuran akan berdampak pada tirnbulnya gangguan 
kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan 
masyarakat sehingga harus diarang di seluruh wilayah Kabupatm 
Bantul. 



Disebutkan pula dalam penjelasan bahwa pelacuran juga mengganggu 
ketertiban umum, dapat menimbulkan dampak negatif dari berbagai sektor 
perikehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, keamanan, sehinga harus 
dilakukan penertiban setiap saaat dalam rangka memberikan efek jera bagi 
setiap orang yang m e U a n  pelacuran di daemh. 

Tujuan Perda yang dirnuat dalan Pasal 2 Peraturan Daerall 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 adalah bahwa perahuan daerah ini 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di daerah. Jika 

mencermati tujuan tersebut, perda ini sebenarnya sudah jelas, ditinjau dari 

kewenangan Pemerintah D,aerah, penyelenggaraan ketertiban masyarakat 

men~pakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk kabupatenlkota 

(Pasall4 huruf c UU RI. No. 32 Tahun 2004). 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tal~un 2007 tentang 

Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul merupakan perda yang 

menimbulkan kotroversi. Pihak Pemerintah Daerah menetapkan peraturan 

daerah tersebut dengan pertimbaugan untuk menertibkan wilayah 

Kabupaten Bantul, narnun ada pihak-pihak lain yang merasa hak-haknya 

terlanggar, dm peratum daerab tersebut cenderung diskrimhatif. 

Sementara Edi Susilo mengatakan, pihaknya sangat menghargai 
pendapat dari aliansi yang menolak Perda Larangan Pelacuran. "Ini bagian 
dari upaya untuk membuat aturan yang kondusif," h y a  sembari 
menambahkan, kalau pun produk Pemda diajukan judicial review, itu sah- 
sah saja meski dalam proses penyusunannya sudah baik dan sesuai 
prosedur. Dikemukakan, Perda yang disahkan 12 April 2007 tersebut 
disusun atas pertimbangan norma, agama dan etika. Perda ini merupakan 
salah satu upaya untuk mengirnplementasikan visi Kabupaten Bantul 
Projotamansari sejahtera, demokratis dan agamis. "Sebelum disahkan, karni 
juga sudah mengundang sejumlah elemen masyarakat untuk dimintai 



pendapat termasuk mucikari dan PSK-nya juga datang. Dan tidak ada satu 
pun yang menolak Perda tersebut," tandasnya. 107 

Kamala Candra Kirana (Ketua Komnas Perempuan) mengatakan, 
Perda-perda larangan pelacuran memunculkan peluang bagi terjadinya 
pelanggaran HAM perempuan yang mencari nafkah dari kerja seks 
komersial. Mereka sering kali menjadi sasaran penyerangan oleh aparat 
resmi maupun kelompok sipil. "Apapun alasannya hingga mereka menjadi 
pekerja seks, kita tidak bisa meniadakan realitas. Kita akan bersalah 
melakukan pelanggaran HAM jika kita mengabakin kemanusiaan dari para 
pekerja seks," jelasnya. Pihahya juga mengirnbau agar komunitas peduli 
HAM dan perempuan tidak sekadar menentang Perda pelacuran di Bantul. 
Tapi ju a menawarkan altematif kebijakan yang berperspektif HAM dan 
jender. 16 

Ditinjau dari Pengaturan Hak-hak Ekonorni, Sosial, dan Budaya, Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di 

Kabupaten Bantul, sudah memenuhi hak-hak kesehatan, keamanan, 

keterti'ban dan tidak diskriminatif Kalaupun ada yang merasa terlanggar 

haknya, seharusnya diperhatikan juga mengenai kewajiban manusia sebagai 

warga negara yang hams mentaati peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau di daerah juga taat 

pada peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan, Penjualan 

Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (dirtibah dengan Perda 

Kabupaten Bantu1 N m r  23 Tahun 2008). 

Ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah, tujuan ditetapkan perda ini 

'07 D h  diskusi publik 'Per& No 512007 iialam Pe~speldlf Agarna, HAM dan Perempuan' di Bursa Ago 
Iogja @AJ) Ialan Bantul. Selasa (2416). Hadir sebagai pembieara Edy Susilo (mantan Ketua Pansus Perda No 
512007), KH Husein Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren Daruttauhid Cirebon), Kamala Candra Kirana 
(Ketua Komnas Perempwn).htt~://w~~.kr.co.id/webldetail, 25 Iuni 2008. 
'08 Ibid. 



antam lain untuk mengafasi permadahan sosial, efek kesehatan dan 

ketertiban seluruh aspek kehidupan masyarakat, inaka pehnbangan 

ditetapkan Perahran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan, Penjualan 

Minuman BeralkoIhol di Kabupaten Bantul sebagai bedcut: 

- bahwa minuman beralkohol inerupakan produk yang sangat terkait 
dengan efek kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan 
visi Kabupaten Bantul Projotamansari, Sejahtera Demokratis dan 
Agamis, sehingga perlu ditakukan pengawasan dan pengendalian 
terhadap peredaran, dan pelarangan penjualannya di Kabupaten Bantul. 

Dalam Penjelasan Perda ini disebutkan; 
- bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkolhol merupakan 

permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian seinua pihak, 
baik aparat pemerintah, tobli masyarakat maupun masyarakat pada 
umumflya, karma bertmtangan d e w  nilai-nilai sosial, keagamaan, 
kefemban dan seluruh aspek kehidupan masyarakat; 

- bahwa Perda ini mengatw pengawasan, pengendalian pengedaran dan 
pelarangan penjualan minuman beralkohol untuk melakukan 
penegakan hukum terhadap pelanggaran perahmu pmdang-  
undangan di bidang pengawasan, pengendalian pengedaran dan 
pelarangan penjualan minuman beralkolhol. 

Ditinjau dari Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, perda 

ini mengandung materi hak kesehatan dan hak kesejahteraan termuat pada: 

Pasal7: Bupati &pat menetapkan tempat untuk pmjualan langsung untuk 
diminum d a .  pengecer dalam kemasan minuman beralkohol 
golongan B yang mengandung rernpali-rempah, jamu dan 
sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya 
setinggi-tingginya 15% ( h a  belas perseratus) sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal8: Penjual langsung minuman beralkolhol, pengecer minuman 
beralkolhol dan penjual langsung dadatau pengecer minuman 
beralkolhol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. berbentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki 

Warga Negara Indonesia; 



b. memiliki SIUP, dan SIUP MB sebagai penjual langsung 
danlatau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C; 

c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan 
baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi 
d a b  m e b -  ketentuan peredaran minuman 
beralkohol. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Penetapan Urwan Wajib dan P i n  Kabupaten Bantul 

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

13 T a b  2007 tentang Penetapan Urusan Pemeriniahan Wajib dan Pilihan 

Kabupaten Bantul, sebagai berikut: 

- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) P e r a m  
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan 
Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib 
dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Penjelasan Perda 

ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah diatur pada: 

Pasal4: bahwa Urusan Pemerhtahan Wajib dan Pilihan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah 

Pasal5: bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
menjadi kewenangannya Daerah dapat: 
a. menyelenggarakan s enw,  atau 
b. menugaskan danlatau menyerahkan sebagian urusan 

pemerintahan kepada pemerintah desa berdasmkan asas tugas 
pembantuan. 

Untuk mengetahui Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial,Dan Budaya, 

Perda ini mengandung unsur bidang hak-ha. ekonomi, sosial, dan budaya. 

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Bantul Nomor 13 



Tahun 2007, bahwa Urusan Pernerintahan Wajib yang dilaksanakan oleh 

Daerah meliputi: 

1) pendidikan; 
2) kesehatan; 
3) lingkungan hidup; 
4) pekerjaan umum; 
5) penat= m g ,  
6) perencanaan pembangunan; 
7) perumahan 
8) kepemudaan dan olah raga; 
9) penanaman modal; 
10) koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
11) kependudukan dan catatan sipil; 
12) ketenagakerjaan 
13) ketabmn pangan 
14) pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak; 
15) keluarga berencana dan keluarga sejal~tera; 
16) perhubungan; 
17) komunikasi dan informatika; 
18) pertanahan; 
19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
20) otonomi daerah, pernerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 
2 1) pemberdayaan masyarakat dan desa; 
22) sosial; 
23) kebudayaan; 
24) statistik; 
25) kearsipan; dan 
26) perpustakaan 

Pasal3 Perda Kabupaten Bantu1 Nomor 13 Tahun 2007, bahwa Urusan 

Pemerinta3.m Pilihan yang dilaksanakan oleh Daerah meliputi: 

Kelautan dan perikanan 
Pertanian 
Kehu- 
Energi dan sumber daya mineral 
Pariwisata 
Industri 
Perdagangan 
Ketransmigrasian 



G. PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 

tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul 

Urusan industri merupakan urusan pilihan kewenangan pemerintah 

Daerah. Pertimbangan ditetapkan perda ini diuraikan sebagai berikut: 

- bahwa dalam rangka pelaksanam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkmgan 
Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat daerah yang 
bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas 
pembautuan di bidang perijinan, oleh karma itu bebempa ketentuan 
yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 
2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul perlu diadakan 
penyesuaian 

dalam Penjelasan Umum diurahn sebagai berht :  
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

perizinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas 
pembantuan di bidang perkina  Oleh karena itu pelayanan usaha 
rekreasi dan hiburan mum yang sehma ini dilakukan oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu dilakukan sinkronisasi 
melalui perangkat daerah dimaksud. 

- Untuk memberikan kepastian hukum bagi permgkat daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan 
daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan, maka beberapa 
Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu dilakukan 
penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fimgsi dan wewenang 
perangkat daerah dimaksud tanpa meninggab tugas pengawasan dan 
pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait 
izin yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui Pengatman Hak Ekonomi dalam Perda Kabupaten 

Bantul bahwa industri merupakan hak ekonomi untuk memperoleh hak 

kesejahteraan Disamping untuk memperoleh hak tentu saja diharuskan 



mempunyai tanggung jawab dan untuk memenuhi kewajiban diperlukan ijin 

kepada Peinerintah Daerah agar hak dan kewajibannya terlindungi. 

Untuk mengetahui Pengatman Flak Ekonorni d a h  Perda ini dapat 

dilihat pada materi muatannya antara lain terdapat pada; 

Pasall 
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan 

dengan kegiatan industri. 
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baky bahan setengah jadi dan barang jadi menjadi barang 
dengan nilai iebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan 
di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangau., 
perusalman, persekutuan dan dan atau badan hukum yang 
berkedudukan di Republik Indonesia. 

9. Kelompok Inhstri adalah bagian ultama kegiatan industri, 
kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri 
dasar, kelompok industri hilir dm kelompok industri kecil. 

10. Izin Industri adalah izin yang diberikan oleh Dinas Perindusbian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantu1 kepada perusahaan 
yang melakukan kegiatan industri 

Pasal 15 

(1) Pemegang izin industri mempunyai kewajiban sebagai berikut : 
a. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang- 

undangan dan peraturan teknis yang berlaku; 
b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan 

hamonis dengan ligkungan tempat melakukan kegiatannya; 
c. mendaftarkan perusahaannya setelah memperoleh izin 

industri dalam daftar perusahaan ke Kepala Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan 

d. menyampailcan laporan prduksi atau informasi industri 
secara berkala kepada Kepala Dinas Perindusbian, 
Perdagangan dan Koperasi. 

(2) Tata cara laporan produksi atau i n f o m i  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi. 



Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 

tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten BanN 

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah 

Daerah,. Perda ini merupakan Perda yang menyempurnakan Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana 

Kesehatan di Kabupaten Bantul. Pertimbangan ditetapkan Perda Kabupaten 

Bantul Nomor 14 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: 

- bahwa berdasarkau Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat 
daeral~ yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan 
tugas p d a n t u a n  di bidang perijinan, sehingga beberapa ketentuau 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantu1 perlu 
diadakan penyesuaian 

Dalam Penjelasan Umum dijelaskan sebagai berikut: 
a. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas 
khusus melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan 
tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayauan izin 
penyelenggaraan sarana kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul perlu dilakukan sin&onisasi 
melalui perangkat daerah dimaksud. 

b. Untuk memberikan kepastian h h  bagi perangkat daerah yang 
melaksanakan m a n  nunah tangga pemerintahan daerah dan tugas 
pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah 
yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga 
mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud 
tanpa meninggalkan tugas pengawasau dm pengendalian bagi 
perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang 
bersangkutan. 



Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 mengandung materi 

muatan hak ekonomi dan sosial, khususnya hak kesehatan dalam ha1 

pelayanan kesehatan, ditemukan dalam p a d  sebagai berikut: 

Pasall 
angka 9 : Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan 

untuk mernelihara dan meningkatkan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok atau 
yayasan dalam bentuk sarana pelayanan kesehatan. 

angka 21: Penyelenggara sarana kesehatan seseorang yang bertanggung 
jawab erhadap penyelenggaraan sarana kesehatan. 

angka 22 : Perizinan sarana ksehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau 
mengoperasionalkan sarana kesehatan yang meliputi izin 
pendirian sarana kesehatan san izin penyelenggaraan sarana 
kesehatan. 

angka23: Izin pendirian sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan 
untuk mendirikan sarana kesehatan. 

angka24: Izin penyelenggaraan sarafza kesehatan adalah izin yang 
diperlukan untuk mengoperasionalkan sarana kesehatan. 

Pasal2 ayat (1) : Setiap orang atau badan hukurn dapat menyelenggarakan 
sarana kesehatan. 

3. Peratman. Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten 

Bantul 

Urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah 

Daerah,. Perda ini maupakan penyempurnaan dari Perda Kabupaten Bantul 

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di 

Kabupaten Bantul. P h b a n g a n  ditetapkan Perda Kabupaten Bantul 

Nomor 14 Tahun 2008, sebagai berikut: 

- bahwa dalam rangka mngwangi angka pengangguran di Kabupaten 
Bantul, diperlukan kebijakan daerah yang meringankan beban pencari 



kerja dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di 
luar negeri 

Dalarn Penjelasan Umum dijelaskan sebagai baikut: 
- bahwa Kemudahan dalam pelayanan penyelenggaraan penempatan 

tenaga keja merupalcan bagian integral dari upaya-upaya untuk 
pengentasan kerniskinan di Kabupaten Bantul, sehingga beberapa 
kebijakan daerah yang terkait pungutan daerah di bidang 
penyelenggaraan penempatan tenaga kerja perlu dilakukan evaluasi 
sehingga mendorong kemampuan pencari kerja mtuk memperoleh 
kesempatan ke rja di dalam negeri maupun di luar negeri. - beberapa retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga 
Kerja di Kabupaten Baatul, dalam pelaksanaannya ternyata 
menimbulkan beban baru bagi calon tenaga kerja, sehingga biaya 
pengurusan untuk memperoleh kesempatan kerja menjadi bertanball. 
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 
Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan. 

Untuk mengetahui pengaturan hak-hak ekonomi, sosial dalam Perda 

Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 mengandung materi muatan 

khususnya hak memperoleh peke jaan dan hak kesejahteraan, dalam hal 

pelayanan tenaga kerja terdapat pada: 

Pasal30 ayat (1): Untuk mencapai standar pelayanan minimal 
penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Pemerintah 
Daerah memberikan subsidi biaya pelayanan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Per& Kabupaten Bantul Nomor 5 Trrhun 2007 

tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan 

Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten BantuJ 

Perda Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 mengandung materi 

muatan pengaturan hak sosial yang berkaitan dengan pelayanan kepada 



masyarakat di bidang perijinan, terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

"Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran 
dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib 
memiliki SIUP dan SlUP MB dari Dinas Perijinan" 

Dalam Penjelasan Perda Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 
diuraikan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakm urusan nunah tangga pemerjntahan daemh dan tugas 
pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan Pengawasan, 
Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol 
yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindusbian, Perdagangan dm 
Koperasi kabupaten Bantul perlu penyesuaian melalui perangkat daerah 
dimaksud. 

Untuk mernberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang 

melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang perijinan, lnaka beberapa peraturan daerah yang 

mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung 

tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa 

meninggalkan tugas pengawasan clan pengendalian bagi perangkat daerah 

yang rnelaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan. Perda Kabupaten 

Bantd Nomor 23 Tahun 2008 menyempumakan Perda Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan 

P e h g a n  Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bmtul 



5. Peratwan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2006-2010 

Perda Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 mengandung materi 

inuatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang penulis temukan dalarn 

tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul. 

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Bantul mempunyai tujuan yang bisa dijabarkan berikut ini: 

1. Meinpercepat pemuhhan kondisi sosial, budaya, dan ekonoini melalui 
pengembangan ekonomi lokal berwawasan lingkungan yang tangguh 
pasca gempa bumi 27 Mei 2006 serta mewujudkan ketahanau 
pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, 
memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Terwujudnya ekonorni yang sehat dan tangguh berbasis pada 

ekonomi lokal (industri kerajinan, agrobisnis, pasar tradisional d m  
wisata komunibs) yang berwawasan lingkungan; 

b. Meningkatnya ketahanan pangan dan stabilitas liarga pangan yang 
berbasis pada potensi sumberdaya lokal; 

c. Meningkatnya perm serta masyarakat dan swasta dalam 
mempercepat pengembangan dunia usaha, UMKM, dan koperasi; 

d. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan 
pengurangan risiko dan penanggulangan bencana; 

e. Berkumgnya kerentanan dan meningkatkan kapasibs masyarakat 
dalam menghadapi ancaman bencana; 

f Meningkatnya kerukunan masyarakat dan solidaritas sosial yang 
berbasis pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; 

g. Meningkatnya kemitraan dengan berbagai stake holders 
pembangunan; 

h. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang 
dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan; 

i. Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang lestari. 

2. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan prioritas 
meningkatkan kecerdasan dan derajat kesehatan masyarakat, dan 
percepatan produksi serta produktivitas sumber daya daerah yang 



didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Meningkatnya kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi 

lnasyarakat dalam pendidikan; 
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, d m  

partisipasi masyarakat dalam kesehatan; 
c. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, 

dan perlindungan tenaga kerj a; 
d. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pendapatan per 

kapita masyarakat; 
e. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kelompok rentan; 
f Meningkatnya pemanfaatan dan nilai tanbah sumber daya alzun; 
g. Meningkatnya ketahanan budaya lokal yang menunjang 

kepariwisataan; 
h. Meningkatnya prestasi olah raga dan kualitas generasi muda; 
i. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berlandaskan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME; 
j. Meningkatnya pembangunan berdasarkan keunggulan daerah; 
k. Menempatkan dan memposisikan sumber daya dan dunia bisnis 

sebagai mitra pembangunan. 

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
bertanggung jawab dengan menerapkau demokratisasi dalam segala 
aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin 
tegaknya supremasi hukum, memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Meningkatuya kapasitas perangkat daerah clan kemampuan 

pengelolaan keuangan daerah secara transparan, partisipatif, dan 
akuntabel; 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat; 
c. Meningkatnya kapasitas desa dalam melabsanakan otonomi desa; 
d. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat; 
e. Meningkatnya perlindungan terl~adap perempuan, anak, dan 

kelompok rentan 

H. ANALISIS 

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu menetapkan 

suatu peraturaa Menurut I.C. Van der Vlies, perahran adalah dasar dari negara 

hukum, untuk itu sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan sosial dm 



mengarahkan p d a k u  subyek h u h  ke arah tujuan tertentu di daerah diperlukan 

peraturan daerah. 

Berkenaan untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi warga 

masyarakat, Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan daerah dalam bidang 

pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosia1,dan budaya. 

Dalam pembuatan peraturan daerah diperlukan dasar yuridis agar 

memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dasar yuridis sangat penting dalam 

pembentukan perahran peruudang-undangan, karena antara lain menunjukkan 

adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.log 

Suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali pera&an daerah 

hams dibuat berdasarkan perintah baik secara atribusil10 maupun delegasi1l1 dari 

suatu peraturan perundang-mdangan yang lebih tinggi atau minimal sederajat. 

Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan Daerah 

di Kabupaten Bantul meliputi antara lain pemenuhan hak pelayanan kesehatan., 

hak kesehatan lingkungan, hak kesejahteraan, hak atas lingkungan yang baik, hak 

atas pendidikan, dan kebudayaan, penyelenggaraan sarana kesehatan, 

penyelenggaraan tenaga kerja, ijin industri,dan penyelenggaraan pendidikan. 

'09 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-udangan Indonesia, Penerbit IND-HILCO., Jakarta, 
1992, hlm. 14, dalam Zairin Harahap, "Pengaturan Transparansi Informasi dan Partisipasi dalam 
Peraturan Petundang-undangan", bahan kuliah Teori Petundang-undangan, Program Pasca 
Sarjana, Magister (52) llmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 
"O Atribusi adalah pemberian kewenangan rnembentuk peraturan pemdang-undangan yang 
diberikan oleh UUD atau undang-undang kepada suatu lembaga negaralpemerintahan. Dikutip dari 
Maria Farida Indrati S., Azas, Hierarki, dan Materi Muatan Peramran Perundang-undangan 
Daerak Disajikan dalam Rapat Kerja Teknis Perahran Penmdang-undangan Departemen Hukum 
dan HAM, Tangerang, 2006.. 
'I' Delegasi adalah pel impah kewenangan membentuk peratman pdang-undangan yang 
dilakukan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang- 
undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak Dikutip dari 
Maria Farida Indrati S., Azas, Hlerarkt, dan Materl Muatan Peramran Perundang-undangan 
Daerah, a i d .  



P e n m a n  mengenai kelembagaan unaik pemenuhan hak-hak ekonomi, 

sosial, dan budaya dalam bidang kesehatan, ketenagakedaan, kesejahteraan, 

pendidikan, dan kebudayaan di Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah yaitu pembentukan dinas: l2 

1 ) Dinas Kesehatan 

2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

3) Dinas Pendidikan dan Kebudayan, selajutnya diadakan perubahan menjadi 

Dinas Pendidikan sedangkan Dinas Kebudayaan bergabung dengan Dinas 

Pariwisata. 

4) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

6) Dinas Pendidikan 

dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. 

Lembaga teknis dalam bentuk dinasdinas seperti tersebut di atas yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah berarti Pemerintah D a d  Kabupaten Bantul 

telah rnelakukan upaya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosiadan budaya. Dengan 

demikian Pemerintah D a d  Kabupaten Bantul telah melaksanakan kewajibannya 

dengan mengimplementasikan Pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Asasi 

Manusia. 

'I2 Hasil penelitian penulis 



Menurut M u c h  bahwa Negara Republik Indonesia termasuk negara yang 

bertipe Welfae State (Negara Kesejahteraan), terdapat 4 (empat) fimgsi Negara 

Republik Indonesia yang harus dikelola, ha1 ini harus dapat diimplementasikan 

sampai tingkat daemh. Penelitian Penulis studi di Kabupaten Bantul diperoleh 

hasil bahwa fungsi negara telah diimplementasikan sampai tingkat Pemerintah 

Daerah, yang meliputi: ' l 3  

1). Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban. 
2). Fungsi kedua adalah tugas kesejahtem. 
3). Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan. 
4). Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudlcan ketertiban dan 

kesejahteraan dunia dalam arti yang luas pula 

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah 

Kabupaten Bantul telah menetapkan Perda untuk mengatur urusan wajib dan 

urusan pilihan. Hal ini Pemerintah Daerah menjalankan amanat dari Peraturau 

Pemerintah RI. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

KabupatenKota. Dengan dernikian telah jelas ada kekuatan hukum yang 

Ada 2 (dua) Perda yang mengatur secara khusus untuk menertibkan dan 

mengatasi masalah sosial yaitu Perda tentang Larangan Pelacuran dan Perda 

tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman 

BeraIkohol di Kabupaten BautuL 

Perda tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan 

Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, jika diteliti meskipun memenuhi asas 

'I3 Disarikan dari Dahlan Thaib, Loc.cit. 



legalitas narnun materi muatannya hanya mementin- pihalc-pihak tertentu saja, 

perda tersebut cenderung dimungkinkan ada penyalah gunaan kewenangan dan 

sulit untuk dihkukan pengawasan meskipun salah satu tujuan pertimbangan 

ditetapkan Perda adalah terkait dengan efek kesehatan dan ketertiban. 

Untuk menjamin sikap kehati-hatian tidalc menghalangi inisiatif yang 

tumbuh dari bawah, maka menurut Jiinly Assidiqie perlu dikembangkan 

1 .  Princip 'lex superiore derogat lex injriore ' mengharuskan norma hukum yang 
di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas. Akan tetapi, 
dalam pelaksanaanya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip lain yaitu 'lex 
specialis derogat lex generalis' bahwa norma hukum yang khusus, baik 
materinya maupun wilayah berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari 
norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma 
h h  yang bersifiit umum tersebut. 

2. dalam hukum dibedakan antara istilah pertentangan norma dengan 
ketidaksesuaian norma. Sebagai contoh, suatu peraturan daerah mutlak tidak 
boleh men- norma yang berlawanan atau bermtangan dengan norma yang 
diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika materi yang diatur 
bukan berlawanan hanya tidak sesuai dengan apa yang diahr dalam peraturan 
yang lebh tinggi, maka lml itu masih dapat diterima secara h u h n .  

3. dalam ha1 ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan 
dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan 
elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu inenyangkut tujuannya 
(doelmatigheid). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis 
pelaksanaannya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaim tujuan 
langsunguya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum 
menurut pengertian ketidak sesuaian seperti pada butir 2 tersebut di atas. 

Namun jika merninjam dehis i  Peraturan Daerah menurut Philipus M. Hadjon 

(a) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- 
undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya; 

'I4 Jimly Asshidiqie, http://www.thece1i.com/dokumenliumnlalliid~/jO12.shtml, Loc.cit. 
'I5 Philipus M .  Hadjon, dkk, Penganfar H u h  Adminis&zsi Indonesia, Loc.cit. 



(b) tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan 
pemdang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya; 

(c) tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga 
daerah tingkat bawahnya. 

maka Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan daerah 

juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan urnurn, peraturan perundang- 

undangan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang lebih tinggi tingkatamya, 

Perda tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan atau perda yang lebih tinggi tingkatamya berkenaan dengan 

Hak-hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya. Perda juga tidak boleh inengatur sesuatu 

hal yang termasuk wusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya. 

Apabila Perda di Kabupaten Bantul mengkuti definisi menurut Philipus M. 

Hadjon, implementasinya yang terjadi pada P.eaWan Daerah Kabupaten Bantul 

menyalahi aturan, khsusnya Perda tentang Lafangan Pelacuran karena materi 

Pelacuran telah dimuat dalam Bab XIV KUHP yang mengatur tentang kejabatan 

terhadap kesusilaan. Artinya Perda tentang Larangan Pelacuran tidak perlu 

ditetapkan, namlln jika mengacu pada pendapat Jirnly Asshidiqie, bahwa 

1 .  Princip 'lex superiore derogat lex infiriore ' inengharuskan norma hukurn 
yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas. 
Akan tetapi dalam pelaksanaaflya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip 
lain yaitu bahwa norma hukum yang khusus, baik materinya maupun 
wilayah berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari norma hukum 
yang bersifit urntun tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum 
yang bersifat m u m  tersebut. 

2. Dalam ha1 ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan 
dengan peraturan yang lain, maka penafiirannya disarankan dikaitkan 
dengan elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut 
tujuannya (doelmatigheid). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam 
teknis pelaksanaannya, sepanjang tidak inengganggu proses pencapaian 
tujuan langsungnya, maka keduanya inasih dapat diterima sebagai 
dokumenhukum 



maka Perda tentang Larangan Pelacuran dapat ditetapkan. Sedangkan menurut 

penulis, oleh karena Peraturan Daerah dibolehkan dibuat untuk mengatasi kondisi 

khusus dan permasalahan sosial maka penulis sependapat dengan Jimly Asssidiqie 

sebab dengan KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan belum 

dapat membuat efek jera kepada pelaku. Artinya meskipun sudah ada aturan 

hukum yang berlaku tingkat nasional namun belum dapat d iapl ikash sampai 

tingkat daerah. Untuk i t -  memang sudah seharusnya agar h u b  dapat menyentuh 

sampai tingkat daaerah perlu dibuat peraturan daerah agar dapat menimbulkan 

efek jera bagi pelaku kejahatan di tingkat daerah. 

Berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, 

kondisi secara keseluruhan belum sesuai mengikuti asas pembentuhan peraturan 

perundang-undangan yaitu adanya Perda tentang Larangan Pelacuran. Perda ini 

m e n i m b u h  kontroversi di masyarakat di pihak pemerintah daerah 

mengingmkan pengaturan untuk menertibkan wilayah namun di pihak lain merasa 

hak sosial dan hak kesejahteraannya terlanggar. Berarti Perda ini mengandung 

rumusan yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat, namun setelah penulis teliti, 

sebenarnya tidak ada permasalahan, a h y a  perda tersebut tidak perlu di yudicial 

review hanya saja, setelah perda tersebut ditetapkan, pemerintah daerah belum 

memberikan solusi terhadap masyarakai yang merasa hak-haknya menjadi 

dibatasi. Untuk itu maka seharusnya pemerintah daerah setelah menetapkan suatu 

peraturan daemh agar dipersiapkan juga sarana dan prasarana pendukungnya 

unhk mencegah terjadinya penolakan terhadap Perda yang telali ditetapkan. 



Jika mengacu dari Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Perahuan Perundang-undangan, mengenai inateri muatan Peraturan 

Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasall2 yang berbunyi sebagai berikut: 

"Materi muatan Pemturan Daerah adalah seluruh maten muatan dalam 
rangka penyelenggaraan otonorni daerah dan tugas pembantuan, dan 
meaampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peratmu 
perundang-undangan yang lebih tinggi". 

Juga mengacu pada Pasal 136 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerhhhan Daerah yang mengatur bahwa Perda dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota inerupakan penjabaran 

lebih lanjut dari peraturan pemdang-undangan yang lebih tinggi, dilarang 

bertentangan dengan kepenthgan umum danlatau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Dengan demikian maka pengaturan hak-hak ekonomi, sosial 

dan budaya dalam pemturan daerah merupakan penjabaran dari materi muatan 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat pada peraturan pemdang- 

undangan yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya antara lain yang 

terdapat pada UUD Negara RI.  1945, UU RI. Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, UU R.I. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Intef~a~ional Hak-hak Ekonomi, Sosid dan Budaya dan peraturan perundang- 

undangan lainnya berkenaau dengan unsur bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Maria Farida Indriati s116 yang 

juga merumuskan Pasal 136 Undang-Undang R.I. Nomor 32 T a b  2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa h g s i  peraturan daerah yaitu menyelenggarakan 

pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonolni dan tugas pembantuan; 

l6 Maria Farida 5, Loc.cit. 



menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut p e r a m  

pemdang-undangan yang lebih tinggi; inenyelenggarakan pengaturan hal-hal 

yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan menyelenggarakan 

pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi (peraturan perundang-undangan tingkat pusat). 

Selanjutnya Pengatwan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga 

mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah otonom mempunyai hak, wewenang, . 

dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang inenjadi 

tesis adalah Pengalman Hak-hak Ekonorni, Sosial, dan Budaya, hanya mengatur 

berkenaan dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, 

sosial,dan budaya saja. 

Penulis juga sependapat dengan Firdaus yang menyatakan bahwa dalan 

perspektif hukum tat. negara, mrma yang terkandung dalam Undang-Undang 

Dasar (UUD) merupakan swnber hukum bagi aturan yang ada di bawahnya. 

Konstsuksi ini mempunyai makna bahwa mrma-norma yang ada dalam UUD 

hams mengalir dalam perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma 

original atau norma jab- yang lebih konkrit. Norma tersebut dapat mengalir 

begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah atau perundangan yang ' 

lebih rendah dapat memberilsan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi 

tersebut.ll7 Oleh karena peraturan daerah juga termasuk peraturan p e d a n g -  

"' Disarikan dari Firdaus, Lot- cit. 



undangan, maka ha1 ini dapat berlaku sampai tingkat daerah agar selaras dengan 

nilai-nilai Hak Asasi Manusia khususnya tesis ini berkaitan dengan penjabaran 

dari peratwan perundang-undangan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan 

budaya. Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya perlu dibuat oleh 

pemerintah daerah karena peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya yang telah dibuat pemerintal~ pusat belum dapat 

diaplikasikan sampai tingkat daerah, antara lain dalam melaksanakan ijin dan 

penyelenggaraan di daerah karena telah diberlakukan otonomi daerah. 

Menurut pendapat Sandra Liebebberg, d a a t  dibuatnya pmdang-  

undangan dahn  konteks Hak-hak Ekonomi dan Sosial adalah bahwa perundang- 

undangan biasanya lebih terperinci dan khu~us,"~ penulis sependapat dengan 

Sandra Liebebberg, hal tersebut dapat berlaku pada tingkat pemerintah daerah 

dalam membuat peraturan daerah yang lebih terperiuci clan khusus sehingga lebih 

cepat dan lebih mudah diakses pada tingkat daerah, seperti yang telah dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membuat p e r a m  daerah. 

Jadi kewajiban pemerintah daerah setelah menetapkan pemturan daerah juga 

mensosialisasikan kepada masyamkat, supaya masyarakat memahami arti dari 

suatu peraturan daerah yang telah dibuat Pemerintah Daerah dan DPRD. 

Masyarakat perlu mengetahui hukum yang berlaku di daerah, masyarakat tidak 

hanya menuntut hak tapi juga perlu mengetahui kewajiban sebagai warga negara 

yang tinggal di Nega .  Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. 

'I8 Disarikan dari Sandra Liebebberg, Loc. cit. 



Dengan demikian berkenaan dengan Peraturan Daerah yang mengatur 

substansi/materi muatan Hak-hak Ekonorni, Sosial, dan Budaya bagi masyarakat 

Kabupaten Bantul yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah 

dibuat antara lain untuk mewujudkan kesejahteram, meningkatkan derajat 

kesehatan, pendidikan, mewujudkan penyelenggaraan pemeriutah yang baik, d m  

menegakkan supremasi hukum. 

Sebagai warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, tidak boleh hanya 

mendahulukan hak-haknya saja dan mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat, 

bangsa dan negara. Terhadap hak-hak asasi lnanusia yang tercantum dalarn 

peraturan perundang-undangan, sebagai warga negara tidak perlu menuntut 

pelaksanaan hak-hak, namun juga perlu melaksanakan kewajiban-kewajiban 

dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hendaknya dijalin 

keselarasan, keserasian dan keseinbangan dalan menuntut pelaksanaan hak dan 

memenuhi kewajiban. Juga ada hub- harmonis antara warga negara dan para 

penyelenggara negara/pemerintah/pemerintah daerah. 



BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tingkat 

pemerintahan daemh didasarkan pada beberapa hal: 

a. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan kewenangan wajib dan 

kewenangan pilihan untuk melaksanakan otonomi daerah berkenaan 

dengan pemenuhan hak-hak ekonorni, sosial, dan budaya; untuk 

menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah; juga 

untuk mengatasi pennasalahan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah 

b. Peraturan Daerah dibuat atas usuladinisiatif dari Pemerintah Daerah 

dan DPRD 

c. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan berkenaan dengan prinsip-prinsip Hak 

Asasi Manusia Bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 

Dasar yuridis pengatwan hak tersebut adalah peratuan perundang-undangan 

yang berkenaan dengan substansihnateri muatan hak-hak ekonomi, sosial, 

dan budaya, hal ini sangat penting dalam pembentukan peratmu daerah, 

karena untuk menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat peraturan 

daerah. 

Aspek yang penting bagi pemenuhan dan perlindungan yang efektif terhadap 

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di daerah tidak saja berpayung pada 

peraturan yang dibuat oleh Pusat. Daerah juga mempunyai kewajiban untuk 
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mengaturnya sebab hak ekonomi, sosial, d m  budaya merupakan hak yang 

hams dijamin perlindungannya oleh pemerintah, termasuk peinerintah 

daeralt 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh 23 (dua puluh 

tiga) Pengatman Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peraturan 

Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan sejak Tahun 1999 

sampai dengan Tahun 2008. Peme- Daerah Kabupaten Bantul telah 

menetapkan Pengaturan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam 

Peraturan Daerah. Peratwan Daerah tersebut telah mengandung materi 

muatan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 

Pengaturan Hak-hak Ekommi, Sosial, dan Budaya telah dituangkan di 

dalam Peratwan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul karena bidang 

Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjadi urusan kewenangan wajib dan 

urusan kewenangan pilihan Pemerintah Daerah. Urusan kewenangan 

tersebut harm dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu maka dalam 

menjamh kepastian hukum dan melindungi serta memenuhi warga 

masyarakat, urusan kewenangan tersebut dituangkan dalam Peraturan 

Daerah. 

Pengatwan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Peratwan Daerah 

di Pemerintahan Kabupaten Bantu4 mengandung materi muatan mengenai 

antara lain hak kesejahteraan, hak atas pekerjaan, hak pendidikan, hak 

kesehatan, hak kebudayaan, hak atas lingkungan yang baik. Selain 

mengandung hak, juga dimuat mengenai kewajiban agar hak-haknya yang 



diharapkan tersebut dapat terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah 

menunjukkan dengan pembuatan peraturan daerah untuk menjunjung tinggi 

supremasi hukum. 

Dalarn rangka memenuhl dan melindungi HAM di bidang ekonomi, sosial 

dan budaya, dari hasil penelusumn mas& ada perda yang mengatur hak-hak 

ekonomi, sosial, dan budaya namun terkait dengan retribusi sedangkan 

penulis tidak mengkaji secara khusus, meskipun ada yang dikaji karena sulit 

dihindari. 

Jadi, produk peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bantul dalam rangka melinduugi clan memenuhi HAM di bidang 

ekonomi, sosial dan budaya yaitu 

a. Tahun 1999 ditetapkan 1 (satu) peraturan daerah mengenai pengaturan 

pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan 

pengaturan hak kesehatan dan hak kesejahteman 

b. Tahun 2000 ditetapkan 6 (enam) peraturan daerah mengenai 

pengaturan hak kesehatan lingkmgan, pengaturan urusa. wajib 

pemerintah daerah, dan pengaturan mengenai kelembagaan meliputi 

pengaturan Organismi Dinas Kesehatan, pengaturan Organisasi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengaturan Organisasi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, pengahuan Organisasi Dinas 

Perindustrian, Perdagangan clan Koperasi 

c. Tahun 2002 ditetapkan 4 (empat) peraturan daerah rnengenai 

pengaturan ijin industri yang merupakan hak ekonomi, pengaturan 



sistem penyelenggaraan pendidikan, pengaturan izin praktik bagi 

tenaga medis, pengaturan perizinan bagi tenaga keperawatan, 

pengaturan perizinau tersebut merupakan hak memperoleh pekerjaan 

dan hak kesehatan yang perlu dilindungi clan dipenuhi. 

d. Tahun 2003 ditetapkan 3 (tiga) peraturan daerah mengenai pengaturan 

kelembagaan yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak budaya 

dan pendidikan yaitu meliputi pengaturan Organisasi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan, pengaturan Organisasi Dinas Pendidikan; pengaturan 

penyelenggaraan sarana kesehatan 

e. Tahun 2005 ditetapkan 1 (satu) peraturan daerah mengenai pengaturan 

penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang merupakan 

pernenuhan dan perlindungan dalam menyelenggarakan dan 

memperoleh pekerjaan 

f. Tah~m 2007 ditetapkan 3 (tiga) peraturan daerah mengenai pengaturan 

larangan pelacwan yang merupakan perlindungan atas hak kesehatan, 

keamanan dan ketertiban, namun dalam perda tersebut pemerintah 

daerah belwn memberikan solusi untuk pernenuhan hak atas pekerjaan 

setelah ditetapkan perda tersebut, sehingga ada inasyarakat yang 

merasa hak kesejahteraan dm hak pekejaannya terlangggar; perda 

yang lainnya pengaturan mengenai pengawasan, pengendalian, 

pengedaran dm pelmgan penjualan minuman beralkohol yang 

mengandung materi muatan hak kesehatan dan hak kesejahteraan 

namun dahm p d a  tersebut materi muatan dalam pasal ada 



kecenderungan mementingkan pihak-pihak tertentu; perda lainnya 

ditetapkan mengenai pengaturan urusan pemerintallan wajib dan 

pilihan yang mengandung unsur bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan 

budaya 

g. Tahun 2008 ditetapkan 5 (lima) peraturan daerah mengenai pengaturan 

penyempurnaan yang merupakan perubahan atas perda sebelumnya 

yaitu mengenai pengaturan ijin industri; penyelenggaraan sarana 

kesehatan-, penyelenggaraan penempatan tenaga kesehatan; 

pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan 

minuman berakohol; rencana pembangunan jangka menengah daerah 

untuk pemulihan, pemenuhan dan perlindungan kondisi ekonomi, 

sosial, dan budaya mlalui pengembangan ekonomi lokal. 

B. SARAN 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi kontroversi perlu 

disosialisasi&an ke masyarakat, agar rnasyamkat mengetahui bahwa selain 

memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban yang harus 

dWanakan sebagai warga negara yang tinggal di Kabupaten Bantul, agar 

mentaati peraturan daerah yang telah diberlakukan. 

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membuat peraturan daerah agar 

tidak mementingkan pihak-pihak tertentu, tetapi berpihak kepada 

masyarakat dan tidak terlalu membebani masyarakat, .sehingga dengan 

adanya peraturan daerah semua pihak dapat mentaati hukurn dengan 

kesadaran masing-masing. 



DAFTAR PUSTAKA 

A.A.Oka Mahendra, Peningkatan Kompetensi Perancang Perundang- 
undangan dalam Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif 
Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI., 
Jakarta, 2006. 

A. Mansyur Effendi, Tempat ~ak-hak  Azasi Manusia Dalam Hukum 
Intemasional/ Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1980. 

Asbjm Eide, Hak Ekonomi, Sosial dm Buriaya sebagai Hak Asasi M m i a  
dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Editor Asbjm Eide, 
Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul 
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja 
sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 
2001, Edisi Kedua, Revisi, Tanpa tahun. 

Barnbang Sunggono, Hukum dun Kebijaksanaan Publik, 1994, dikutip dari 
AA.Oka Mahendra, 2006. 

Bagir Manan, Dasar&sar Perundang-undrgan Indonesia, Penerbit IND- 
HILCO., Jakarta, 1992. 

--------- , Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, 
Unsika, Karawang, 1994. 

------ Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004. 

B. Hestu Cipto Handoyo, Hzthim Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak 
Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di 
Indonesia), Universitas Atma Jaya Yogyahta, Yogyalwta, 2003. 

Bondan Gunawan, Apa itu Demokrasi, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2000, 
Dikutip dari Juanda, Hukum Pernerintahan Daerah Pasang Surut 
Hubmgan Kewenangan Antara DPRD Lkrn Kepala Daerah, Edisi 
Kedua, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2008. 

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hztkztm dan Tata Huhtm Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1989. 

Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstihrsional, Total 
Media, Yogyakarta, 2009. 



Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, 
dalam Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, 1999. 

E. Y. Kanter, Etika Profsi Hukum,2001, dikutip dari A.A.0k-a Mahendra, 
Peningkatan Kompetensi Perancang Perundbng-undbngan dalam 
Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan 
Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM R.1, Jakarta, 
2006. 

Firdaus, Implikasi Pengaturan HAM Dalam UllD Terhahp Ius 
Constituendum, Muladi, Hak Asasi Manusia,Bandung: PT Refika 
Aditama, Bandung, 2005. 

Hafid Abbas, dalam bukunya Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam 
Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007. 

I.C. Van der Vlies, Handboek Wetgeving, Alih Bahasa: Linus Doludjawa 
Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undbngan, 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005. 

I Gde Arya B. Wiranata, Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis? 
dalam Muladi, Hak Asasi Mimusia, Hakekut, Konsep dan Implikasiny 
h lam Perspektif Hukzrm dan Masyamkat, P.T. Re&a Aditama, 
Bandung, 2003. 

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum dun Ilmu 
Perundbng-undmgan di Indonesia, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 
2008. 

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undbng-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 
2006. 

-------- , Kerangka Konstitusiona1 Pembuatan Kebijakan di Indonesia dalam 
Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mabkamah Konstitusi, Jakarta, 2008. 

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan 
Kewenangan Antara DPRD dun Kepala Daerah, Edisi Kedua, 
Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2008. 

K.C. Wheare, Federal Government, Oxford university Press, London, 1953, 
dalam Bhenyarnin Hoessein, Hubungan Kewenangan Pusat dm 
Daerah, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, Pasang Sumt Otonomi 
Daerah Sketsa PerjaIanan 100 Tahun, Institute for Local Development 



yayasan Tifa, 2005. Dikutip dari Ni'matul Huda, Hukum 
Pemerintahan Daerah. 

Majda El-Muhtaj, Hak h i  Manrrsia &lam Konstitusi Indonesia, Kencana, 
Jakarta, 2007. 

Maria Farida Indriati S, IImu Perundang-undangan (1) Jenis, Fungsi, dan 
Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007. 

Martin Scheinin, Hak Ekonomi clan Sosial Sebagai Hak Hukum, dakm Hak 
Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Editor Asbj~rn Eide, Catarb Krause 
dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini Adriati, Raoul Wallenberg 
Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan 
Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Edisi pertama, 2001, Edisi 
Kedua, Revisi, Tanpa tahun 

Moh. Mahhd MD, Hukum dun Pilar-pilar Demokrasi, Penerbit Gama 
Media, Yogyakarta, 1999. 

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, 'PT. RajaGrakdo 
Persada, Jakarta, 2007. 

Ni'matul Huda, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. 

-------- Hukum Pemerintahan Daerah, Penerbit Nusa Media, Banduug, 
2009. 

Peter Mahmud Marmki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. 

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,, 
Gadjah Mada University Press, edisi revisi, Yogyakarta, 1993. 

R. Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. 

Sandra Liebebberg, Perlindungan Hak Ekonom c l a ~ ,  Sosial Dalam Sistem 
Hukum Domestik, &dam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Editor 
Asbjm Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Alih Bahasa: Rini 
Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan 
HAM Indonesia, Edisi Pertama, 2001, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa 
tahun. 

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta 
Publishing, Mataram, 2009. 



Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, 
Jakarta, 2008. 

Sumryati Hartono, Apakah The Rule of law, Penerbit Alumni, Bandung, 
1969, hlm. 16, dikutip dari k Mansyur Effendi, Tempat Hak-hak 
Azasi Manusia Dalam Hukum Internasionall Nasional, Penerbit 
Alumni, Bandung, 1980. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembiiaan dan Pengembangan Bahasa, Kbmus 
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. 

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting,, Teori 
dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009. 

B. Makalah dan Pidato Pengukuhan 

Arend Lijphard dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Kedaulatan 
Rakyat Hak Asasi Mansuia dun Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna 
Menghormati Prof. DR. R.Sri Soemantri M, S.H., Gaya media 
Pratarna, Jakarta, 1996, dikutip dari Juanda, Hukum Pemerintahan 
Daerah, 2008. 

Bagir Manan, "Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, Makalah 
Penataran Dosen Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum". BKS- 
PTN Bidang Hukum se wilayah Barat Fakultas Hukum Universitas 
Lampung di Bandar Lampung, 11 November 1994. 

-------- , "Pemerintahan D a d  Bagian I", Bahan Penataran Administration 
And Organization Planning, kerja sama Indonesia-Belanda, UGM, 
1989, dalam Hestu Cipto Handoyo, Hukam Tata Negara, 
Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, Yogyakarta, 2003. 

-------- , "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka 
Panjang 11", Makalah dalam Lokakarya Pancash, Unpad, Bandung, 
1994. Dikutip dari Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, 2008. 

Ifdhal Kasim,"Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: 
Kerangka Normatif dan Standar Intemasional", Disampaikan pada 
Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan 
pemantauan Yang Efektif hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" yang 
diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasarna 
dengan Norwegian Centre for Human Rights (NHCR), Yogyakarta, 
2007. 



Janiruddin, "Mekanisme Implementasi Permendagii Nomor 53 Tahun 
2007", Biro Hukurn Sekretariat Jenderal Depdagii, Jakarta, 2009. 

Muntoha, "Negara Hukum dan Demokrasi", bahan kuliah Negara Hukum 
dan Demohsi, Program Pasca Sarjana (S2) I h u  Hukum, Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008. 

Saihdin, "PeMahan Teori Penmdang-undangan", Program Pasca Sarjana 
(S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, 2008. 

Sulistyowati Irianto, "Meretas Jalan Keadilan bagi Kaurn Terpinggirkan dan 
Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal)", Pidato pada Upacara 
Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 22 April 
2009, 

Zairin Harahap, "Pengaturan Transparmi Informasi dan Partisipasi dalam 
Peraturan Perundang-undangan", bahan kuliah Teori Perundang- 
undangan, Program Pasca Sarjana, Ma-r (S2) Ilmu Hukum 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008. 

C. Jurnal 

Jimmy Siagian, "Good Governance Dalam Perspektif H a .  Asasi Manusia", 
HAM Dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jurnal Hak Asasi 
Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi manusia, Departemen Hukutn 
dan HAM RI, Jakarta, 2007. 

Munandar Wahyono, "Strategi Harmonisasi Peraturan Penmdaug- 
undangan", Jurnal Hak Asasi Manusia, Edisi 111, Jakarta, 2005. 

Riri Nazriyah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum 
Nasional", Jurnal Hukum No. 20 Vol. 9, Juni 2002. 

D. Website 

Jirnly Asshiddiqie, h.ttp://www.theceli.coddokumen/iurndiiml~/iO12.sh~l. 

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Pemerintah Kabupaten Bantul, 
Copyright 2002-2007, ernail: kpde(at)ban&b.go.id. 

Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal 
Peraturan Perundang - undangan Departemen Hukurn dan Hak Asasi 
Manusia RI. bekerjasama dengan United Nations Development 
Progmmme (UNDP) melalui Proyek Enhancing Communications, 



Advocaqv and Public Participation Capacity for Legal Reforms 
(CAPPLER Project). Panduan Praktis Memahami Perancangan 
Peraturan Daercih, Penefbit : CAPPLER Project, Jakarta Selatan, 
E - mail: s4smit4 ~erda@ahoo.co.id Cetakan Kesatu : 2008. 

E. ' Maialah 

Martono, "lmplementasi Hak Sip01 Dan Ekososbud", Mediasi Majalah Hak 
Asasi Manusia, Edisi 6,  Vol. 2, Jakarta, 2007. 

M. Syahran, "Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Perfektif 
Pemerintahan yang baik", Mediasi Majalah Hak Asasi Manusia, Edisi 
7 ,  Vol. 1, Jakarta, 2008. 

F. Tesis dan Laporan 

Aldi H a w  "Sinkronisasi Materi Muatan UU No. 32 Tahun 2004 Terhadap 
UUD 1945 Pasca Amandemen,UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 
Tahun 2003 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", 
Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas IsIam 
Indonesia Yogyakarta, 2005. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 'Zaporan Tahunan 2007", Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007. 

G. Peraturan Perundaw-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara R. I 1945 

Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban Daerah 

Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Pemdang-Undangan 

Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-undang RI.  omo or 1 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
Intemasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kompilasi Instrumen Hak 
Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, Alih Bahasa Madayuti, 
etat., Pustaka H a .  Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute Buku 
15, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian 



Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 
Edisi pertama, 2004, Edisi Kedua, Revisi., Tanpa tahun 

Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
Inttrnasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 

Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas 
Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Peinerintal~n antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatefiota 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daeiah 

Peraturan pedang-undangan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

H. Peraturan Daerah 

Peratwan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 
Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan 
Pada Rumah Sakit Umurn Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun. 2000 tentang 
Ketertiban, Keindahan, Kesehatau Lingkungan dan Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

Peratman Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Bantul 

Perahwan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Bantul 



Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Perindusttian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Jjin 
Industri Di Kabupaten Bantul 

Peraatran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin 
Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang 
Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupatm Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan clan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul 

Perahran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantu1 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentaug Larangan 
Pelacuran di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan 
Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Gin Industri di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul 



Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Penyelmggaraan Penempatan T m g a  Kerja di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan 
Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 
tentang k a n a  P d a n g u n a n  Jangka Menengah Daerah Kabupatm 
Bantu1 Tahun 2006-2010 


